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KATA SAMBUTAN

GURU BESAR FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

Buku Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Peradilan
Agama vang diterbitkan oleh K-Media patut kita sambut dengan
gembira, karena sepengetahuan saya buku-buku yang membahas
tentang hukum pembukban relatif sedikit apalagi terkait dengan
Hukum Acara Peradilan Agama. Sava mengharapkan pemikiran
vang dibahas dalam buku tersebut menjadi inspirasi bagi
pembentuk undang-undang untuk segera membentuk Hukum
Acara Peradilan Agama, karena adanya dualisme hukum acara
pada Peradilan Agama dapat menyebabkan ketidakpastian
hukum.

Selain ftu sava melihat buku ini sangat berguna bagi
kalangan mahasiswa untuk mendalami  masalah-masalah
pembukhan di peradilan agama dan sekaligus dapat membantu
kalangan praktisi dalam penyelesalan kasus-kasus  vyang
diselesaikan melalui peradilan agama,

Mudah-mudahan buku ini bukan karya terakhir dari penulisnya
melainkan akan muncul lagi buku-buku hukum berikutnva yang
menambah khazanah kepustakaan hukum di tanah air kita,

Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, 5.H., M.Hum.
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KATA SAMBLTAN
PROF, DR. THOHIR LUTH, MA

GURUBESAR FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG

Buku Hukum Pembuklian celakan kedua ini cukup bagus
untuk pengembangan keilmuan hukum terutama terkait Hukum
Acara Perdata baik hukum acara perdata di lingkungan Peradilan
Umum maupun di fingkungan Peradilan Agama. Buku yang
ditulis oleh Dr Rahmida ErliyaniSHMH. patut kita sambut
dengan gembira, karena tentunva akan menambah khasanah
perpustakaan ilmu hukum di Negara ini. Saya berharap agar
buku ini bukanlah vang terakhir, semoga pada wakiu selanjutnya
penulis terus berkarya untuk terus menulbis buku buku tentang
ilmu hukum. Karena hukum selalaun  dinamissehingea  ilmu
hukum juga harus terus menopanganva dengan berbagai teori
vang tentunva harus berus dikembangkan.

Saya berharap juga penulis terus mendalami tentang
hukum acara dan dapat juga mengembangkan dan menggali pula
teort dan asas hukum dan El..‘i-IEk hukum Islam,agar menambah
kekayaan keilmuan hukum dinegara ini dan semoga dapat
memberi keberkahan atas ilmu yang dimiliki oleh penulis.

Sayva berharap semoga buku ini dapat berguna bagi
kalangan praktisi dalam penyelesaian  kasus-kasus  hukum  di
peradilan, dan juga berguna bagi kalangan mahasiswa unituk
mendalami masalah-masalah hukum pembuktian di peradilan
agama dan sekaligus menambah wawasan untuk mengetahui
perkembangan hukum pembuktian dewasa ind.

Malang, Desember 2009

PROF. DE. THOHIR LUTH, MA
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KATA PENGANTAR

Perkembangan Hukum Pembuktian memang  terjadi
sejalan dengan perkembangan kehidupan masyarakat dalam era
kemajuan teknologi. Kemajuan era digital dengan pemanfataan
leknologi  dewasa ini mempengaruhi pola hubungan antar
manusia. Sehingga juga berdampak pada penggunaan teknologi
untuk berbagai aktifitas dan komunikasi.

Pengakuan akan alal bukti elektronik sebagal perluasaan
dari alat bukti yang daikui dalam hukum acara perdata,
membawa konsekuensi pada hukum pembuktian, dimana akan
diperlukan kemampuan untuk menempatkannya sesuai relevansi
dengan perkara vang akan dibuktikan,

Mengingat  hukum terus dinamis mengikuti
perkembangan peradaban manusia, maka perlu pemahaman yang
lebih dalam terhadap manfaat hukum itu sendiri dengan ditopang
wleh  berbagai teori dalam ilmu hukum  pembuktian, maka
dipandang perlu untuk melakukan revisi pada buku ini, dengan
mielakukan kajian tambahan mengenai perkembangan  hukum
pembukttian di Negara ini.

Maka kini diterbitkan kembali buku dengan judul Hukum
Pembuktian di Peradilan Agama, sebagai buku vang akan
mengulas mengenal ketentuan hukum pembuktian vang berlaku
di  lingkungan Deradilan Agama dJdan mengulas  Hukum
Pembuktian menurut HIR dan RBg serta menambahkan
pemaparan mengenal perluasaan  alat bukt dalam perkara
perdata baik di lingkungan Badan Peradilan Umum maupun di
lingkungan Badan Peradilan Agama

Penulisan buku cetakan kedua ini mungkin saja ada
kekurangannva maka saran vang konstruktf sangat  penulis
harapkan unluk perbaikan pada masa-masa yang akan datang,
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Fada kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih kepada
semua pihak yang sudah membantu sehingga buku ini dapat
diterbitkan. Terutama kepada Kolega saya Guru Besar Fakultas
Hukum ULM Bapak ProfDr.H.M.Hadin Muhjad yang banyak
mendukung dan memotivasi sava juga keluarga saya yvang sangat
mendukung dalam segala aktifitas sava, serta termakasih kepada
Penerbit vang bersedia menerbitkan kembali buku ini dalam edisi
revisi. Harapan kami buku ini dapat memberikan sumbangan bagi
pengembangan hukum acara peradilan agama khususnya  bagi
pengembangan ilmo pengetahuan hukum.

Banjarmasin, Desember 2009
PENULIS

D, Rahmida Erlivam, SH., M.H.
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BAB 1
DASAR-DASAR HUKUM PEMBUKTIAN PERDATA
DI PERADILAN AGAMA

A. Hukum Perdata Materiil dan Hukum Perdata Formal

Sisterm hukum perdata dibedakan menjadi  hukum
perdata yvang bersifat materil dan hukum perdata vang bersifat
formal. Hukum Perdata materiil adalah perbuatan-perbuatan
apa yang dapat dibhukum serta hukum-hukum apa yang dapat
dijatuhkan, Hukum materiill menentukan isi  sesuatu
peranjian, suatu  perhubungan ataun  sesuata  perbuatan.
Hukum perdata formal adalah cara mempertahankan atau
menjalankan peraturan-peraturan itu dan dalam perselisihan
maka hukum formal itu menunjukkan cara menyelesaikan di
muka hakim. Hukum formal itu lazim disebut sebagat hukum
acara, bertujuan hendak memelihara dan mempertahankan
hukum materiil. Peranan hukum acara akan mulai tampak
dan menonjol manakala tefadi pelanggaran terhadap hukum
materiil. Hukum acara merupakan ketentuan hukum yang
ditujukan untuk kepentingan masyarakat dalam mencapai
keadilan,! karena hukum acara merupakan hukum yang
digunakan dalam menegakkan hukum materiil, dan sangat
erat kaitannya dengan peradilan atau lembaga atau institusi
penegakan hukum. Pada prinsipnya bahwa hukum formal
bertugas menegakkan hukom material, lalu bagaimana fika
hukum material Islam  vang digunakan di lingkungan
peradilan  agama dilegakkan oleh hukum  formal vang
bersumber dari konsep dan prinsip yang berbeda dengan
hukum Islam itu sendiri,

' Assadullsh Al Farug, Muknwm Acora Peradilan fsfam, Yogyvakann -
Pustaka Y ustis, 200 hlm, 3
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B. Hukum Acara di Peradilan Agama Yang Berlaku

Hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan
agama adalah hukum acara vang tidak bersifal unifikasi,
karena berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1589 tentang Peradilan Agama menentukan :

Hukum Acara vang berlaku pada Pengadilan dalam
lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara
Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam
lingkungan Peradilan Umum, kecuali vang telah diatur
secara khusus dalam Undang-undang ini.

Hukum acara perdata yang digunakan pada peradilan
agama mengacu pada hukum acara di badan peradilan umum,
berartt mengacu pada ketentuan hukum formal vang ada
dalam HIR (Ferziene  Imigndscht  Reglement) dan RBg
(Rechireglement Voor De Suitengewesten), serta BW (Burgerlijke
Wethook voor Indonesia) dan peraturan lainnya yang berlaku di
Peradilan Umum. Sebagaimana dirumuskan dalam Tasal 54
UL Nomor 7 Tahun 19589 vang diperbaharui dengan UU
Nomor 3 Tahun 2006 dan diperbaharui vang kedua kalinya
dengan LU Nomor 50 Tahun 20809, bahwa hukum acara yang
berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara
perdata yang berlaku di Peradilan Umum sepanjang tidak
diatur khusus dalam UU peradilan agama ini.

Ketentuan norma Pasal 54 UU No 7 Tahun 1987 ini,
sejak UU tersebul disahkan hingga perubahan kedua dengan
UU No 50 Tahun 2009 tidak ada perubahan redaksi bunyi
Pasal 54 tersebut HHal ini nampaknya suatu ketertinggalan
untuk memajukan terhadap ketentuan hukum formal yang
berlaku di lingkungan peradilan agama, padahal ada beberapa
ketentuan  hukom  formal vang  berlaku  di  lingkungan
peradilan umum yang tidak sejalan dengan prinsip hukum
formal peradilan Agama.
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C. Karakteristik Hokum Acara Peradilan Agama

Berdasarkan uraian di atas, pada Meradilan Agama ada
dua hukum acara yaitu hukum acara perdata dan hukum
acara peradilan agama yvang diatur dalam UU No. 7 Tahun
1989, se¢hingga untuk beracara di muka Pengadilan Agama
selain mengerti hukum acara perdata juga haros memahami
pula hukum acara peradilan agama. Hukum acara peradilan
agama sebagai bagian untuk memenuhi prinsip bahwa hukum
formal bertujuan untuk menegakkan hukum material, dalam
peradilan agama yang ditegakkan adalah hukum material
slam.? Kesulitan akan ditermui jika pemahaman berbeda
antara para aparat pencgak hukum dan juga dengan
masvarakat pencan  keadilan, di satu pihak menerapkan
konsep dan prinsip hukum acara sesuai peradilan Islam, di
pihak lain memahaminya dengan konsep dan prinsip hukum
tormal sebagaimana yang diatur dan berlaku di peradilan
umum dengan lebih banyak mengacu kepada Herziene
Inlandach  Regloment (HIR) dan  Rechlregloment  Voor De
Suttengruresten (RBg).

Dalam kaitan ini adalah sebuah masalah  yaitu
bagaimana dalam lingkungan peradilan agama yang hukum
matertilnya adalah hukum materii] [slam vang tertuang dalam
berbagai  peraturan  perundang-undangan nasional, tetapi
dalam praktek peradilan di lingkungan peradilan agama
hukum formal yang digunakan untuk menegakkan hukum
materiil lslam ternvata masih banyak vang bersumber dan
sistem hukum barat atau peninggalan kolonial Belanda yang
tentunya mohnya atau filsafatnva dan sistem hukum Barat
vang berbeda dengan Hukum Islam.

Hukum Acara Peradilan Agama adalah juga sebagian
dari hukum acara perdata, maka berikut ini ada beberapa

" Roihan A Rasyid Op Cithlm . 55
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pengertian Hukum Acara Perdata menurut beberapa pakar,
vang dari sini dapat dikembangkan pengertian hukum acara
peradilan agama, yaitu :

a. Sudikno Mertokusumo

Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yg
mengatur bagaimana caranva menjamin ditaatinya
hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim?.

b. Retnowulan Sutantio

Hukum Acara Perdata disebut juga hukum perdata
formal vaitu kesemuanya kaidah hukum vyg
menentukan  dan  mengatur cara  bagaimana
melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban
perdata sebagaimana vang diatur dalam hukum
perdata materiil!

Hukum formal atau hukum acara adalah kumpulan
ketentuan-ketentuan dengan tujuan memberikan  pedoman
dalam usaha mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi
perkosaan atas suatu ketentuan hukum dalam hukum materiil
vang berarti memberikan kepada hukum dalam hukum acara
suatu  hubungan vang mengabdi  kepada hukum
materiill. I lukum Acara adalah serangkaian langkah vang
harus diambil seperti vang dijelaskan oleh undang-undang
pada saat suatu kasus akan dimasukkan ke dalam pengadilan
dan kemudian diputuskan oleh pengadilan.

D. Kedudukan Hukum Acara pada Peradilan Agama

Sejalan  dengan  pengakuan  akan  kemandirian
Peradilan Apama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan

"Sudikno Meriokusumo, Cp €l
“Hemownlan Sutantio, Mukwm Acara Perdote datow Teord dan
Prakrek, (Bandung - Alemn, 1989} hilm. 1]
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kehakiman dalam sistem peradilan  Indonesia, kewenangan
badan peradilan ini semakin diperluas. Perkembangan yang
menggembirakan dalam hal kewenangannya itu tidak seiring
dengan perkembangan hukum acaranya vang digunakan
sebagai hukum formal dalam penvelesaian perkara-perkara
dart bidang-bidanyg vang menjadi kewenangannya tersebut.

Peradilan  Agama di Indonesia namanva bukan
Peradilan Islam, tetapi secara hakekatnya peradilan agama itu
adatah peradilan bagi masyarakat muaslim yang mengpunakan
hukum material Islam sebagai norma hukum yang ditegakkan
datam sendi kehidupan mereka sebagai pemenuhan hak azasi
bagt mercka dalam hal benbadah sesual dengan ajaran
agamanya.

UU No 7 Tahun 1989 vang kemudian diubah dengan
UL Mo 3 Tahun 2006, memperluas kewenangan peradilan
agama dalam berbagai bidang hukum perdata yang menjadi
kewenangannya  untuk  menyelesaikan  jika ada  terjadi
persoalan hukum pada bidang-bidang tersebut.

Perkembangan  selanjutnya  untuk  menvesuaikan
dengan perkembangan sistem peradilan satu atap di bawah
MA maka UU tentang peradilan agama juga berbenah
menyesuaikan dengan konsep peradilan sata atap tersebut.
Sehingea lahirlah UU No 50 Tahun 2009 tentang Peradilan
Apama, Ketiga UL terselunt tidak mengatur secara lengkap
tentang hukom acara perdata di ingkungan peradilan agama,
walaupun dalam ketenluan Pasal 34 UU No 7 Tahun 1989,
“kecuali vang telah diatur secara khusus dalam Undang-
undang ini”. Ketentuan itu menunjukkan bahwa UU No 7
Tahun 1989 jo UU No 3 Tahun 2006 dan UU No 50 Tahun 2009
adalah ketentuan khusus untuk di lingkungan peradilan
agama, sehingga dimungkinkan pula mengatur sendiri secara
khusus tentang hukum acaranya. Di dalam ketiga UU tersebut
tidak lengkap mengatur tentang hukum acara perdata di
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peradilan agama, walaupun ada diatur dalam beberapa hal
namun masth terasa belum lengkap, sehingga perlu mengacu
kepada ketentuan vang ada di peradilan Umum vang juga
masih  belum terbentuk  kodifikasi/unifikasi atau  belum
terbentuk hukum acara perdata produk Indonesia vang
sebagian  masih  bersumber pada peraturan  peninggalan
kolonial Belanda, yvang sebagian tidak sejalan dengan prinsip
peradilan agama yang vang hukum materilnya bersumber
dari hukum perdata Islam, akan menjadi persoalan jika
konsep dan prinsipnya lidak sejalan dengan hukum syariah
Islam.

Hukum pada dasarnya harus sesvai dengan nilai-nilai
luhur bangsa vang bersangkutan. Sampai saat ini masih
banyak peraturan perundang-undangan vang bdak sesuai
dengan  nilai-nilai  [uhur bangsa Indonesia, khususnya
peraturan perundang-undangan peninggalan Pemerintahan
Hindia Belanda. Peraturan peninggalan Pemerintahan Hindia
Belanda salah satunya adalah Hukum yang mengatur tata cara
penvilesaian  sengketa  keperdataan, vaitu Hukum  Acara
Perdata seperti, Herzienne lndomesisch Reglemend (HIR) = 5. 191
Mo, 4 untuk Jawa - Madura, Rechtsreglement Buitengeavten
(RBg) - 5 1927 Mo. 277 untuk luar Jawa-Madura. Hukum
Acara Perdata ind sudah tidak sesuai dengan perkembangan
dan kebutuhan masvarakat dewasa ini, sehingga lidak dapal
menampung berbagai perkembangan hukum. Perkembangan
masyarakat vang sangat cepat dan pengaruh globalisas,
menuntut  adanva Hukum Acara Perdata vang dapat
mengatasi persengketaan di bidang perdata dengan cara yang
clektit dan efisien sesuai dengan asas sederhana, mudah, dan
biaya ringan.

Peraturan perundang-undangan produk Pemerintah
Hindia Belanda masih bersifat dualistis atau mengandung
dualisme hukam acara vang berlaku untuk Pengadilan di
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Jawa dan Madura dan hukum acara yang berlaku untuk
pengadilan di luar Jawa dan Madura sebagaimana terdapat
dalam Het Herziene Indonesisch Reglement dan Rechisreglenent
Buitemgewesten  vang  masih  berlaku  sampai  saat  ini
Berdasarkan Pasal 54 UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Apama, maka sumber hukum acara peninggalan Belanda ttu
juga diberlakukan atau dipakai di Pengadilan Agama sebagai
dasar hukum beracara.

Melihat kenvataan vang demikian maka hdaklah
berlebihan jika kita mempunyai pemikiran untuk membangun
hukum acara Perdata Peradilan Agama sebagai bagian dalam
sistem peradilan perdata agar terwujud Hukum Acara Perdata
nastonal vang komprehensif, bersifat kodifikasi  maupun
unifikasi, sehingga dapat menampung perkembangan dan
kebutuhan hukum yang berkembang dalam masyarakat
dengan memperhatikan prinsip atau asas-asas hukum acara
perdata yang berlaku. Juga memperhatikan kebutuhan hukum
yang hidup di masvarakat dan yang selama 1mi me-nj:iwai
kehidupan rakyat.

Hukum suatu Negara atau bangsa selain  harus
merupakan cerminan jiwa bangsa, juga seyogyanya mampu
mengakomodir berbagai hak arasi warga negaranya. Dalam
politik hukum nasional dewasa ini dalam situasi Negara vang,
demokrasi, penghargaan akan hak-hak warganegara sangat
penting, schingga hak warga Megara yvang muslim untok
menaath hukum Islam sebagai bagian tak terpisahkan dari
kevakinan  beragamanya, haruslah  dihargai  dengan
penghargaan secara vuridis formal.

Politik hukum negara Republik Indonesta vang
berdasarkan  Pancasila  menghendaki  berkembangnya
kehidupan beragama dan hukum agama dalam kehidupan

hukum nasional. Menurut teori Friederich Julius Stahl dan
Hazairin, Tahir Azhary mengemukakan teori ‘lingkaran

DR. RAHMIDA ERLIYANL, 5.H., M.H. 2019 | 7



konsentris" yang menunjukkan betapa eratnya hubungan
antara agama, hukum, dan negara.® Teori ini dapat dipakai
scbagai teropong untuk melihat negara Republik Indonesia
sebagai negara berdasar atas hukum vang bercita hukum)|
Pancasila pada masa mendatang. Negara berdasar atas hukum
vang berfalsafah negara Pancasila, melindungi agama dan
penganut agama, bahkan berusaha memasukkan ajaran dan
hukum agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurut Thohir Luth, dalam pengantar bukunya
Warkum Soemitro dkk* Indonesia bukanlah negara agama dan
bukan pula Negara sekuler. Apabila dikatakan Indonesia
bukan negara orang-orang vang beragama, maka hal tersebut
disebabkan Indonesia Hdak didasarkan pada agama tertentu,
dan pada aras vang lain juga. apabila Indonesia dikatakan
bukan Megara sekuler, maka hal tersebut disebabkan juga
karena Indonesia tidak memisahkan secara tegas antara
wrusan Negara dan urusan agama.

Pasal 1 ayat (3} Undang-undang Dasar 15
menyatakan dengan jelas bahwa Negara Indonesia adalah
Negara hukum, Penjelasan Pasal 29 (1) UUD 195 menjelaskan
bahwa negara Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa, sehingpa Negara hukom vang dimaksud oleh UUD 1945
sangatlah berbeda dengan konsep Negara hukum  yang
ditawarkan Nepara-negara Baratvang telah  mencoba
memparentiaikan posisi agama dan wilavah hukum. Selain itu
para Founding Fatliers Kita juga menyebutkan bahwa MNegara

' Amrullah Ahmad SFdkk, Pimensi Hukum fstam dalom Sistem
Hakum Nasionad, (Jakarta:Gema Insani Press, 1996) him. | &4

* Warkum Socmitro “at all” Polidk Hukum Istam. (Malang @ UB
2014 ) by
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Pancasila hadir sebagai sintesis-kompromistis bagi hubungan
antara agama dan Negara.”

Mohammad Hata, salah seorang e founding
fathers RIL, menvatakan bahwa dalam pengaluran negara
hukum Republik Indonesia, syariat Islam berdasarkan Al-
Qur'an dan hadits dapat dijadikan peraturan perundang-
undangan Indonesia sehingga orang Islam mempunyai sistem
svariat vang sesuai dengan kondisi Indonesia. Sejalan dengan
hal tersebut dalam konteks keberadaan peradilan agama
dalam pembinaan hukum nasional sebagai salah satu
pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia, tentu sangat
penting diperhatikan mengenat eksistensinya sebagal salah
satu  institusi  penegakan  hukum di Negara ini guna
mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Oleh karenanya
pembinaan hukum nasional yang berarh juga membina
institusi penegak hukum di samping membina substansi
hukum nasional, maka pembinaan terhadap eksistensi
peradilan agama sebagai sebuah lembaga peradilan Negara
untuk menjadi salah satu intrumen untuk menegakkan hukum
guna mewujudkan rasa keadilan masyarakat dan kepastian
hukum harus terus ditingkatkan baik berkenaan dengan
kemandirananya maupun terkait dengan kewenangannya
secara absoluke, Sebagai institusi penegak hukum eksistensi
peradilan agama harus kuat status dan  kedudukannya.
Kuatnya status dan kedudukannya serta jelasnyva ruang
lingkup kewenangannya akan memberikan kepasHan hukum
bagi masyarakat.Lawrence M. Freidman dalam Teori Hiree
elements lme systom, mengatakan bahwa efektif atau tidaknva
penegakan  hukum  salah satunva ditentukan  oleh  kuat
tidaknya strukitur hukum yakni lembaga peradilan @

* Ibid
" Jaenal Anfin, Peagoditan Agana dalane Bingkai Reformasi Hukam
di Tndomesia, Jakarta : Kencana, 2008}, him. 147
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Ferubahan signifikan pada eksistensi peradilan agama masa
reformasi sekarang ini dalam konfigurasi politk vang
demokrasi, menunjukkan cksistensi lembaga peradilan ind
sebagai lembaga peradilan yang mampu memberikan rasa
keadilan bagi masyarakat. Adapun eksistensinya: status yang
kuat secara konstitusional, kedodukannva sudah sama dengan
badan-badan peradilan lainnva di bawah MA, sehingga
kemandirian dan independensinya bisa meningkal. Keadaan
demikian sejalan dalam relavansinya dengan  perwujudan
keadilan dan kepastian hukum bagi masvarakal oleh lembaga
ini dapat tercapai.

Independensi kekuasaan lembaga peradilan tidak bisa
dilepaskan dari  perdebatan  teoritis  tentang  pemisahan
kekuasaan (sepration of powers), karena pemisahan kekuasaan
tersebut sangat penting guna menghindarkan dan intervensi
kekuasaan lain  dalam Negara terhadap independensi
peradilan sekaliges guna menjamin terlaksananya kebebasaan
politik anggota masyarakat dalam Negara, maka adanya
jaminan  bagi  kewenangan  lembaga peradilan yang
independen merupakan salah satu elemen penting dalam
suatu  Megara Hukum, dan haros  terakemodir  secara
kontitusional,” Indikator independensi peradilan terlihat pada
kinerja Hakimnya dalam taral operasional vang dapat dilihat
dalam dua hal, yakni kebidakberpihakan (mmparhality) dan
keterputusan relasi dengan pengaruh politik. Sehingga hakim
akan memutus perkara dengan mendasarkan pada fakta-fakta
dipersidangan dan bukan atas dasar keterkaitan dengan salah
satu pithak berperkara. Ketidakberpihakan hakim dalam suatu
perkara memang bukanlah suatu hal yvang mudah dideteksi "

Lembaga  peradilan dalam  sebuah  Negara,
kehadirannya bukan sekedar hanva pemenuhan syarat sebagai

* thid, hlm 102
" fhid, him. 104
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suatu Negara hukum, melainkan membawa tugas mulia untuk
melaksanakan aturan-aturan hukom dalam kehidupan nvata,
Berbagal persoalan muncul di seputar peradilan dan berbagai
kritik muncul terhadap apa yang telah diperbuat lembaga
peradilan. 1

Keberadaan lembaga peradilan di Negara ini memang
berjalan  tertatih-tatih  dalam  mengikuti  kenyataan
kompleksitas kehidupan masyarakat dewasa ini, dan ilmu
atau peraturan hukum untuk diterapkan dalam kenyataan
hidup masyarakat, dan lembaga peradilan sebagai pilar
penegakan hukum,?

Eksistensi lembaga peradilan di Megara ini membawa
misi untuk  penegakan  hukum  mencapai keadilan  dan
kepastian hukum yang dilandasi oleh bentuk Negara kila
sebagai Megara Hukum Pancasila vang dideklarasikan
bersamaan  dengan  proklamasi  kemerdekaan  bangsa
Indonesia. Dan  kelahiran lembaga peradilan di Negara
Hukum Indonesia yang berdasarkan UUD 1945 dan
berfalsafah Pancasila sejalan dengan tujuan  dibentuknva
Negara Indonesia, Tujuan Negara yang tertuang dalam
Pembukaan UUD Negara Rl 1%5 vakni melindungi segenap
bangsa Indonesia, memajukan  kesgjahteraan amoum  dan
mencerdaskan kehidupan bangsa.

Berbasis pada cita-cita luhur tersebutl menuntut kepada
lembaga peradilan agar di dalam setiap melaksanakan fungsi-
fungsi yang diembannya harus selaras dengan citar-cita luhur
tersebut, Dengan demikian selain untuk memoecahkan konflik

" Ahmad Mujabhidin, Meradifar Sty Adeap, (Bandung @ Heliks
Aditama Z007T, hlm.9

“Satpipro  Rahardjo, lwe Hukom: Pencorian, Pembebasan dan
Pencermhan, (Semamng Progrem Doktor lmo Hukam Universitas
Mponegoro, 2003), him 2

" Ahmad Mujahiddin, Op.Cir, hlm. 10
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alau sebagai wadah penvelesaian sengketa, maka lembaga
peradilan juga harus mampu menunjukkan independensinya,
bebas dar berbagal intervensi baik dari pihak cksekutif
maupun pihak lain ekstrayudisial, 1

Independensi lembaga peradilan dalam suatu Negara
merupakan salah satu perwujudan asas Negara hukum.
Perwujudan independensi lembaga peradilan tidak terlepas
dari berbagai faktor terkait lainnva dalam sebuah pemahaman
sebagal sebuah sistem. Sistem penegakan hukum memerlukan
keseimbangan antar sub  sistem vang ada dalam sistem
tersebut, menurut Lawrence Meir Freidman bahwa penegakan
hukum scbagai sebuah sistem untuk dapat efektif maka harus
saling mendukung antar unsur yakni legal sfructure, legal
substance, dan legal culture.

E. Hukum Pembuktian Dalam Hukwum Acara di Peradilan

Agama

Salah satu perscalan pokok dalam hukum acara
perdata (maupun dalam hukum acara pidana) adalah
persoalan pembuktan sehingga tidak berlebihan kalau sering
dikatakan, masalah hukum adalah masalah pembuktian di
pengadilan. Oleh karena itu peran dari pembuktian dalam
suatu proses hukum di pengadilan adalah sangat penting!®

Ofeh karena proses penyelesaian sengketa di muka
peradilan adalah untuk mencari kepastian hukum terhadap
suatu persoalan hukum. Proses yang dilakukan peradilan
adalah bagian vang penting dalam menegakkan hukum
materiil yang berlaku. Menegakkan hukum materiil maka
memerlukan seperangkat aturan formal, salah satu vang

14 »
bl
" Munir Fuady, Teori Huksm Pembuktion (Pidana dan Perdata),
{Bandung, PT Citra Adityabakti, 2006} him. |
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cukup penting dalam  aluran  formal peradilan  guna
menegakan hukum materiil adalah pembukbian,

Pembuktian merupakan suatu sistem vang lersusun
dan saling mendukung guna kepentingan untuk menemukan
bukti-bukti kebenaran akan suatu hal pada penyelesaian
sengketa. ["ada tahapan pembuktian inilah Hakim akan dapat
menggali berbagai kebenaran baik formal maupun materiil
guna kepentingan penvelesaian perkara dengan menemukan
konstruksi penyelesaian yvang semestinya sehingga melahirkan
produk hukum pengadilan vakni putusan hakim,

Pembuktian dalam perkara perdata di Peradilan
Apama, berkenaan dengan alat bukti saksi, ada beberapa
konsep dan nilal kesaksian menurut hukom  formal  darg
hukum peninggalan kolomial Belanda " yang tlidak sejalan
dengan konsep dan nilai dan kedudukan saksi dalam
peradilan Agama  dalam  perspektif  beberapa  kalangan
masyarakat, baik masyarakat pencari keadilan maupun para
aparat penegak hukum di peradilan agama. Sebagian pihak
ada vang beranggapan bahwa kedudukan dan nilai saksi
perempuan itu  berbeda dengan  saksi  laki-laki, nilai
kesaksiannya di anggap setengah dari nilai  kesaksian
perempuan dan kedudukan perempuoan untuk menjadi saksi
dalam perkara perdata di Pengadilan Agama nampaknya ada
lerkait dengan nominal saksi perempuan vakni dua orang
saksi perempuan bersama dengan satu orang saksi laki-laki
untuk perkara tertentu, baru dapat dianggap sebagai alat bukt
saksi dalam perkara perdata di peradilan agama dalam arti
alat bukti saksi yvang berdin sendiri. Sehingga menjadi
permasalahan  terkait dengan kekuatan pembuktian dari
kesaksian secrang perempuan  dan  kedudukan  saksi

" Yang terdapar dalam HIR dan RBg schagai sumber Huokum Acarn
Perdatn di Incbomesia selama i yang merupakan peninggnlan Kolomal Belands
yang hingea sckarang masih berlaku.
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perempuan dalam perkara perdata di Peradilan Agama,
Ferbedaan persepsi antara llakim yvang menvelenggarakan
proses persidangan dengan pihak  masyarakat pencard
keadilan (Penggugat atau Tergugat) , atau dengan para kuasa
hukum atau para pengacara yang beracara di peradilan
agama, berkenaan dengan  kekuvatan  pembuktan  dan
kedudukan saksi perempuan dalam perkara perdata di
pengadilan agama.)” Oleh karena itu menjadi suatu yang patut
dipertanyakan bagaimana dengan aras kepastian  hukum
dalam beracara perdala di lingkungan Peradilan Agama,
Hukum Acara (formal) merupakan sarana untuk menegakkan
hukum material vang menggambarkan proses atau prosedur
vang harus ditempuh dalam proses peradilan, maka harus
terdapat kesatuan atau keseragaman beracara bagi peradilan,
baik peradilan umum maupun peradilan agama di seluruh
wilayah Republik Indonesia. Ketiadaan kesatuan beracara
dapat berakibat govahnyva sendi-sendi kepastian hukum dan
merugikan warga masvarakat pencart keadilan. Huokum
materil perdata Islam menjadi kewenangan badan peradilan
Agama untuk menyelesaikannya jika ada pelanggaraan alau
sengketa.  Kewenangan  peradilan agama  untuk
menvelesaikannya diatur  secara konsttusional  vang
mengokohkan lembaga peradilan agama sebagai salah satu
pelaksana kekuasaan kehakiman di negara ini.

T Wawancara pribadh dengan beberapa pengacara yang beracara di
Pengadilon Agama kelas Ia Banjarmasin, Kal-Sel 20605 dan 2002,
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BAB 2
MAKNA, DASAR HUKUM PEMBUKTIAN DAN
BEBAN PEMBUKTIAN

A. Pengertian Pembuktian

Hukum pembuktian diartikan sebagai seperangkal
kaidah hukum yvang mengatur tentang
pembuktian."Sedangkan yang dimaksud dengan pembukbian
dalam ilmu hukum adalah suatu proses, baik dalam acara
perdata maupun pidana, dimana dengan menggunakan alat-
alat bukti vang sah, dilakukan tindakan dengan prosedur
khusus, untuk mengetahui suatu fakta atau pernyataan,
khususnya fakta atau pernyataan vang dipersengketakan di
pengadilan, yvang diajukan dan dinyatakan oleh salah satu
pihak dalam proses pengadilan itu benar atau tidak seperti
dinyatakan itu,"

Penpgertian membuktikan menurut Sudikno
Mertokusumo, mengandung beberapa arti, yaitu:™

a) Membuktlikan dalam arti logis atau ilmiah
Membuktikan berarli memberikan kepastian mutlak,
karena berlaku bagi setiap orang dan  bdak
memungkinkan adanya bukti lawan,

b) Membuktikan dalam arti konvensionil
Membuktikan berarti memberikan kepastan  yang
nishi/relatif sifatnya vang mempunyai tingkatan-
tingkatan :

" Munir Fuady, Teori Hukum Pebukifan, (handung; PT Citra Aditya
Fakri. 2006) Cet Lhim. |

" bt
“Sodikno  Mertokusumo, Hukum Acars Perdeta  Indonesia, Yogyaknma
Liberty Yogyakarta, 2006
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- kepastian yang didasarkan alas  perasaan
belaka/bersifat instuitif (comorction frtinge)

- kepastian vang didasarkan atas pertimbangan akal
{conTiction ratsonnee)

¢) Membuktikan dalam bhukum acara mempunyai arti

yuridis.

Didalam ilmu hukum tidak dimungkinkan adanya

pembuktian vang logis dan mutlak vang berlaku bagi

setiap orang serta mwnutup  segala  kemungkinan

adanya bukti lawan,

Pembuktian dalam arti yuridis ini hanva berlaku bagi
pihak-pihak vang berperkara atau yang memperoleh hak dan
mereka. Dengan demikian pembuktian dalam arti yuridis
tidak menuju kepada kebenaran mutlak. Pembuktian secara
vuridis hdak lain adalah pembuktian “histons” yang mencoba
menetapkan apa vang telah tefjadi secara konkreto. Baik
pembuktian vang wyuridis maupun vang ilmiah, maka
membuktikan pada hakekamya berari mempertimbangkan
sevara logis mengapa peristiwa-peristiwa tertentu dianggap
benar.

Membuktikan dalam arti yuridis tidak lain berarti
memberikan dasar-dasar vang cukup kepada hakim yang
memeriksa perkara vang bersangkulan guna memberikan
kepastian tentang kebenaran peristiwa yvang diajukan.

Dalam suatu proses perdata, salah satu tugas hakim
adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum
vang wmenjadi  dasar gugatan benar-benar ada ataw
tidak.Adanya hubungan hukum inilah yvang harus terbukti
apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu
perkara. Apabila penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-
dalilnya yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatannya
akan ditolak, sedangkan apabila berhasil, maka gugatannyva
akan dikabulkan.
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Tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus
dibuktikan kebenarannva, untuk dalil-dalil vang tidak
disangkal, apabila diakui sepenuhnya oleh pihak lawan, maka
tidak perlu dibuktikan lagi. Beberapa hal/keadaan yang tidak
harus dibuktikan antara lain :

1. hal-hal/keadaan-keadaan vang telah diakui

2. hal-hal/keadaan-keadaan vang tidak disangkal

3. bhal-hal/keadaan-keadaan vang telah diketahui oleh
khalavak ramai (roloire ferben/fakta notoir). Atau hal-
hal yang secara kebetulan telah diketahui sendiri oleh
hakim Merupakan fakta notoir, bahwa pada hari
Minggu semua kantor pemenntah totup, dan bahwa
harga tanah di Jakarta lebih mahal dari di desa.

Dalam seal pembuktian lidak selalu pihak penggugat
saja  vang harus membuktikan dalilnyva. Hakim vang
memeriksa perkara itu yang akan menentukan siapa diantara
pihak-pihak vang berperkara vang akan
diwajibkan memberikan bukti, apakah pihak penggugat atau
sebaliknya pihak tergugat. Secara ringkas disimpulkan bahwa
hakim sendiri yang menentukan pihak yang mana vang akan
memikul beban pembuktian. Didalam soal menjatuhkan beban
pembuktian, hakim harus bertindak arit dan bijaksana, serta
lidak boleh beral sebelah. Semua peristiwa dan keadaan vang,
konkrit harus diperhatikan dengan seksama olehnya.

Hukum Pembuktian Materiil dan Hukum Pembuktian
Formal

Hukum pembuktian merupakan bagian dari Hukum
acara. Meskipun demikian Hukum acara sebagai hukum
tormal mempunyai unsur materiil maupun tormal. Unsur-
unsur materiil pada hukum acara adalah ketentuan vang

mengatur entang wewenang, rn:isa1n}‘a ketentuan tentang hak
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dari pihak yang dikalahkan. Sedangkan unsur formal
mengatur tentang caranva menggunakan wewenang tersebut,
misalnya tentang bagaimana caranva naik banding dan
sebagainya. Hukum pembuktian, yang termasuk hukum acara
juga, fterdiri dari unsur-unsur materiil maupun  formal
Hukum pembuktian materiill mengatur  tentang  dapat
tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu
dipersidangan serta kekuatan pembuktiannya, sedang hukum
pembuktian formal mengatur tentang caranyva mengadakan
pembukiian,

Pemeriksaan perkara sebelum  hakim memutuskan
perkara maka haruslah melakukan proses pembuktian dan
hasil  pembuktian  merupakan  dasar  untuk  putusan
hakim.5ehubungan  dengan  hal  tersebut  berarti  bagian
terpenting dan utama bagi hakim sebelum menjatuhkan
putusan dalam hal mengadili suatu perkara adalah fakta
hukum atau peristiwa hukum dan bukan hukumnya.
Peraturan hukum hanyalah alat, sedangkan yang bersifat
menentukan adalah  peristiwa hukum  yang  menyebabkan
terjadinya persengketaan para pihak.

Untuk [Indonesia perihal  pembuktian  ini telah
dimasukkan dalam H.LE., vang Soal pembuoktian ini terdapat
perselisthan  pendapal  diantara para ahli hukum  dalam
mengklasifikasikan  yaitu  apakah pembuktian termasuk
kedalam hukum perdata (hukum materiil) atau hukuom acara
perdata (hukum formal).

Subckti  berpendapat  bahwa  sebenamya  soal
pembuktian ini lebih tepat diklasifikasikan sebagai hukum
acara perdata (procesrechf) dan tidak pada tempatnya
di masukkan dalam B.W,, yang pada asasnya hanya mengatur
hal-hal yang termasuk hukum materil ® Akan tetapi memang

Y0 subekti, Hukum Pembuktian, [fokorto : Pradnya Paramita, 1991}, him 5
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ada suatu pendapal, bahwa hukum acara itu dapat dibagi lagi
ke dalam hokum acara materil dan hukum acara formal,
Peraturan tentang  alat-alat pembukban, termasuk dalam
pembagian yang pertama (hukum acara perdata), yang dapat
juga dimasukkan kedalam Kitab undang-undang tentang
hukum perdata materil. Pendapat ini rupanya vang dianut
oleh pembuat undang-undang pada waktu BW. dilahirkan
memuat hukum acara vang berlaku di Pengadilan Negeri,

Hukum positif Indonesia untuk lngkungan peradilan
pada umumnya tentang pembuktian yang berlaku saat ini
adalah HIR dan Rbg baik yang materiil maupun yang formal.
sedangkan dalam BW buku IV yvang isinva hanva hukum
pembuktian materiil.

. Hukum Pembuktian pada Peradilan Agama

Hukum formal atau hukum acara adalah kumpulan
ketentuan-ketentuan  dengan  tujuan memberikan pedoman
dalam usaha mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi
perkosaan atas suatu ketentuan hukum dalam hukum materiil
yang berarti memberikan kepada hukum dalam hukum acara
suatu hubungan vang mengabdi kepada hukum materiil.
Hukum Acara adalah serangkaian langkah yang harus diambil
sepertl yang dijelaskan oleh undang-undang pada saat suatu
kasus akan dimasukkan ke dalam pengadilan dan kemudian
diputuskan oleh pengadilan.

Hukum Acara merupakan keseluruhan peraturan yang
bertujuan  melaksanakan dan  mempertahankan  atau
menegakkan hukum materiil dengan perantaraan kekuasaan
negara. Perantaraan negara dalam mempertahankan dan
menegakkan hukum materiil itu terjadi melalui peradilan.
Cara inilah yang disebut dengan Litigasi.
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Hukum acara adalah rangkaian-rangkaian peraturan-
peraturan  yvang memual cara bagaimana orang  harus
bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara
bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain
untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukoam
materiil.

Hukum Acara Peradilan Agama adalah rangkaian
peraturan-peraturan vang memuat cara bagaimana orang
harus bertindak di muka pengadilan yvang terdin dari cara
mengajukan  tuntutan  dan  mempertahankan  hak, cara
bagaimana pengadilan harus bertindak untuk memeriksa serta
memutus perkara dan cara bagaimana melaksanakan putusan
tersebut di lingkungan Peradilan Agama, Sedangkan
Hukum Pembuktian adalah seperangkat kaidah hukum yvang
mengatur mengenal pembuktian, yakni sebagai suatu proses
untuk membuktikan suatu hubungan hukum atau peristiwa
hukum dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah
menurut hukum, Proses pembuktian ini dilakukan dengan
berbagai tindakan sebagai bagian dari prosedur pemeeriksaan
perkara. Berbagai tindakan itu bertujuan untuk mengetahui
fakta fakta yuoridis di dalam persidangan pada suato perkara.

Proses  pembuktian  perkara  menempuh  berbagai
lindakan dianlaranya tindakan para pihak untuk saling
membuktikan dalil-dalil mereka dengan cara mengajukan
boerbagai alat bukti vang sah menurut hukum dan alat bukti
vang mempunyai nilai pembuktian untuk perkara tersebut
guna menguatkan dalil dalil para pihak vang berperkara.
Setelah para pihak diberikan beban pembukban dan mereka
menggunakan hak-hak mereka untuk mengajukan alat bukti,
maka Hakim yang memeriksa perkara yang akan menilai
kekuatan pembuktian dari macam macam alat bukti
tersebut kemudianHakim memberikan putusan.
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Sebagai pedoman, dijelaskan oleh Pasal 1565 BW,
bahwa: "Barang siapa mengayukan peristimon-perisioa alas mana
dia mendasarkan suatu hak, diwafibkan membukitkan  perishiua-
pristices  ole; sebaliknya  barang  siapa  engajukan  peristia-
peristiwn  guna  pembartafun hak ovang lafn,  diwafibkan juge
mewmrhuk tikan perisfiua-perisfinm fla”

Nasar Hukum Pembukbian

Hukum Pembuklian ini ada yang menyatakan
merupakan bagian dari hukum formal atau hokum acara
tetapi ada juga vang menyatakan masuk dalam bagian hukum
materiil. Subckti, berpendapat bahwa sebenarnyva soal
pembuktian ini lebih tepat diklasifikasikan sebagai hukum
acara perdata  (procesrecht) dan  Hdak pada  tempatnya
dimasukkan dalam B.W., yang pada asasnyva hanya mengatur
hal-hal vang termasuk hukum materil.

Akan tetapi memang ada suatu  pendapat, bahwa
hukum acara itu dapat dibagi lagi  dalam  huokum
acara materil dan hukum acara formil. Peraturan tentang alat-
alat pembuktian, termasuk dalam pembagian yvang pertama
(hukum acara perdata), yang dapat juga dimasukkan kedalam
kitab  undang-undang tentang  hukum  perdata materil.
Pendapal ini rupanya yang dianut oleh pembuat undang-
undang  pada waktu BW. dilahirkan. Untuk
bangsa Indonesia perthal pembuktian ini telah dimasukkan
dalam H.LR., vang memuat hukum acara vang berlaku di
Pengadilan Negeri.

Peraturan  perundang-undangan Hukum  Acara
Perdata yang ada dan berlaku sampai saat ini tersebar dalam
berbagai peraturan perundang-undangan, baik peraturan
perundang-undangan  peninggalan  Pemerintah  Hindia
Belanda maupun peraturan  perundang-undangan  produk
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Megara Kesaluan Republik Indonesia yaitu antara lain
terdapat dalam:

Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)

Het Rechisreglensemt voor de Buitengewesten {RBg);

Reglement op e Burgdijke Rechtsvordering  voor

Europeinen (RV):

4. Buku IV Burgerlijk Wethork (BW) tentang Pembuktian
dan Daluwarsa;

5. Reglement op het howde der Registers van den Burgerlijke
stand voor Europeanen;

6. Reglement Burgerliffe Stand Christen [redonestsch;

7. Reglement op het houden der Regisier van den Burgerlijke
stand voor de Chincezen;

8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang
Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan;

10, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir
Undang Undang Nomaor 3 Tahun 2009;

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang
Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan
Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan terakhir
Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;

12, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang

kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah

dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan

terakhir Undang-undang No. 48 Tahun 2009

W=

Ketentuan hukum pembuktian untuk perkara perdata
di atur dalam ketentuan hukum acara perdata vang selama ini
lersebar diberbagai  peraturan  hukum, berbeda dengan
hukum pembukbian perkara pidana yang secara umumnya
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sudah diatur dalam sebuah kitab wundang-undang yakni
dalam KUHAF (UU No 8 tahun 1981)selain vang secara
khusus diatur dalam undang - undang khusus untuk berbagad
tindak pidana khusus.

Hukum pembuktian perkara perdata di atur sebagian
dalam HIR dan EBg juga dalam RV dan dalam BW (
KUHPerdata). Untuk lingkungan peradilan agama di atur
dalam UL Mo 7 Tahun 1989 vang diperbaharui dengan UU No
3 Tahun 2006 dan revisi kedua UL Mo 50 Tahun 2009, Namun
sepanjang tidak diatur dalam Undang undang tersebut maka
hukum acara nya mengacu pada ketentuan peraturan hukum
acara vang berlaku di peradilan umurm.

E. Kekuatan Hukum Alat Bukti

Kekuatan hukum alat bukti ada beberapa teori

1. Teori oripbewoiys
Teori ini memberikan kebebasan kepada halam untuk
menilai alat bukt.

2. Teori verplichtbewifs
Teon ini menyatakan bahwa hakim terikat oleh alat-alat
bukt. 2

Adapun ketentuan vang terdapat HIR (Herziem
Imlamdsch  Reglenent) menganut  gabungan  dar  teori-teori
lersebut, artinya ada ketentuan bahwa hakim terikat dan ada
pula vang mengatakan bahwa hakim bebas menilai alal-alat
bukbi tersebut, Misalnya dalam hal sumpah decisicir hakim
terikat oleh sumpah tersebut dan harus dianggap benar oleh

“Rubim dan Chidie Al, Pengawtor Hokum Acara Perdata, (Handing -
Alummi. 1974, hal. #6.
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hakim. Sedangkan contoh hakim bebas menilai alal bukli yaitu
dalam menilai alat bukt saksi,**

Terdapat 3 (tiga) teori vang menjelaskan tentang
sampai berapa jauhkah hukum positif dapat mengikat hakim
atau para pihak dalam pembuktian peristiwa didalam sidang,
yaitu

1. Teori yang bersifat Subjektif

Dalil-dalil yang didasarkan pada pelanggaran hak
subjektf atau slapa yang menyangkal adanva hak
Subyektif harus membuktikan tiadanya hak subyektif
tersebut. Menurut teori ini suatu proses perdata itu
selalu merupakan pelaksanaan hukum subjektif atau
bertujuan mempertahankan  hukum  subjektif, dan
siapa vang mengemukakan atau mempunvai suatu hak
harus membuktikannya,

2. Teori yang bersifat Objektif

Dalil-dalil berdasarkan hukum objektif; UL, Menurut
teori ini, mengajukan gugatan hak atau gugatan berarti
Penggugat minta  kepada  hakim  agar  hakim
menerapkan  ketentuan-ketentuan  hukum  obyektif
terhadap pristiwa yang diajukan. Maka Penggugat
harus membuktikan kebenaran  peristiwa  vang
diajukan dan kemudian mencari hukum obyektifnya
untuk dapat diterapkan pada peristiwa itu.
3. Teori MFembuktian Umar Bin Khattab

Teori Pembuktian Umar dapat kita temui dalam
Risalah Umar, yaitu risalah yang dikirnmkannya
kepada Abu Musa Al-Asy'ari ra, di dalamnya
tercantum pedoman bagaimana seharusnva peradilan
dilaksanakan dan bagaimana sikap seorang hakim

i,
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dalam melaksanakan lugasnya. Teori pembulklian
Umar adalah sebagai berikub®

B e e Cgadly el e e Bl ]

Beban pemebuiktian bagi orang yang menggugat, dan
stmpah dibebankan kepada yang digugal.

Kedudukan Penggugat dan Tergugat sama (Equalify
before #he Imw). Teord ini mengatur tentang bagaimana
seharusnya hakim bertindak adil dalam memberikan hak
berperkara dalam sidang kepada kedua belah pihak. Hakim
tidak diperbolehkan untuk memihak kepada salah satu pihak,
seperti memberikan beban pembuktian kepada salah satu
pthak vang Hdak sama beratnya dengan pihak lawan.

Sekalipun untuk peristiwa vang disengketakan itu
telah diajukan pembukbian, namun pembuktian ilu masih
harus dinilai. Berhubung dengan menilai pembuktian, hakim
dapat bertindak bebas, contoh: hakim tidak  wajib
mempercayai satu orang saksi saja, yang berarti hakim bebas
menilai kesaksiannya (Pasal 1782 HIR.Pasal 309 Rbg. Pasal
1908 BYY) atau diikat oleh undang-undang, contoh: terhadap
akta yang merupakan alat bukti tertulis, hakim terikat dalam
penilaiannya (Pasal 165 HIR, Pasal 255 Rbg, 1870 BW)

Sudikno Mertokusumo dalam Rasyid,® tentang soal
penilaian pembuktian mengemukakan pendapatnya sebagal
berikut: "pada umumnya, sepanjang UL tidak mengatur
sebaliknya, hakim bebas untuk menilai  pembuktian®.
Berhubung hakim dalam menilai pembuktian dapat bertindak
bebas atau diikat oleh UU maka tentang hal tersebul timbul
tiga teori, yakni:

“Maktabah Syamilah, Kitab Janmi’ al-Ahadits, Bab Musnad Umar hin
al-Khathab, Juz 28 b 151

- Roihan Rasyid, ffekem Acarg Peradilan Agamea | cot, ke-2 ( Jakara -
Rajawaki Pres, 1991), him. 146
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1, Teori pembuktian bebas.

Teori ini tidak menghendaki adanva  ketentuan-
ketentuan vang mengikal hakim, schingga penilatan
pembuktian seberapa dapal diserahkan kepada hakim,
Teori ini dikehendaki jumhur/pendapat umum karena
akan memberikan kelonggaran wewenang kepada
hakim dalam mencari kebenaran. Jadi teori ini
menghendaki seorang hakim bebas dalam menilai alat
bukti vang digjukan. Misalnya untuk menilai
keterangan saksi, hakim bebas untuk menilainya
sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 172 HIR atau
Pasal 308 EBg dan 1908 KUH Perdata.

2. Teori pembuktian negatil,

Teori ini hanya menghendaki ketentuan-ketentuan
vang mengatur  larangan-larangan  kepada  hakim
untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan
pembuktian. Jadi hakim disini dilarang dengan
pengecualian dalam menilai pembuktian harus ada
ketentuan-ketentuan  bersifat negatif vang mengikat
dan membatasi hakim dan melarang hakim untuk
melakukan sesuatu  yang  berhubungan dengan
pembuktian, Misalnya ketentuan Pasal 169 HIR atau
Pasal 306 HBg dan 1906 KUHPerdata bahwa
keterangan seorang saksi saja tidak boleh dipercaya
oleh hakim (wnns teshis nullus feshis),

3. Teori pembuktian posilil, disamping adanva larangan,
leori ini menghendaki adanya perintah kepada hakim,
Disini hakim diwajibkan, tetapi dengan syarat (Fasal
165 HIR, 285 Rbg, 1870 BW).

Sedangkan dalam ilmu pengelahuan lerdapal beberapa
teori tentang pembuktian yang dapat merupakan pedoman
bagi hakim:
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Teori ool affirmantief

Teori pembuktan ini maka siapa yang mengemukakan
sesuatu  harus membuktikannva dan bukan yang
mengingkari atau menyangkalnya, Dasar hukum dari
pada teori ini ialah pendapat bahwa hal-hal yang
negatif tidak mungkin dibukbtikan. Peristiwa negatif
tidak dapat menjadi dasar dari suatu hak, sekalipun
pembuktiannya mungkin, hal ini tidaklah penting dan
oleh karema itu tidak dapat dibebankan kepada
sesearang. Teori Moot affirmumtief ini sekarang telah
ditinggalkan.

Teori hukum subyektif;

Menurut teori ini suatu proses perdata itu selalu
merupakan  pelaksanaan  hukum  subyektl  atau
bertujuan  mempertahankan hukum  subyektif, dan
sfapa vang mengemukakan atau mengaku mempunyai
sesuatu hak harus membuktikan semuanya. Untuk
mengetahui peristiwa mana yang harus dibuktikan
dibedakan antara peristiwa-perisiwa umum dan
peristiwa-peristiwa khusus, Yang terakhir ini dibagi
lebih lanjut menjadi peristiwa khusus yang bersifat
merdmbulkan hak (rechtserzengende letsachen), peristivwa
khusus yvang bersifat menghalang-halangi timbulnya
hak (rechshindernde tatschim) dan peritiwa khusus vang,
bersifat membatalkan hak {rechitsoermcitende fnlsaien),
Penggugat  berkewajiban  membuktikan  adanva
peristiwa-peristiwa khusus yang bersitat menimbulkan
hak. Sedangkan tergugat harus membuktikan tidak
adanya peristiwa-peristiwa (svarat-syarat) umum dan
adanya peristiwa-peristiwa khusus yang bersifat
menghalang-halangi dan yang bersifat membatalkan.
Sebagai contoh dapat dikemukakan misalnya, bahwa
kalau penggugat mengajukan tuntutan pembayaran
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harga penjualan, maka tergugal harus membuklikan
adanya  penyesuaian  kehendak,  harga serla
penyerahan, sedangkan kalau tergugat menvangkal
gugatan penggugat dengan menyatakan misalnya
bahwa terdapat cacat pada persesuaian kehendak atau
bahwa hak menggugat itu batal karena telah dilakukan
pembayaran  maka  tergugatlah  yang  harus
membuktikannya.

3. Teori hukum obyektif;

Menurut teori ini, mengajukan tuntutan hak atau
gugatan berarti bahwa penggugat minta kepada hakim
agar hakim menerapkan ketentuan-ketentuan hukum
obyektif terhadap peristiva vang ketentuan-ketentuan
hukum obyektif terhadap persitiwa vang diajukan.
Oleh  karena it penggugat harus membukbkan
kebenaran daripada peristiwa yang diajukannya dan
kemudian  mencari  hukum  obyektiinva  untuk
diterapkan pada perisiwa  tersebut. siapa yang
misalnya harus  mengemukakan adanva  suatu
persetujuan  harus  mencari dalam  undang-undang
{hukum obyektif) apa syarat-syarat sahnya persetujuan
(Pasal 1320 BW) dan kemuodian  memben
pembuktannya, la lidak perlu misalnya membuktikan
adanya cacat dalam persesuaian kehendak, sebab hal
itu tidak discbutkan dalam Pasal 1320 BW. Tentang
adanya cacat ini harus dibuktikan oleh pihak lawan.

4. Teori hukum publik,
Menurul teori ini maka mencari kebenaran  suatu
peristiwa didalam peradilan merupakan kepentingan
publik. Oleh karena itu hakim harus diberi wewenang

yang lebih besar untuk mencari kebenaran. Disamping
itu para pihak ada kewajiban yvang sifatnya hukum

28 | HUKUM PEMBUKTIAN D PERADILAN AGAMA



publik, untuk membukiikan dengan segala macam alat
bukti. Kewajiban ini harus disertai sanksi pidana.

5. Teori hukum acara.

Azas audl el alteron partem atau juga azas kedudukan
prosesuil vang sama dan pada pihak dimuka hakim
merupakan  azas  pembagian  beban  pembukban
menurut teori ini. Hakim harus membagi beban
pembuktian berdasarkan kesamaan kedudukan para
pihak. Oleh karena itu hakim harus membebani pada
pihak dengan pembuktian secara seimbang atau patut.
Kalau penggugat menggugat tergugat  mengenai
perjanjian  jual beli, maka sepatutnyalah kalau
pengeugat membuktikan tentang adanya jual beli it
dan bukannya tergugat.

Alat bukti  (feijsmiddel)  memiliki - macam-macam
bentuk dan juga jenisnva sebagaimana telah dijelaskan pada
halaman terdahulu, yang memiliki kemampuan untuk
menjelaskan  dan  juga memberikan  keferangan  tentang
masalah vang diperkarakan di pengadilan. Berdasarkan
keterangan dan penjelasan dari alat bukti itulah hakim
melakukan penilaian, pihak mana yang paling sempurna
pembuktiannyva

Jadi, para pihak vang berperkara hanva dapat
membuktikan kebenaran dalil gugat dan dalil bantahan sesuai
fakta-fakta yang mereka kemukakan dengan jenis atau alat
bukti tertentu®  hukum  pembuklian  vang  berlaku  di
Indonesia saal ini adalah masih berpegang pada jenis alat
bukti tertento saja.

:’"'l’nhfu Harahap Mukum  dcara Perdete, (ikara: Smar Grafika,
200 1y, him, 554
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Fara pihak vang terkait dalam persidangan (hakim-
tergugat-penggugat) tidak bebas menerima-mengajukan alat
bukt dalam proses penyelesalan perkara. Undang-undang
telah menentukannya secara enumeratife apa saja yang sah
dan bernilai sebagai alat bukb, dengan kata lain hukum
pembuktian yvang berlaku disini masih bersifat tertutup dan
terbatas.

Mamun di beberapa Megara seperti Belanda?, telah
tefadi perpindahan pola pembuktian yvang sekarang telah
berubah menjadi hukum pembuktian kearah sistem terbuka,
Dalam hukum  pembuktion i pengadilan  tidak lagi
ditentukan secara enumeratite lag.

Kebenaran Hidak saja dapat diperoleh melalui bukti-
bukti tertentu saja melainkan dapal pula diperoleh dari alat
bukt apapun asal dapat diterima secara hukum kebenarannya
dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Artinya
alat bukti yang sah dan dibenarkan sebagai alat bukti tidak
disebutkan satu persatu.

Namun demikian, oleh karena sampai sekarang
hukum pembuktian di Indonesia ini belum mengalami
pembaharuan seperti yang terjadi di beberapa Negara lainnya,
para pihak yang berperkara maupun hakim masih berpegang
pada sistemn lama karena sampai sekarang pengadilan belum
berani mefakukan terobosan menerima alat bukti baru, diluar
vang disebutkan Undang-Undang.®

Untuk mengetahul  kekuatan  pembukbian,  maka
terdapat dua prinsip pokok yvang perlu diperhatikan dalam
pencrapan bukti lawan :

it , hal. 555
hid.. , hal. 556
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1. Semua alat bukti dapat disangkal dengan bukli lawan

Prinsip yang pertama, semua alat bukti yang
diajukan pihak lain (penggugat) dapat dibantah atau
dilumpuhkan dengan bukti  lawan. Alat  bukti
keterangan saksi dapat dibantah pihak lawan dengan
alat bukti yang sama maupun dengan jenis alat bukt
lain. Bahkan akta otentik dapat dibantah dengan bukti
lawan. Pendapat itu dikemukakan pada Putusan MA
no. 3360 K/Sip/1983. Antara lain dikatakan, memang
berdasar atas Pasal 1870 KUH Perdata atau Pasal 314
RBg. nilai kekuatan pembuktian yvang melekat pada
akte otentik adalah sempurna (polledig). Akan tetapi hal
itu melekat sepanjang tidak ada diajukan bukt lawan
(tegenbewijs) oleh pihak lawan. Oleh karena itu,
kesempurnaannva  tidak  bersifat  menentukan
(Deslissend) atan memaksa (dwingend). Kesempurnaan
dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan (tegenbetoijs)

2. Bukt tertentu tidak dapat dilumpuhkan dengan bukht
lawan
Tidak semua alat bukti dapat dilumpuhkan
dengan bukti lawan. Hal itu tergantung pada
ketentuan undang-undang. Apabila undang-undang
menentukan nilai kekuatan pembuktian yang melekat
pada alat bukti itu bersifat menentukan (bellissende
bewas kracht) atau memaksa (dwingnde bewijs kracht),
maka alat bukti tersebut tidak dapat dibantah maupun
dilumpuhkan dengan bukti lawan,

Dari penjelasan terscbut, patokan untuk menentukan
boleh atau tidak diajukan bukti lawan terhadap suatu alat
bukti yang dikemukakan pihak lawan adalah :
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1) Tergantung pada nilai pembuktian  pembuklian
(bewijskracht) vang melekat pada alat bukb vang
bersanghkutan.

2] Apabila kekuatan pembuktian yang melekat pada alat
bukti vang melekat pada alat bukti itu bersitat
menentukan atau memaksa, terhadapnya tidak dapat
diajukan bukti lawan .

Suatu hal yang perlu diperhatikan, pengajuan bulkti
lawan harus berdasarkan asas proporsional. Artinya, bukt
lawan vang diajukan tidak boleh lebih rendah nilainya dari
bukti yvang hendak dilumpuhkan. Sehubungan dengan itu,
dianggap beralasan menentukan syarat, kadar bukti lawan
vang dapat disjukan untuk melumpuhkan bukli  yang
diajukan pihak lawan. :

1. Mutu dan kadar kekuatan pembuktiannya paling hdak
sama dengan bukti vang dilawan.

2. Alat bukti vang dilawan sama jenis dengan alat bukti
yang dilawan

3. Kesempurnaan dan nilai kekuvatan pembuktian vang
melekal padanya sama kuatnya,

Dalam hukum pembuktian, terdiri dari unsur materil
dan wunsur formal. Hukum pembuoktian materil mengatur
tentang dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat
bukti tertentu dipersidangan serta kekuatan pembuktiannya,
sedangkan  hukum  pembuktian  formal  mengatur  cara
mengadakan pembuktian.

Alat bukli adalah segala sesualu yang menurut
undang-undang dapat dipakai wntuk membuktikan dalam
rangka hakim untuk memutus perkara. Jadi alat bukti tersebut
diperlukan oleh pencari  keadilan maupun pengadilan,
sehingega suatu persenghketaan tidak bisa diselesaikan tanpa
adanya alat bukt, artinya kalau gugatan penggugat tidak
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berdasarkan bukti maka perkara tersebut akan dipulus juga
oleh hakim letapi dengan menolak gugatan karena tidak
terbukti. Didalam kitab-kitab hukum Islam (figh) kebanyakan
ahli hukum Islam menyebut alat bukti dengan sebutan al-
bayyinah, al-hujjah, ad-dalil, al-burhan, tetapi yang Hga
terakhir ini tidak lazim diperkara. Sebagaimana disebutkan
diatas al-bayyinah merupakan suatu bukbi-bukti  yang
menjelaskan  dalam  keperluan  pembuoktian  agar dapat
mevakinkan hakim. Sedangkan yang dimaksud dengan vakin
adalah sesuatu vang ada berdasarkan kepada penyelidikan
vang mendalam dan sesuatu yang telah divakini tidak akan
lenyap kecuali datangnya keyakinan vang lain lebth kuat dan
pada kevakinan vang ada sebelumnya.

Beban MPembukbian

Salah satu bagian penting dalam sistem pembuktian
perkara perdata adalah beban pembuktian (bewijslast), yang
bertujuan Hdak adanya kekeliruan dalam pembebanan
pembuktian  dan  menghindari  kesewenang-wenangan
terhadap pihak vang dibebani.

Pedoman dalam pembagian beban pembuktian Euhnlgai
berikul:

a. tdak bersikap berat sebelah atau impamsialitas. Hal ini
berdasarkan Pasal 163 HIR, vang menegaskan bahwa
barang siapa mendalilkan sualu hak atau lentang
adanya suatu fakta untuk menegakkan hak maupun
untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan
hakn tersebut atau fakta lain;

b. menegakkan risike alokasi pembebanan pembukbian.
Hal ira dapat dilihat dalam Putusan MA No. 3565
K/P'dt/ 1984 dan Putusan MA No. 2418 K/ Pdt/ 1984,
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Kewenangan unluk membagi beban pembuktian ada
pada Hakim, untuk kewagiban membuktikan ada pada para
pihak yang berperkara, Hakim wajib membagi beban
pembuktian secara adil tidak boleh memihak dan berat
sebelah. MPerspalan pembagian beban pembuktian adalah hal
vang harus dieprhatikan dengan sungguh sunggpuh oleh
Hakim, karena masalah pembagian beban pembuktian yang
tidak benar dan tidak adil akan dapat dipersoalkan hingga
Kasasi.

Penerapan  beban  pembuktian  merupakan masalah
yvurudis  ataw  hukum. Oleh karena masalah  vuridis,
pencrapannva dapat diperjuangkan sampai ke tingkat kasasi
di Mahkamah Agung. Artinyva apabila Pengadilan Negeri atan
Pengadilan Tinggi salah meletakkan pembagian pembebanan
pembukban, pihak vang merasa dirugikan dapat menjadikan
kesalahan itu sebagai alasan kasasi (Vide Putusan MA No. 578
K/Pdt/ 1984 dan No. 1835 K/ Pdt/1984),
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BAB 3
HUKUM PEMBUKTIAN MENURUT HIR / RBg

A. Apaitu HIR/RBg

HIR adalah singkatan dan Herzien Infmdsch Reglement
blasanyva ditefjemahkan menjadi Reglemen Indonesia Yang
Diperbaharui, yaitu hukum acara dalam persidangan perkara
perdata maupun pidana yvang berlaku di pulau Jawa dan
Madura. Reglemen ini berlaku di jaman Hindia Belanda,
tercantum di Berita Negara {slaathlad) No. 16 tahun 1848,

Sedangkan RBG singkatan dari Rechireglement voor de
Butlemgeroesten vang sering ditegemahkan Beglemen Hukum
Daerah Seberang (di luar jawa Madura), yaitu hukum acara
vang berlaku di persidangan perkara perdata maupun pidana
di pengadilan di luar Jawa dan Madura. Tercantum dalam
Startblad 1927 No. 227.

HIE dan RBG adalah hukum acara perdata dan pidana
bagi penduduk pribumi vang berlaku di Negara jajahan
Belanda yang saat itu disebut Hindia Belanda, sekarang
Indlonesia.

HIR, RBG dan Rv adalah ironi. Bagaimana tidak?
Tujuh pulub dua tahun Indonesia merdekia vang memiliki
ribuan profesor hukum, pernah dipimpin puluban menteri
kehakiman dan jutaan sarjana hukuom, hi.nm;.-_;-i kini belum
mampu membentuk ondang-undang hukum acara perdata
nasional. Itulah sebabnya, sampai sekarang hukum acara vang
dipakai di pengadilan di Indonesia masih buatan penjajah,
vaitu undang-undang vang dibuat di jaman penjajahan
Belanda.

Ironi kedua, walau statusnya setara dengan undang-
undang, dalam praktik, undang-undang ini sering dikalahkan
oleh peraturan setingkat “Surat Edaran Mahkamah Agung”
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vang tidak jelas statusnya dalam sistem perundang-undangan
di Indonesia. Contohnya: lembaga paksa badan (gijzeling) vang
masih berlaku dalam HIR dan RBG dihapuskan oleh Surat
Edaran Mahkamah Agung.

Rv adalah singkatan dari Wethoek op de Burgerlijke
Rechtvordering yvaitu hukum acara perdata dan pidana yvang
berlaku  untuk golongan Eropa di jaman penjajahan,
Tercantum dalam Staethimd 1987 No 52

Di jaman penjajahan Belanda, HIR dan RBG adalah
undang-undang vang mengatur hukum acara di pengadilan
bagi penduduk pribumi, baik perdata maupun pidana.
Perbedaannya, HIE berlaku di pulau Jawa dan Madura
sedangkan RBG berlaku di luar Jawa dan Madura,

121 jaman Indonesia merdeka, HIR, RBC dan Kv masih
tetap berlaku berdasarkan aturan peralihan UUD 1945, aturan
peralihan pada Kontitusi Republik Indonesia Serikat dan
Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Keliga peraturan
peralihan Undang-Undang Dasar menyatakan bahwa HIR,
RBCG dan Rv masih berlaku.

Saat ini, idak ada lagi perbedaan antara HIR dan RBG
karema kedua undangundang tersebut diadopsi menjadi
hukum yang berlaku di era Indonesia Merdeka. Namun
Kedua hukum acara pidana vang diatur dalam kedua undang-
undang tersebut  sudah tidak berlaku lagi  setelah
diundangkannva undang-undang hukum acara pidana, yaitu
Undang-Undang No, 5 lahun 1981 tentang Hukum Acara
Fidana. Undang-undang ini sering disebut dengan Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAFP).

Dalam prakéik di dunia peradilan saat ini, HIR dan
RBG maupun Rv lelah banyak dilengkapi oleh peraturan

perundang-undangan lain, seperti Undang-Undang MNo. 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-
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Undang No. 14 Tabun 1985 tentang Mahkamah Agung
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang MNo. 5 Tahun
2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 3
Tahun 2009. Sehingga, hukum acara perdata diatur dalam
berbagai peraturan vang terpisah.

B. Pengertian Pembuktian dalam HIR/RBg

Pembuktian diperlukan dalam suatu perkara vang
mengadili suatu sengketa di muka pengadilan  (juridiclo
conrtentiosa) maupun dalam perkara-perkara permohonan yang
mienghasilkan suatu penctapan (uridicte polunbar), Dalam
suatu proses perdata, salah satu lugas hakim adalah untuk
menyvelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjads
dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanyva hubungan
hukum inilah yang harus terbukt apabila penggugal
menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Apabila
pengpugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalil yang
menjadi dasar gugatannya, maka gugatannya tersebut akan
ditolak, namun apabila sebaliknya maka gugatannya tersebut
akan dikabulkan.®*

Pasal 163 HIK /283 RBg menyatakan ;

“Barangsiapa mengatakan mempunyai suatu hak atau
mengemukakan suatu  perbuatan  untuk  meneguhkan
haknya ftu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah
membuktikan adanya perbuatan itu.”

Pembuktian merupakan salah satu rangkaian dalam
proses beracara di muka peradilan perdata. Pada proses
beracara  dalam  peradilan  perdata  tersebul hakim  akan
melaksanakan tugas pokoknya dalam memeriksa perkara.

il Bemivwulan Sotanten dan Iskanidar Oenpleasrtassnata, fflbue derew Peeifinde dafom Tawd alan
FProbiad, Aliomni; Randung, 1983, ki 41
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Hakim akan mengkonslatir perkara guna memenuhi tugasnya
mencari kebenaran akan fakta hukum dan perisiwa vang
terjadi.

Membuktikan artinya mempertimbangkan secara logis
kebenaran suatu fakta/peristiwa berdasarkan alat-alat bukti
yvang  sah  menurut  hukum  pembukban  yvang
berlaku. Tujuannya  adalah  untuk  mendapatkan  suatu
kepastian akan suatu persoalan atau perkara dan dengan
begitu akan dapat menerapkan hukum vang sesuai untuk
menyvelesaikannya sehingga diharapkan akan mencapai suatu
keadilan dalam ukuran hukum,

Dalam  sistem Hukum Acara Perdata menurut
HIR/RBg. mendasarkan pada kebenaran  formal, artinya
hakim akan memeriksa dan mengadili perkara perdala terikal
mutlak kepada cara-cara tertentu vang telah diatur di dalam
HIR/RBg. Karena itulah sistem pembuktian di sini bersifat
kebenaran formal. Sistem ini sudah lama ditinggalkan karena
keperluan hukum dan prakiek penyelenggaraan pengadilan,
sehingea dipakailah Hukum Acara Perdata yang bukan hanva
terdapat di HIR/ RBg. Tetapi juga vang terdapat dalam BW,2,
Rsv (Reglement op de Rechivordering), dari kebiasaan-kebiasaan
praktek  penvelenggaraan  peradilan, termasuk  dari surat
edaran dan petunjuk Mahkamah Agung,

Sehubungan dengan itu di muka Pengadilan Agama
nanti ada suatu hal yang perlu diingat, yvaitu sekalipun secara
formal menurut HIR/RBg, dan lain sebagainva itu sudah
dianggap cukup secara formal terbukti hakim tidak boleh
memutus kalau ia tidak yakin benar secara material menurut
hukum Islam.

A Rasyid, Nubkom Acara Peradilan Agama, (Jakarta - Ragowal
Pers, 1992), hal. 145
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Dalam kaitan ini dapal dilihat antara kebenaran formal
dan kebenaran materiil dalam penilaian pembukban, misalnva
tentang akta otentk yang sengaja secara sah dibuat di depan
pejabat umum yang berwenang untuk itu seperti yvang
disebutkan dalam Pasal 165 HIR, Pasal 285 R By, Pasal 1870
BW, dan akan menjadi pertanyaan apakah ada kemungkinan
lain (secara material) vang menyebabkan akta otentik ftu
lemah, misalnya adanya pengaruh dalam akta jual beli tanah
yvang dibuat olech PPAT {Pejabat Pembuat Akta Tanah) atas
permintaan permintaan pejabal terkemuoka sehingga jual beli
vang dimaksudkan bersifal pemaksaan, dan atau misalnya
terdapat sertifikat tanah donbic bahkan briple, jika hakim terikat
secara formal, bagaimana sikap hakim dalam menilai.

Pembuktian itu adalah proses mencan kebenarannya
dan suatu peristiwa atau fakta. Dalam Hukum acara perdata,
kebenaran yang dicari adalah kebenaran formal, berlainan
dengan dalam Hukum acara pidana, dimana kebenaran vang
dicari adalah kebenaran materiil. Hal ini tidak berarti bahwa
dialam Hukum acara perdata hakim mencari kebenaran yang
setengab-setengah. Pengertian kebenaran formal berarti hakim
tidak boleh melampawi batas-batas vang diajukan oleh para
pihak yang berperkara; jadi tidak melihat kepada bobot atau
isi, akan tetapi kepada luas dari pada pemeriksaan oleh hakim,
I"asal 178 avat 3 HIR (Fasal 19 avat 3 Kbg) melarang hakim
untuk mempatuhkan putusan atas perkara yang Hdak dituntut.
Dalam mencard kebenaran formal hakim perdata cukup
membuktikan dengan preonderance of evidence saja, sedang bagi
hakim pidana dalam mencari kebenaran materiil peristiwanya
harus terbukt begomd reasonlile doubd,

Menurut Roihan A. Rosyid yang dimaksud dengan
‘membuktikan’ adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran
dalil atan dalil-dalil yang dikemukakan di muka sidang dalam
suatu sengketa, Jadi, pembuktian itu hanvalah dilakukan
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ketika terjadi  perselisihan saja. Sehingga dalam  perkara
perdata di muka pengadilan bdak memerlukan pembuktian
terhadap hal-hal yang tidak dibantah oleh pihak lawan. ¥

Abdul Manan mengartikan pembuktian adalah upaya
para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim akan
kebenaran peristiwa atau kejadian vang diajukan oleh para
pihak vang bersengketa dengan alat-alat bukti yang
ditetapkan oleh undang-undang. Dalam sengketa yang
berlangsung dan sedang diperiksa di muka Majelis Hakim itu,
masing-masing  pihak  mengajukan  dalil-dalil  yang
bertentangan.  Kemudian hakim  harus  memeriksa  dan
menctapkan dalil-dalil vang manakah yang benar dan dalil
manakah vang tidak benar. Berdasarkan pemeriksaan vang
teliti dan saksama itulah hakim menctapkan hukum atas suatu
perishiwa atau kejadian vang dianggap benar setelah melalm
pembuktian sesuai dengan peraturan vang telah ditetapkan
oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku™ Jadi
dapat disimpulkan bahwa pembuktian adalah upaya para
pihak wvang berperkara untuk menvakinkan hakim  akan
kebenaran peristiva atau kejadian yang diajukan oleh para
pihak vang bersengketa dengan alat-alat bukti vang telah
ditetapkan aleh undang-undang,

Sudah menjadi pendapal umum seperti yang lelah
diuraikan dimuka, bahwa membuklikan berarti memberikan
kepastian  kepada hakim  tentang  kebenaran  peristiwa-
peristiwa tertentu. Secara tidak langsung bagi hakim, karena
hakim  yang  harus  mengungkapkan  peristiwa,
mengklarifikasikannya dan kemudian menetapkan, maka
tujuan pembuktian adalah putusan hakim yvang didasarkan

" Roihan A. Rasyid, Hukwm Acara Peradilan Agama, | Takorts
Ragawali Pers, 20000 him. 144

" Abdul Manan, Penerapan Hukam Acarae Perdata di Limgkumgan
Peradilam Agosea, [Inkartn : Kencana, 20005) him, 227
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C.

alas pembuktian tersebul, walaupun putusan itu diharuskan
obyektif, namun dalam hal pemboktian dibedakan antara
pembuktian dalam perkara perdata yang tidak secara begas
disyaratkan adanya kevakinan. D Inggris, disyaratkan, bahwa
didalam perkara pidana peristiwanyva harus beyend rensorable
oult  sedang  dalam perkara pendata cukup  dengan
prepondersnce of evidence. ™

Tujuan Pembuktian

Pembuktian bertujuan untuk mendapatkan kebenaran
suatu peristiwa atau hak vang diajukan kepada Hakim. Dalam
hukum perdata, kebenaran vang dicari oleh hakim adalah
kebenaran  formal,  sedangkan  dalam  hukum  pidana,
kebenaran vang dicari oleh hakim adalah kebenaran materiil.

Praktik peradilan, sebenarmya seorang Hakim dituntut
mencar kebenaran materiil terhadap perkara vang sedang
diperiksanya, karena tujuan pembuktian itu adalah untuk
meyakinkan hakim atau memberi kepastian kepada hakim
tentang adanva peristiwa-peristiwa tertentu, sehingga hakim
dalam mengambil kepulusan berdasarkan kepada pembuktian
tersebul. ™ Kebenaran formal yang dicari oleh hakim dalam
arti bahwa hakim tidak boleh melampui batas-batas yang
diajukan oleh pihak vang berperkara. Jadi, baik kebenaran
formal maupun kebenaran materiil hendaknya harus dicari
secara bersamaan dalam pemeriksaan suatu perkara vang
diajukan kepadanya.

Y Ridmn Syvahean, Himpoman Perotwran Hukum Acara Perdata

Twdenesin, (Bandung Adurmnd, 1990 hlm 105

Habdul Manan, Pemerapan Hukuwe Acare Perdista o Lingkingan

Peradilan Agama, (Jakarta : Prennda Media Group, 2005 § hlm 224,
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Ada beberapa pengertian lentang bukli.
1. Bukt lemah

Bukti lemah adalah alat bukd yang dikemukakan
penggugat/ Tergugal  yang  sedikilpun  lidak
memberikan pembukhan atau memberikan
pembuktan tetapl Hdak memenuhi syarat vang
dibutuhkan wuntuk menerima dalil-dalil gugatan,
artinya alat bukti ini hanya mempunyai daya bukti
permulaan (knacht van begrn bews) . Jadi derajat bukti
vang dibutuhkan belum tercapai oleh karena itu
gugatan harus ditolak dan penggugat sebagai pihak
yvang kalah. Daya bukti permulaan saja tidak dapat
menjadi dasar hakim bagi penerimaan suatu gugatan.s

2. Bukli sempurna

Bukti sempurna adalah bukti yvang diajukan oleh pihak
Penggugat/ Tergugat telah sempurna, artinya tidak
perlu lagi melengkapi dengan alal bukti lain, dengan
tidak mengurangi kemungkinan diajukan dengan
bukti sangkalan (temgen bewifs). Jadi dengan bukti
sempurna yang diajukan tersebut, memberikan kepada
hakim kepastian vang cukup, akan tetapi masih dapat
dijatuhkan oleh bukti sangkalan. Dengan demikian,
bukti sempurna mengakibatkan suatu pendapat hakim
bahwa tuntutan pengpugat benar dan harus diterima
kecuali tergugat dengan bukli sangkalannya (lenmgen
bewijs) berhasil mengemukakan  alal  bukt  yang
berdaya bukti cukup guna menyangkal apa yang
dianggap oleh hakim telah benar,®

“Hari Sasangka, Mekum FPemibuktian dofam Perkara Perdaia ik
Maleasivn dan Prakiisl, {Bandung © CV Mandar Maju, 20050, him. 1%

*ibid.. him. 19.
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Apabila alat bukti oleh hakim dinilai cukup memberi
kepastian tentang peristiwa vang disengketakan untuk
mengabulkan gugatan vang dituntut oleh penggugat,
kecuali kalau ada bukti lawan, bukti itu dinilai sebagai
bukti lengkap atau sempurna Jadi bukti itu dimilai
lengkap atau sempurna, apabila hakim berpendapat
bahwa berdasarkan bukti vang telah diajukan,
peristiwa yvang harus dibuktikan itu harus dianggap
sudah pasti atau benar.

3. Bukti Pasti/ menentukan ( Besliszend Bewrjs )

Akibat diajukan pembuktian dengan alat bukti yang
mempunyai  daya bukti  pasti/menentukan, maka
terhadap pembuktian  tersebut lidak diperbolehkan
untuk memajukan  bukti  sangkalan.  Pembuktian
dengan alat bukb past/menentukan, mengakibatkan
bagi penggugat atau tergugat vang mengemukakan
alat bukti tersebut, suatu posisi vang tdak dapat
diganggu gugat lagi. Dengan demikian tuntutan yang
disjukan dianggap benar, beralasan dan dapat
diterima, Peluang pihak lawan untuk mengajukan
bukti sangkalan tidak ada lagi ™

4. Bukt vang mengikat [ Virplich? Beus)

Dengan adanya alat bukti vang mempunyai dava bukti
mengikat, maka hakim wajib untuk menyesuaikan
keputusannya dengan pembuktian tersebut. Contoh
dalam hal ini adalah dalam hal adanva sumpah
permutus (sumpah decissair) =

Yihid,, himl. 20
bt
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5. Bukti sangkalan (Tengen Bewijs)

Bukli sangkalan adalah alat bukti vang dipergunakan
dalam bantahan terhadap pembuktian vang diajukan
oleh lawan dalam persidangan. Pembuktian ini
bertujuan untuk menggagalkan gugatan pihak lawan.
Pada prinsipnya segala bukti dapat dilemahkan
dengan bukti sangkalan, kecuali undang-undang
sendini secara tegas melarang diajukannya suatu alat
bukti sangkalan, misalnya terhadap sumpah pemutus
(sumpah decissorr) yang diatur dalam Pasal 1936
KLUHPerdata,

Dikenal ada beberapa macam alat bukti yang diatur
dalam HIR/Ebg dan KUPerdata { BW), vaitu : alat bukH
tulisan atau sural, alat bukti kesaksian dari saksi, alal bukti
persangkaan ,alat bukti pengakuan dan alat bukt sumpah.
Selain ity memungkinkan juga alat bukt pemeriksaan
setempat dan Keterangan ahli.  Hukum Islam juga mengenal
sistern Pernbuktian, dan mengenal pula macam-macam alat-
alat bukt untuk menjadi alat bagi hakim memutuskan
perkara, vakni alat bukti saksi, pengakuan dan sumpah, juga
mengakui pembuktian dengan surat atau tulisan.

D. Alat Bukti dalam HIR/RBg

Hukum acara perdata hakim terikat pada alat-alat
bukti yang sah, yang artinya hakim hanya boleh memuluskan
perkara melalui alat bukti vang telah ditentukan oleh undang-
undang. Alat-alat bukt vang disebutkan oleh undang-undang
adalah : alat bukt tertulis, pembuktian dengan saksi
persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah (Pasal 164
HIR, Iasal 1866 KUH Merdata). Dalam HIR/RBg beberapa
macam alat  bukti  tersebut  vang digunakan dalam
Femeriiui.aan perkara Perd.!ta sebagai berikut :
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Alal bukti tulisan/sural
Alat bukti saksi

Alat bukti persangkaan
Alat bukti pengakuan
Alat bukti sumpah

e

Selain itu dalam praktik beracara perdata sering juga
digunakan alat bukti selain yang 5 (lima) macam tersebut,
yaitu alat bukti Pemeriksaan Setempat (PS) dan Keterangan
Ahli {saksi ahli) .

Adapun pembagian macam alat bukti tersebut juga
untuk  memudahkan  hakim dalam menilai  kekoatan
pembuktian pada alat bukti tersebut. Penggolongan macam-
macam alat bukti itu dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Alat Bukti Tertulis/Surat

Alat bukli tertulis yang berisi kelerangan lentang
suatu peristiwa, keadaan, atau hal-hal tertentu, adalah alat
bukti berupa tulisan atau surat yvang ditulis dalam bahasa
tertentu  vang berisi pikiran tertentu  yang dapat
dimengerti, Biasanva meénuangkan sesuatu perbuatan
hukum atau hubungan hukum tertentu atau menuliskan
peristiwa hukum tertentu.

Alat bukH tulisan atau surat dapat dibedakan, yaitu
alat bukti surat Stulisan biasa bukan akta dan alat bukti
suratl/ tulisan vang berupa akla.

Tulisan biasa bukan akta adalah tulisan biasa yvang
semula  ditulis atau  dibuat tidak ada tujuan  untuk
pembuktian dan tidak biasanya tidak ditandatangani oleh
pembuatnya, artinya dari semula pembuatannya tidak
ditujukan untuk pembuktan. Tetapi pada suatu ketika
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termyata dapat digunakan untuk membuktikan sesuatu hal
atau suatu keadaan atau suatu peristiwa,

Kekuatan pembuktian alat bukti surat/ tulisan biasa
bukan akta adalah memiliki kekuatan pembuktian bebas,
Artinya tergantung hakim menilainya apakah dapat
membukbkan sesuatu atau tidak.

Namum ternyata dalam BW diakui ada beberapa
bukti tulisan biasa vang memiliki kekuatan mengikat,
dalam pasal 1881 ayat (1) sub 1 dan sub 2 dan pasal 15583
BW menyebutkan:

l. Surat surat vang dengan tegas menyvebutkan
tentang  sesuatu  pembayaran  yvang  telah
diterimacontohnya  kuitansi - pembavaran  yvang
telah diterima.

2. Swrat atau tulisan vang dibuat dengan tegas bahwa
tulisan itu untuk memperbaiki kekurangan atau
kekeliruan pada suatu alas hak (titel) hak.

3, Catatan ataw tulisan seorang kreditur pada suatu
alas hak vang selamanya dipegangnya apabila
vang ditulisnya sebagai pembebasan akan sesuatu
untuk debitur.

4. Catatan catatan vang dicantumkan kreditur pada
salinan suatu alas hak atau tanda pembayaran
tertentu vang surat itu berada dalam pegangan
debitur.

Dalam hukum perdata, dikenal biga macam tulizan;
a. Akta Otentik

Akta ialah surat sebagai alat bukti yang diberi
tanda tangan, vang memuat peristiwa yang menjadi
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dasar suatu hak atau perikalan, yvang dibuat sejak
semula dengan sengaja untuk pembuktian. *Jadi untuk
dapat dibuktikan menjadi akta sebuah surat haruslah
ditandatangani. Akta otentik ialah "akta yang dibuat
dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh
atau dihadapan pejabat vang berwenang untuk itu
ditempat akta dibuat’ (Pasal 1368 KUH Perdata). Akta
dibawah tangan ialah akta vang sengaja dibual untuk
pembuktian oleh pam pihak tanpa bantuan dari
seorang pejabal. Jadi semata-mata dibual antara para
pihak vang berkepentingan.®

Dalam  Putusan MA  No3917  K/Pdt/1986,
ditegaskan juga bahwa pada dasarnya apa vang
tertuang dalam akta notaris, harus dianggap benar
merupakan kehendak para pihak. Akta otentik adalah
suatu akta yang dibuat dalam bentuk vang ditentukan
UL oleh atauw dihapadan pejabat umum yang
berwenang untuk itu ditempat akia yang dibuat (Vide
Pasal 1868 KUH Perdata).

Svaral-syaral dari akta otentik adalah sebagai
berikut:

a. dibuat dihadapan pejabat yang berwenang:
dihadiri para pihak;

¢. kedua belah pihak dikenal atau dikenalkan
kepada pejabat;

d. dihadiri dua orang saksi;
menyebut identitas  notaris  (pejabat),

penghadap para saksi;

YSudikno Mertokusumo, Hubam Acara Perdato Indenesin,
i Yopyakaria: Liberty, 20065), hln, 149
thid, him. 158
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f. menyebut tempal, hari, bulan dan tahun
pembuatan akta;

g notaris membacakan akta di hadapan para
penghadap;

h. ditanda tangani semua pihak;

L penegasan  pembacaan, penerjemahan, dan
penandatanganan pada bagian penutup akta.
Eekuatan pembuktian akta otentik  secara

formil menurut Pasal 1871 KUH Perdata, bahwa apa
yvang tertuang didalam akta tersebut itu lah yang
sebenarnya yvang harus diakui sepanjang tidak ada
dapat dibuktikan lain.

b. Akta Bawah Tangan

Menurut Pasal 1874 KU Perdata dan Pasal 286
RBG, akta bawah tangan adalah tulisan atau akta yang
ditanda tangani para pihak secara dibawah tangan
artinya tidak melibatkan pejabat yvang berwenang
untuk membuat akta dalam pembuatan akta tersebut,
tetapi dibuat sendiri oleh seseorang atau para pihak.

c. Akta Pengakuan Sepihak

Akta pengakuan sepihak secara tersiral diatur
dalam Putusan MA No. 1363 K/Pdt/199%, Pasal 1878
KUH Perdata, dan Pasal 291 RBG. Menurut ketiga
peraturan ini akta pengakuan sepihak harus tunduk
pada Pasal 1878 KUT Perdata, dengan syarat seluruh
isi akta harus ditulis dengan tulisan tangan si pembuat
dan si penanda tangan dan paling tidak, pengakuan
tentang jumlah atau objek barang vang disebut di
dalamnya, ditulis tangan sendiri oleh pembuat dan
penanda tangan,

Adapun alat bukti surat/tulisan berupa kata
dapat dibedakan lagi menjadi 2, vaitu:
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1. Surat/ Tulisan sebagai akia Oelentik
2. Suwrat/Tulisan sebagai akta di bawah tangan.

Perbedaan akta octentik dan akta dibawah
tangan adalah di lihat dari proses pembuatannya dan
dari kekuatan pembukl‘:iann}'a-

Akta oetentik dibuat oleh atau dihadapan
pejabat umum pembuat akta atau pejabat yang
berwenang membuat akta, Contoh akta oetentik
Sertifikat Hak atas Tanah, akta perkawinan, akta
kelahiran.akta perceraian, akta jual beli tanah, dan akta
notariil lainnya,

Akta oetentik dapat dilihat dard  proses
pembuatannya,  jika  dibuat  oleh  pejabat  yvang
berwenang membuat akta disebut akta pejabat (octe
mbteiifk),dan akta vang dibuat di hadapan pejabat
vang berwenang disebut akta partai ( acta parhiy ).

Akta di bawah tangan adalah akla vang dibuat
tanpa melibatkan pejabat umum vang berwenang,
membuat akta, artinya dibuat sendiri oleh para pihak.
Contohnya akta perjanjian biasa yvang dibuat tanpa di
hadapan atau oleh notaris. Atau vang tidak dibuat oleh
pejabat yang berwenang membuat akta,

Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan
sama halnya dengan surat biasa bukan aktaartinya
memiliki kekvatan pembuktian bebas. Bebas hakim
mentlal apakah dapat membuktikan sesuatu atau tidak.
Mamun menurut pasal 1b ordonansi 1867 Nomaor
29/ pasal 288 KBg/ pasal 1875, bahwa kalau akta
dibawah tangan dapat memiliki kekuatan sebagimana
akta octentik, asalkan telah diakui apa yang tertuang
dalam akta tersebut mengenai isi dan tanda tangan
vang ada di akta tersebut. Dan dalam proses
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pemeriksaan  perkara  perdala  pengakuan  ini
disampaikan di muka hakim dalam persidangan .

Memiliki kekuatan sama dengan akta oetentik
dimaksud tidak termasuk kekuatan pembukbian keluar
atau pembuktian secara lahir, hanva kekuatan
pembuktian formil dan materiil.

Sementara untuk akta oetentik  memiliki
kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat,
Karena akta oetentik memilki kekvatan pembuktion
secara formil.kekuatan pembuktian secara materiil dan
kekuatan pembuktian lahir atau keluar. Jadi ketiga
kekuatan pembuktian itu melekat pada akta oetentik,
sedangkan  akta  dibawah  tangan  tidak  memiliki
kekuatan pembuktian vang sesempurna akla octentik.

Kekuoatan pembuktian vang sempurna pada
akta octentik artinya kekuatan pembuktian vang ada
pada suatu akta oetentik sudah dianggap sempurna
untuk membuktikan sesuatu hal vang tertera pada akta
octentik itu.Hdak diperlukan bukti lainnva selain akta
oetentik tersebut sepanjang menerangkan hal yang
termuat dalam akta itu.

Kenapa akta oetentik dianggap  memiliki
kekuatan pembuktian vang sempurna, karema akia
oetentik mempunyai kekuatan pembuktin keluar atau
memiliki  kekuatan  pembuktian  lahir, kekuatan
pembuktian formil dan kekuatan pembuktian materil.

Kekoatan pembuktian mengikat pada soatu
akta oetentik artinya bahwa dalam suatu perkara di
pengadilan ketika akta oetentik itu digunakan scbagai
alat bukti, maka hakim vang memeriksa perkara
tersebut terikat dengan apa vang lertuang atau
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tercantum dalam akla itu dan harus mempercayainya
sepanjang bidak dapat dibuktikan lain selain itu.

2. Alat Bukti Saksi

Alat bukti kesaksian diatur dalam Pasal 139-152,
168-172 HIR dan Pasal 1902-1912 BW. Kesaksian adalah
kepastian yang diberikan kepada hakim dipersidangan
tentang  peristiwa yang dipersengketakan dengan jalan
pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang
bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil
dalam persidangan.

Jadi, keterangan vang diberikan oleh seorang saksi
haruslah kejadian yvang telah ia alami sendiri, sedangkan
pendapat atau dugaan yang diperoleh secara berpikir
tidaklah termasuk dalam suatu kesaksian.

Pada dasamya semua perbuatan alau peristiva
hukum dapat dibuktikan dengan keterangan saksi, kecuali
dalam beberapa hal Undang Undang menentukan lain.
Misalnya dalam hal pendirian suatu Perseroan Terbatas
selanjuinya disebut PT. Dalam UU T'T menyebutkan
bahwa pembuktian bahwa adanva atau berdirinva suatu
PT harus dengan akta oetentik. Demikian juga pembuktian
akan adanya perjanjian pendirian suatu firma, haros
dibuktikan dengan kata notaris. Untuk  membuktikan
adanya pertanggungan atau asuransi harus dibuktikan
dengan adanva polis.

Svarat untuk dapat didengar sebagai saksi dalam
perkara perdata ditentukan oleh Undang Undang bahwa
harus berusia minimal 15 tahun dan dalam keadaan sehat
akal pikirannva. Dan menurut ketentvan HIR dan RBg

Y udikno Merokusumo, Hukum Acare Perdata, Op Cit, him 166
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bahwa setiap orang bukan karena alasan yang sah maka
harus memenuhi panggilan untuk menjadi saksi jika hdak
maka dapat dikenakan hukuman berupa mengganti biayval
yang  dikeluarkan  untuk  melakukan  panggilan
terhadapnya sebagai saksi, atan secara paksa dibawa
menghadap hakim dalam persidangan,

Kewajiban untuk menjaadi waksi adalah suatu
kewajiban konstitusional, artinya kewajiban itu  diatur
sebagai kewajiban warga Megara menurut hukum yang
diatur dalam konstitusi kita dalam Undang Undang Dasar
1§45, MNamun kenyataannya memanyg terkadang orang
enggan memadi saksi dengan berbagai perimbangan,salah
satunya blasanva dikeranakan tdak mau fkut campur
urusan orang lain, atau tacit dianggap mencampuri urusan
orang lain.

Dalam hukum pembuktian ada ketentuan bahwa
ada beberapa orang vang tidak dapat untuk didengar
menjadi saksi dan dapat dibebaskan dari memjadi saksi,
yakni :

l. Keluarga baik karena sedarah atau karena
perkawinan dalam garis lurus dari salah satu
pihak.

2. Suami-atau isteri dari salah satu pihak meskipun
sudah bercerai

3. Anak anak vang belum berusia 15 tahun

4. Orang gila vang walau terkadang sehat ingatannya,

Tetapi dalam hal membuktikan adanya perjanjian
pekerjaan maka saksi karena hubungan darah ataw
keluarga atau karena perkawinan tidak dapat ditolak
untuk menjadi saksi,

Kualifikasi sebagai saksi adalah orang vang melihat
sendirl, medengar sendird, atau mengalami  sendin
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peristiwa  yang disaksikannya itu. Jika saksi hanya
mendengar dan orang lain, maka disebul sebagai saksi de
aditu (testemontion de auditu) dan kekuatan pembuktannya
tidak ada, karena tidak dapat dikatakan sebagai saksi
sesungeuhnya, karena tidak memenuhi koalifikasi sebagai
seorang saksi

Karena keterangan saksi disebutkan sebagai salah
satu alat bukti dalam perkara perdata, maka harms
memenuhi svarat fonmil sebagai saksi di persidangan
perkara percata, yakni haros diambil sumpahnya sebelum
memberikan kesaksian. Jika memberikan kesaksian tanpa
didasari sumpah terlebih dulu, berarti keterangannva
tidak bernilai sehagai alat bukti, sesual yurisprudensi MA
tanggal 15-7-1976 Nomor 1468/ K/Sip/1975.

Svarat kedua bahwa saksi itu harus lebih dan satu
orangmenurut pasal 169 HIR /306 RBg, maka akan bernilai
pembuktian sebagai alat bukti. Jika saksi hanya satu orang
saja dalam pembukhan suatu perkara perdata, maka harus
disertai alat  bukti lainnva  baru  dapat  bernilad
pembuktian. Artinya bahwa jika dalam perkara seluruhnya
jika alat bukti hanya saksi satu orang maka itu berarti tidak
ada pembuktian, kecuali jika satu saksi tersebut bersama
sama dengan alal bukti lainnya dalam perkara tersebul,
baru mengandung nilai pembuktian schagai alat bukti
saksi. Hal ini mengingat adanya ketentuan tentang wmis
Pestis nullus festis (satu saksi bukan saksi).

Keterangan  saksi menurut  hukum  haruslah
diberikan secara lisan di depan sidang Pengadilan,tidak
dapat diwakilkan atau dikuasakan]ika keterangan saksi
diberikan secara tertulis maka itu tergolong sebagai alat
bukti surat.
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Saksi pada dasarnyva harus memberikan keterangan
dengan sesungguhnva atau  tidak boleh memberikan
keteranngan palsu, jika itu terjadi maka dapat diancam
pidana menurut ketentuan pasal 242 KUHT.

Proses persidangan ketika pemeriksaan saksi di
pengadilan maka harus  diatur  sedemikian  agar
penvampaiannya atau proses menghadirkan saksi satu
persatu di depan sidang pengadilan.tidak boleh secara
bersamaan hadir didepan sidang pengadilan, agar tidak
saling mendengarkan vang dikhawatirkan antara para
saksi akan saling menyesuaikan keterangan mereka salu
sama lain.

Jika saksi lebih dari satu orang, maka antara
kesaksian vang satu dengan saksi yang lainnya maka
harus saling terkait dan saling bersesuaian, agar
mengandung nilai pembukban,

Pada waktu akan memberikan kesaksian maka
saksi di depan sidang pengadilan harus diambil sumpah
dulu sebelum memeberikan kesaksiannya. Kecuali jika
mereka menolak menjadi saksi, atau karena ada alas an
vang membenarkan mereka untuk menolak memberikan
kesaksian,

Jika seorang yang akan menjadi saksi tidak
memenuhi syarat untuk menjadi saksitidak memenuhi
kualifikasi untuk menjadi saksi maka Hakim dapat
menolaknya untuk didengar sebagal saksi, tetapi jika
orang tersebul tetap ingin memberikan keterangannya di
depan sidang pengadilan maka boleh saja tetapi tidak
diambil sumpahnva, artinva dia tidak sebagai sakst tetapi
hanva sebagai pemberi keterangan.
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3. Alat Bukti Persangkaan

Salah satu alat bukti yang menurut para ahli
sebagai alat bukti vang tidak bersifat langsung, adalah Alat
Bukti Persangkaan. Alat bukti Persangkaan adalah
kesimpulan yvang diambil dari rangkaian peristiwa vang
telah diuraikan dalam Pffkﬂm tersebut  vang diterik
kesimpulan oleh hakim,namanya persangkaan Hakim. Jila
vang menyimpulakn peristiwa tersebul menurut Undang-
undang, maka itu berarti Persangkaan Undang-undang,

Jika kita perhatikan mengenai persangkaan hakim,
vang dihasilkan dari  kesimpulan  hakim  mengenai
rangkaian peristiwa yang terurai dalam perkara tersebul,
berarti hakim sifatnya menunggu yvaitu menunggu uraian
peristiwa tersebut dari proses sebelumnya yang tentunya
digunakan alat bukt lainnya dulu. Sehingga dikatakan
bahwa alat bukti persangkaan hakim ini sifatnya tidak
langsung dapat menjadi alat bukti, harus menunggu
uraian peristiwa nya dulu maka oleh sebagian ahli hukum
dianggap sebagai bukan alat bukti tetapi di HIR/Rbg telah
memasukkannya sebagai salah satu alat bukti dalam
perkara perdata,

Ada beberapa persangkaan Undang undang, yvang
ada dalam BW diantara nya adalah

1. Terhadap amak vyamg  dilahirkan  selama
perkawinan, maka suami dari perempuan itu dapat
dipersangkakan sebagai ayah dari anak tersebut,
(Pasal 250 BW),

2. Setiap tembok vang berada diantara dua
pekarangan  yvang  dipakai  sebagai  tembok
batas, dipersangkakan sebagai milik bersama antara
pemilik dua pekarangan tersebut, kecuali ada tanda
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tanda atau  bukll  kepemilikan lainnya yang
menunjukkan sebaliknya, (pasal 633 BW)

3. Mengenal pembavaran sewa rumahsewa tanah,
tunjungan nafkah,bunga pinjaman uwang atau
segala sesuatu yang harus di bayar Hap tahunnya
atau tiap bulannya atau Gap waktu tertentumaka
jika ada 3 bukti pembayaran secara berturut turut,
maka dipersangkakan bahwa cicilan pembayvaran
sebelumnya sudah dianggap dibayar. (ps 1394 BW)

Persangkaan  oleh  Hakim  vang  menjadi
vurisprudensi  tetap dalam  perkara  perceraian  yang
didasarkan alasan perzinohan bahwa kalau dapat
dibuktikan jika secorang laki-laki dan perempuan vang
bukan suami isteri bersama-sama menginap dalam 1 (satu)
kamar di mana hanva ada satu 1{satu) tempat tidur
dipersangkakan mereka telah melakukan perzinahan.

4. Alat Bukti Mengakuan

Salah satu alat bukb yang sangat kuat dalam
hukum acara perdata.adalah alat bukt pengakuan, karena
alat bukti Pengakuan adalah merupakan alat bukti yang
sempurna terhadap siapa yvang melakukannya baik sendiri
maupun dengan perantaraan orang lain vang mendapat
kuasa khusus untuk itu. Asalkan pengakuan itu di berikan
di depan sidang pengadilan.

Pengakuan dapat dibedakan ada pengakuan yvang
diberikan di depan sidang pengadilan ada juga pengakuan
vang di luar sidang pengadilan. Pengakuan di atur sebagai
alat bukti dalam peraturan yakni pada pasal 174/311
HIR/RBg pasal 175/312 HIR/Rbg dan pasal 176/313
HIR/RBg,
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Pengakuan  merupakan  kelerangan  yang
membenarkan peristiwa, hak atau hubungan hukum yang
dikemukan pihak lawan vang dapat diberikan keterangan
itu baik secara lisan maupun secara tertulis,

Pengakuan yang diberikan tidak di depan sidang
pengadilan maka tidak tergolong sebagai alat bukti vang
sempurna  sehingga  dikatakan sebagai  alat  bukti
bebas Hakim bebas menilainva, apakah memiliki mnilai
pembuktian atau tidak. Apabila pengakuan di luar sidang
pengadilan yang bueat secara tertulis maka tergolong
sebagai alat bukti tulisan sama dengan surat pernvataan.

Pada dasarmva pengakuan merupakan alat bukt
vang sempurna jika diberikan didepan sidang, pengadilan,
baik pengakuan secara lisan atau tertulis. Menurul pasal
174 HIR/311 RBg/pasal 1925 BW.Walaupun juga
dikemukan oleh orang lain didepan sidang pengadilan
scpanjang orang itu bertindak atas kuasa.(berdasarkan
surat kuasa).

lika dalam suatu perkara, apabila tergugat
mengakui gugatan penggugat maka menurut hukum
pembuktian, maka pada dasamya Penggugat tidak perlu
lagi untuk membuktikan sepanjang mengenai hal yvang
telah diakui pibak lawan.

Dalam suatu perkara maka pengakuan bersifat
hanya mengikat pada pihak yang menyampaikan
pengakuannya tersebul tidak berlaku kepada pihak lain
atau lidak mengikal pihak lainnya, misalnya dalam
perkara ada lebih dari satu terguogat, jika lergugal satu
mengakui, maka pengakuan itu hanya untuk tergugat satu
tidak mengikat pada tergugat lainnya,
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Macam macam pengakuan,

1. Pengakuan  murni vakni  pengakvan  vang
sederhana benar benar mengakui tanpa bantahan
atau sangggahan atau kualifikasi apapun

2. Pengakuan dengan kualifikasi vakni pengakuan
vang disampaikan tetapi dengan penghkualitikasian
bahwa tidak seluruhnya tuduhan penggugat itu
benar, misalnya Penggugat mendalilkan bahwa
tergugat memiliki hutang sebesar Bp. 5 000 000 {
lima juta rupiah). Tergugat mengakui memiliki
hutang kepada Penggugat, tetapi tidak sebesar itu
Cuma Ep. 3 000 (00 (Hga juta rupiah).

3. Pengakuan dengan klauvsula pembebasan | vakni
pengakuan vang diikuti dengan pembebasan.
Misalnya Penggugat mendalilkan Tergugat
memiliki hutang kepadanya sebesar Rp. 10 000 000
{ sepuluh juta rupiah).Tergugat mengakui ada
hutang tersebut namun dinayatakan oleh tergugat
bahwa hutang tersebut sudah di  lunasi nva
SETTIANY A,

5. Alat Bukti Sumpah

Alat bukti sumpah merupakan salah satu alat bulkti
yang diatur dalam HIR dan RBg juga dalam BW vakni
pasal 155 s.d pasal 158 dan 177 HIK dan pasal 182 s.d 185
dan pasal 314 RBg.

Sumpah merupakan pernvataan seseorang atas
suatu  keterangan tertentu dengan mengatasnamakan
Allah atau TuhanDalam perkara perdata biasanya
sumpah dilakukan oleh salah satu pthak vang berperkara
dengan diucapkan deadpan sidang pengadilan berkaitan
dengan Pe-rk.aran}ra.
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Ada macam macam sumpah yang diatur dalam
hukum acara perdata, vakni Sumpah Penambah dan
Sumpah Pemutus adapula dikenal sumpah penaksir,

Sumpah Penambah adalah sumpah yang bersifat
menambah kekurangan sempurnnya alat bukb, misalnya
hanya ada satu saksi saja atau hanya ada alat bukhl surat
biasa yang bukan akta. Maka agar alat bukti itu sempurna
sebagai alat bukti maka perlu ditambah dengan sumpah
vakni sumpah penambah. Sumpah Penambah imi harus
diperintahkan oleh Hakim, dengan ketentuan bahwa
sudah ada permulaan Pembuktian. Jika tanpa ada
permulaan pembuktian atau tanpa ada satupun alat bukti,
maka hakim menurut hukum  pembuktian dilarang
memerintahkan adanya sumpah penambah.

Sumpah Pemutus yakni sumpah vang berfungsi
memutuskan  perkaraSumpah ini merupakan sumpah
vang diangkat berdasarkan permintaan salah satu pihak
dalam perkara yang ditujukan pada pihak lawannya,
Sumpah Pemutus ind dapat dibebankan walau tanpa ada
bukti permulaan,

Sumpah pemufus ini harus mengenai perbuatan
sendiri vang dilakukan pihak vang harus bersumpah.
Sementara sumpah penambah tidak mesti harus mengenai
perbuatan yang dilakukan tetapi dapat pula mengenai
perbuatan orang  lain misalnva untuk kepentingan
perkara,misalnya sumpah penaksir{ asstimator eed ).

Sumpah Penaksir tergalong sumpmah
penambah.yakni sumpah vang dibechankan oleh hakim
pada salah satu pihak vang berperkara perdata untuk
menaksir sesuatu, misalnya  penggugat vang tidak
menjelaskan dengan baik jumlah kerugiannya, maka dapat
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diperintahkan bersumpah dengan sumpah penaksir untuk
menaksir besarnya kerugian.

Pada hakekatnya Hakim dalam memeriksa perkara
lidak boleh menolak  keinginan para  pihak  vang
berperkara dalam hal ingin pembuktian dengan alat bukh
sumpah pemutus. Hakim hanya boleh
mempertimbangkan apakah ada kaitannya dengan
perkara tersebut. Sumpah pemutus dapat berupa sumpah
pocong, sumpah mimbar yang umum teradi dalam sistem
hukum adat pada masyarakat kita,

Yang menyampaikan sumpah baik sumpah
pemutus maupun  sumpah  penaksir atau  sumpah
penambah, harus dilakokan sendiri oleh orang  vang
menvampaikan sumpah. Dapat juga diwakilkan atau
dikuasakan namun kuoasa atau mewakilkan  untuk
menyampaikan sumpah scbagai  pembuktian  terscbut
haruslah dituangkan dalam akta oetentik, atau akta
notaris.

Tentang sumpah sebagai bagian dalam pembuktian
di atur dalam pasal 1936 BW menyatakan bahwa apabila
salah satu pihak telah melakukan sumpah maka pihak
vang lian tidak boleh berusaha untuk membuktikan bahwa
sumpah itu palsu. Pihak yang memerintahkan pihak
lawannya uniuk bersumpah jika sudah dijalankan oleh
pihak lawannva itu,maka pihak yang meminta lawannva
bersumpah maka ia  harus  dikalahkan, tanpa ada
kemungkinan untuk mengajukan alat bukti lain. Jika pihak
vang dikalahkan menuduh,babhwa sumpah vang diangkat
pthak lawannya itu palsumaka ia dapat mengajukan
pengaduan kepada aparat vang berwenang dan memeinta
supaya pihak vang mengangkat sumpah it dituntut
dalam perkara pidana atas dakwiaan bersumpah palsu
yang disebut pasal 242 KLIHP.
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IR menyebutkan 3 (liga) sumpah sebagai alal bukti,
yaity :

a. Sumpah Suplefoir/ Pelengkap (Fasal 155 HIR)

Sumpah  supleloir adalah sumpah yang
diperintahkan oleh hakim karena jabatannyva
kepada salah satu  pihak untuk  melengkapi
pembuktian peristiwa yang menjadi sengketa
sebagai dasar putusannya.

b. Sumpah Aestimatorr /Penaksir (I"asal 155 HIR)

Sumpah  penaksir yaitu sumpah vang
diperintahkan oleh hakim karena jabatannya
kepada pengyugat untuk menentukan jumlah vang
ganti kerugian.

c. Sumpah Decisioir/ Pemutus (Pasal 156 HIR)

Sumpah decisigir adalah sumpah yang dibebankan
atas permintaan salah satu pihak kepada lawannya.
Berlainan dengan sumpah Suplefoir. maka sumpah
deciziorr, ini dapat dibebankan meskipun fidak ada
pembuktian sama sekali, sehingga sumpah decisiofr,
ini dapat dilakukan setiap saal selama pemeriksaan

di persidangan.

6. Pemeriksaan Selempat

Salah satu hal vang erat kaitannva dengan hukum
pembuktian adalah pemeriksaan setempat, namun secara
formal ia tidak termasuk alat bukb dalam Pasal 1866 KUT
Perdata. Sumber formal dard pemeriksaan seternpat ini
adalah ada pada Pasal 153 HIR vang diantaranyva memiliki
maksud HEI:raEai berikut -
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Proses pemeriksaan persidangan yang semestinya
dilakukan diruang sidang dapat dipindahkan ke tempal
obyek vang diperkarakan.

a. Persidangan ditempal seperti itu bertujuan untuk
melihat keadaan obyek tersebut dibempat barang
itu terletak.

b. Dan yang melakukannya adalah dapat seorang
atau dua crang anggota Majelis yang bersangkutan
dibantu oleh seorang panitera

7. Saksi ahli/Pendapat ahli

Agar maksud pemeriksaan ahli tidak menyimpang
dari yang semestinya, perlu dipahami dengan tepat arti
dari kata ahli tersebut yang dikaitkan dengan perkara yang
bersanghkutan.

Secara umum pengertian ahli adalah orang yang
memiliki  pengetabuan  khusus  dibidang  tertentu.
Raymond Emson menvebut, “specalized o a5 of
knourledye” 2

Jadi menurut hukum seseorang baru ahli apabila dia:

a. Memiliki pengetahuan khusus atan spesialisasi

b. Spesialisasi tersebut dapat berupa skill ataupun
pengalaman

c. Sedemikian rupa spesialisasinya menyebabkan ia
mampu  membantu menemukan  fakta melebihi
kemampuan umum orang blasa (ordinary people).®

Dari pengertian dialas tidak semua orang dapal
diangkat sebagai ahli. Apalagi jika dikaitkan dengan

“Yahya Harahap. Hukiw Acara Perdate. Cp. Ci1.,, bal, 781
i, T8O
“ Ihid, 759
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8.

perkara vang sedang diperiksa, spesialisasinya mesti
sesual dengan bidang vang disengketakan,

Keterangan ahli

Keterangan Ahli diatur dalam pasal 154 HIR/Tasal
181 RBg vyang menentukan bahwa jika menurut
pertimbangan Pengadilan suatu perkara dapat menjadi
lebih  jelas kalau dimintakan keterangan ahli, atas
permintaan pihak vang berperkara atau karema jabatan,
pengadilan  dapat  mengangkal seorang  ahli  untuk
dimintakan pendapainya mengenal sesuatu hal  pada
perkara vang sedang diperiksa.

Pendapat  Ahli  dikwatkan denpan  sumpah.
Maksudnva supaya pendapat tersebut  disampaikan
seobjektif mungkin, Namun hakim tidak diwajibkan untuk
menuruti pendapat ahli jika pendapat ahli itu berlawanan
dengan keyakinannya,

Tetapi  hakim juga tidak bisa mengabaikan
pendapat ahli begitu saja, apalagi mengenai hal nonhukum
yvang tentu hanya diketahui oleh ahlinya dalam bidang
tertentu. Misalnya saja, dalam bidang kedoktoran, obat-
obatan, perdagangan, impormasi telekomonikasi dan lain-
lain.

Sampai sekarang keterangan seorang ahli tidak
dianggap sebagai alat bukti dalam perkara perdata, sebab
keterangan ahli bukan mengenai yva atau tidak terjadinya
suatu keadaan, melainkan hanva pendapat seseorang
mengenal sesuatu hal vang memerlukan keahlian, Akan
tetapi dalam praktek, keterangan ahli seringkali betul-
betul membuktikan sesuatu hal, misalnva tentang sebab
seseorang meninggal dunia atau tentang persamaan
contoh barang vang ditawarkan dengan barang yvang telah
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dijual. Alas  dasar inilah  Wirjono Prodjodikoro
menganggap keterangan ahli sebagai alat bukt.
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BAB 4
HUKUM PEMBUKTIAN PADA HUKUM ACARA
PERADILAN AGAMA

A. Dasar Hukum Acara Peradilan Agama

Hukum Acara Peradilan Agama adalah rangkaian
peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang
harus bertindak di muka pengadilan vang terdiri dari cara
mengajukan  tuntutan  dan  mempertahankan  hak, cara
bagaimana pengadilan harus bertindak untuk memeriksa serta
memutus perkara dan cara bagaimana melaksanakan putusan
tersebut di lingkungan Peradilan Agama.

lika dalam bidang Hukum Acara yvang terdapal dalam
hukum positif kila dengan jelas diatur tersendiri sebagai
hukum formal seperi Hukum Acara Pidana dan Hukum
Acara Perdata, maka Hukum Acara Peradilan Agama dalam
hukum positif kita tidak terdapat pengaturan hukum yang
khusus, namun sejak terbitnya UU No. 7 tahunl989, vang
mulai berlaku sejak tanggal diundangkan (29 Desember 1989),
maka Hukum Acara Peradilan Agama menjadi konkret
berdasarkan Pasal 54 dari UL No. 7 Tahun 1989 -

"Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam
lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdala
vang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali

yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini”.

Menurut Pasal 54 di atas, Hukum Acara Peradilan
Agama sekarang bersumber (secara garis besar) kepada dua
aturan, vaitw; (1) Yang terdapat dalam UL No. 7 Tahun 7989,
vaitu vang diatur dalam Pasal 54 sampai dengan Pasal 91, dan
{2} vang berlaku di lingkungan Peradilan Umum. Peraturan
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perundang-undangan  vang menjadi  inti Hukum  Acara
Perdata Peradilan Umum, antara lain ;

a. Het Herziene Inlamdsche Reglement (HIR) atau disebut
juga Reglemen Indonesia yang di Baharui (RIB),

b. Rechis Reglement Buitengewesten (RBg) atau disebut juga
Reglemen untuk Daerah Seberang, maksudnva untuk
luar Jawa-Madura.

c. Reglement op de Burgerlifke Rechisvordering (Rsv) yang
eaman jajahan Belanda dabhulu berlaku untuk Raad van
Justitie,

d. Burgerlijke Wreiboek (BW) atau disebut juga Kitab
Undang-undang Hukum Perdata Eropa.

e, UL No. 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum.

Peraturan perundang-undangan lentang Acara Perdata
vang sama-sama berlaku bagi limgkungan Peradilan Umum
dan Peradilan Agama, adalah sebagai berikut.

1. UL No. 48Tahun 2008tentang Kekuasaan Kehakiman,

2 UU No. 14 Tahun 1985 Jo. UU No. 3 Tahun 2009
tentang Mahkamah Agung,

3. UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975,
tentang Perkawinan dan Pelaksanaannya.

B. Hukum Acara Peradilan Agama Dalam UU No. 7 Tahun 1989

Hukum Acara Peradilan Agama yang bersumber pada
UU Mo, ¥ Tahun 1989, vaitu vang disebutkan dalam Pasal 65
sampai dengan Pasal 88, berkenaan dengan pemeriksaan
sengketa perkawinan, vang meliputi a. Cerai talak yang
datang dari pthak suami b, Cerai gugat yang datang dani
pihak isteri maupun dari pihak suami; dan ¢ Ceral dengan
alasan zina. Dari pasal-pasal ini dapat diketahui bahwa
undang-undang ini berupava melindungi dan meningkatkan
kedudukan wanita, dengan memberikan hak yang sama
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kepada isteri dalam memajukan gugatan dan melakukan
pembelaan di muka pengadilan.

Untuk melindungi pihak isteri ini, gugatan perceraian
diajukan pada suaminya (Tergugat) dak harus ditujukan ke
pengadilan di daerah hukum kediaman tergugat seperti yang
telah menjadi prinsip dalam Hukum Acara Perdata umum,
tetapi dalam undang-undang ini ditentukan bahwa gugatan
itu ditujukan kepada pengadilan vang daerah hukumnya
meliputi tempat kediaman isten (Penggugat).

Menurut Busthanul Arifin Hukum Acara Peradilan
Agama ini telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Hukum
Islam, namun dengan penekanan dar segi moral dan
penveragaman istilah-istilah.* Namun sepanjang perjalanan
keberadaan peradilan agama di Negara ini rasanva masih
perlu banvak pembenahan hukum acara peradilan agama
untuk lebih mengakomodir hukum formal islam agar tidak
terpaku selamanya dengan ketentuan Masal 54 UL No 7 Tahun
1989 yang menempatkan hukum formal dari hukum perdata
barat yang diakui digunakan di ingkungan peradilan agama.

Hukum Acara Peradilan Agama adalah rangkaian
peraturan-peraturan  yang memuat cara bagaimana orang
larus bertindak di muka pengadilan vang terdiri dar cara
mengajukan  tuntutan  dan  mempertahankan  hak, cara
bagaimana pengadilan harus bertindak untuk memeriksa serta
memutus perkara dan cara bagaimana melaksanakan putusan

tersebut di lingkungan Peradilan Agama.

Berdasarkan kelentuan Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989
jelas menunjukkan bahwa selain hukum acara vang di atur
dalam UU ini berlaku juga hukum acara perdata, Bila kita

Y Sulaikin LubisHukum Acare Perdete  Peradilan Agoma o
.I'ndmmrf;:':'r.hkann ¢ Kencann Prenada Media Croup, 2006, ) him, K1
fhid.
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amalti dalam UU Ne. 7 Tahun 1989 vang mengatur hukum
acara pada Bab IV yvaitu dari Masal 54 sampai Pasal 91.

Hal-hal vang diatur sebagai Hukum Acara dalam
lingkungan Peradilan Agama menurul Pasal 54 sampai Pasal
91 sebagai berikut :

a. Format Putusan pada Peradilan Agama

l. Peradilan  dilakukan  DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA. Tiap penctapan dan putusan dimulai dengan
kalimat BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM diikuti
dengan DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHAMNAN YANG MAHA ESA.

2, Segala penetapan dan putusan Pengadilan, selain
harus memuatl alasan-alasan dan dasar-dasarnya
juga harus memuat  pasal-pasal  tertentu  dan
peraturan-peraturan  vang bersangkutan  atau
sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar
untuk mengadili vang ditandatangai oleh Ketua
dan Hakim-hakim vang memutus serta [Panitera
vang ikut bersidang pada waktu penetapan dan
putusan  itn  dincapkan, sedang Berita Acara
tentang pemeriksaan ditandatangani oleh  Ketua
dan Panitera yang bersidang,

k. Proses Persidangan pada Peradilan Agama

1. Tiap pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama
dimulai sesudah diajukannya suatu permohonan
atau gugatan dan pihak-pihak vang berperkara
telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku.

Pengadilan Agama tidak boleh menolak untuk
memeriksa dan memutus suatu perkara  yang
digjukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau

(=]
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kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan
memutusnya.

Peradilan Agama dilakukan dengan sederhana,
cepat, dan biaya ringan. Pengadilan membantu
para pencari keadilan dan berusaha sekeras-
kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan
untuk tercapainya peradilan vang sederhana, cepat,
dan biaya ringan.

Pengadilan Agama mengadili menurut  hukum
dengan tidak membeda-bedakan orang,

Sidang pemeriksaan Pengadilan Agama terbuka
untuk umum, kecuali apabila undang-undang
menentukan lain atau jika Hakim dengan alasan-
alasan penting yang dicatat dalam berita acara
sidang, akan dilakukan dengan sidang tertutup.
Bila tdak terpenubi mengakibatkan seluruh
pemeriksaan beserta penetapan atau pulusannya
batal menurut hukum.

Eapat permusyawaratan Hakim bersifat rahasia.
Penctapan dan putusan Pengadilan Agama hanya
sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila
divcapkian dalam sidang terbuka untuk umum.

Upaya Hukum menurut Hukum Acara Peradilan
Agama

&

pd

Atas penetapan dan putusan Pengadilan Agama
dapat  dimintakan banding  oleh  pihak  yang
berperkara, kecuali apabila undang-undang
menentukan lain.

Atas penctapan dan putusan Pengadilan Tingg
Agama dapat dimintakan kasasi  kepada
Mahkamah Agung oleh pihak yang berperkara.
Penetapan  dan  putusan  Pengadilan  yang
dimintakan banding atau kasasi, pelaksanaannya
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ditunda demi hukum, kecuali apabila dalam
amamya menyatakan penetapan atau putusan
tersebut dapat dijalankan lebih dahulu meskipun
ada perlawanan, banding, atau kasasi.

Dalam hukum acara yvang diatur pada UU Peradilan
Agama mengatur  tentang  hukum acara pada Kasus
Perceraian.

Pengaturan tentang perceraian sbb :

1. DPerceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang
Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan
berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah
pihak.

2. Seorang suami yang beragama Islam vang akan
menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada
Pengadilan untuk mengadakan sidang guna
menyaksikan ikrar talak. Permohonan soal penguasaan
anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama
suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan
permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak
divcapkan. Pemeriksaan permohonan cerai  talak
dilakukan dalam sidang tertutup.

3. Tengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah
pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup
alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan
bahwa permohonan tersebut dikabulkan. Terhadap
penetapan ini istri dapat mengajukan banding,.

4. Setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan
hukum tetap, Pengadilan menentukan hari sidang
penyaksian ikrar talak, dengan memanggil suami dan
istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut,
Dalam sidang itu suami atau wakilnya yang diberi
kuasa khusus dalam suatu akta otentik  untuk

T0 | HUEUM PEMBLUKTIAN [ PERADILAN AGAMA



L

mengucapkan ikrar lalak, mengucapkan ikrar talak
vang dihadiri oleh istri atau koasanya. Jika istri telah
mendapat panggilan secara sah atau patut, betapi tidak
datang menghadap sendiri atau tidak mengirim
wakilnya, maka svami atau wakilnya dapat
mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya istri atau
wakilnya. Jika suami dalam tenggang waktu & {enam)
bulan sejak ditetapkan hari sidang penvaksian ikrar
talak, tidak datang menghadap sendin atau tidak
mengirim  wakilnya  meskipun  telah mendapat
panggilan secara sah atau patut maka gugurlah
kekuvatan penetapan tersebut, dan perceraian hidak
dapat diajukan lagi berdasarkan alasan vang sama.

Penetapan yang 1sinva menvatakan bahwa perkawinan
putus segjak ikrar talak divcapkan dan penctapan
tersebut tidak dapat dimintakan banding atau kasasi.

Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya
kepada DPengadilan yang daerah hukumnya meliputi
tempat  kediaman  pengpugat,  kecuali  apabila
penggugat  dengan  sengaja meninggalkan  tempat
kediaman bersama tanpa izin tergugat. Dalam hal
pengeuegat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan
perceraian diajukan kepada Pengadilan vang daerah
hukumnya meliputi tempal kediaman tergugal.Dalam
hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di
luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan
vang dacrah hukumnya meliputi tempat perkawinan
mereka dilangsungkan atau kepada Mengadilan Agama
Jakarta Pusat.

Apabila gugatan perceraian dicdasarkan atas alasan
salah satu pithak mendapat pidana penjara, maka
untuk memperoleh putusan perceraian, sebagai bukt
pengpugat cukup menyampaikan salinan  putusan
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Pengadilan  yang berwenang  yang  memutuskan
perkara disertai keterangan vang menyatakan bahwa
putusan itu telah memperoleh kekoatan hukum tetap,
Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan
bahwa tergugat mendapat cacat badan atau penyakit
dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban
sebagai suami, maka Hakim dapat memerintahkan
tergugat untuk memeriksakan diri kepada dokter,
Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan
svigag, maka untuk mendapatkan putusan perceraian
harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal
dart keluarga atau orang-orang vang dekat dengan
suami istri.

8. Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi
tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat
mengangkat seorang atau lebih darl keluarga masing-
masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi
hakam,

9. Selama berlangsungnya gugatan percerajan, atas
permohonan  penggugal  atau  tergugat  atau
berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin
ditimbulkan, Pengadilan dapat mengizinkan  suami
istri tersebul unluk Hdak linggal dalam salu rumah.
Sclama  berlangsunpgnya  pugatan  perceraian, atas
permohonan penggugat, Pengadilan dapat:

a. menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami;

b. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin
pemeliharaan dan pendidikan anak;

c. menentukan hal-hal vang perlu untuk menjamin
terpeliharanya barang-barang vang menjadi hak
bersama suami istri atau barang-barang vang
menjadi hak suami atau barang-barang yang
menjadi hak istri.
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140,

11.

12.

14.

Gugalan perceraian gugur apabila suami atau istri
meninggal sebelum adanva putusan Pengadilan,

Pemeriksaan gugatan perceraian  dilakukan  oleh
Maijelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari
setelah  berkas atau surat gugatan perceraian
didaftarkan di Kepaniteraan. Pemeriksaan gugatan
perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.Putusan
Pengadilan mengenai gugatan perceraian diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum.

Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat

hukumnya terhitung sejak putusan  Pengadilan
memperoleh kekuatan hukum tetap.

. Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan percerajan,

Hakim berusaha mendamaikan kedua pihak Dalam
sidang perdamaian tersebut, suami istri harus datang
spcara pribadi, kecuali apabila  salah satu  pihak
bertempat kediaman di luar negeri, dan tidak dapal
datang menghadap secara pribadi dapat diwalkali oleh
kuasanva yang secara khusus dikvasakan untuk
ituwApabila kedua pihak bertempat kediaman di laar
negeri, maka penggugat pada sidang perdamaian
tersebut  harus menghadap  secara pribadi. Selama
perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat
dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan Apabila
tercapai perdamaian, maka tdak dapat diajukan
gugatan perceraian baru berdasarkan alasan yang ada
dan telah diketabu  oleh  penggugat  sebelum
perdamaian tercapai.

Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan vang
ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga
puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan
Pengadilan vang telah memperoleh kekuatan hukum
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tetap, lanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatal
Nikah vang wilayahnya meliputi tempat kediaman
penggugat dan tergugat, untuk mendaftarkan putusan
perceraian dalam sebuah daftar yang.disediakan untuk
itu. Apabila perceratan dilakukan di wilayah vang
berbeda dengan wilayah Pegawai Pencatat Nikah
tempat perkawinan dilangsungkan, maka satu helai
salinan putusan vang telah memperoleh kekoatan
hukum tetap tanpa bermateral dikirimkan pula kepada
Pegawai Pencatal Nikah di tempat  perkawinan
dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencalal Nikah
tersebut dicatat pada bagian pinggir daftar catatan
perkawinan Apabila perkawinan dilangsungkan di
luar negeri, maka satu helai salinan  potusan
disampaikan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di
tempat  didaftarkannya perkawinan mereka i
Indonesia

15, Panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai
surat  bukti cerai kepada  para  pihak  selambat-
lambatnya 7 {tujuh) hari terhilung setelah putusan
vang memperaleh kekoatan hokum tetap  tersebut
diberitahukan kepada para pihak. Kelalaian pengiriman
salinan pulusan menjadi tanggung jawab Panitera
vang bersangkutan atau pejabal Pengadilan yang
ditunjuk, apabila yvang demikian itu mengakibatkan
kerugian bagi bekas suami atau istri atau keduanya.

16, Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah
istri, dan harta bersama suami istr1 dapat diajukan
bersama-sama dengan gugatan perceralan ataupun
sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan
hukum tetapika ada tuntutan pihak ketiga, maka
Pengadilan menunda terlebth dahulu perkara harta
bersama  tersebutl sampai ada  putusan  Pengadilan
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dalam lingkungan Peradilan Umum vang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap tentang hal itu

17. Apabila permohonan atau gugatan cerai diajukan atas
alasan salah satu pihak melakukan zina, sedangkan
pemohon atau penggugat bidak dapat melengkapi
bukb-bukti dan termohon atau tergugat menvanggah
alasan tersebut, dan Hakim berpendapat bahwa
permohonan atau gugatan itu bukan tiada pembuktian
sama sikall serta upayva peneguhan alat bukti tidak
mungkin lagi diperoleh baik dari pemohon  atau
pengrugat maupun dar ermohon atau tergugat, maka
Hakim karena jabatannva dapat menvuruh pemohon
atau penggugat untuk bersumpah, Pihak termohon
atau  tergugat diberi  kesempatan  pula  untuk
meneguhkan sanggahannya dengan cara vang sama,
Apabila sumpah dilakukan oleh svami, maka
penyelesaiannyva dapat dilaksanakan dengan cara li'an.
Apabila  sumpah dilakukan oleh isti  maka
penvelesaiannya  dilaksanakan dengan hukum acara
yang berlaku.,

Berdasarkan Hukum Acara yang diatur dalam UU No.
7 Tahun 1989 sehagaimana kita rinci di atas ternyata tidak ada
diatur ketenluan mengenai sistem pembuktian. Hal ini berarti
dasar hukum pembuktian adalah berdasarkan HIR/ RBg.
["adahal sebagaimana divmaikan pada bagian terdahulu dalam
Hukum Islam juga ditemukan adanya aturan mengenai
hukum pembuktian sebagai bagian dari hukum formil dalam
Hukum Islam.

Schagaimana ditarik dari makna dalam Pasal 2Jo. Pasal
49 dan Penjelasannya UL No. 3 Tahun 2006 bahwa Peradilan
Apama adalah Peradilan Perdata dan Peradilan Islam di
Indonesia, jadi ia harus mengindahkan peraturan perundang-
unclangan Megara dan Hukum lslam sekaligus. Oleh karena
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itu sualu kebutuhan akan Hukum Acara Peradilan Agama
dalam svatu undang-undang vang kKhusus untuk hukum acara
peradilan agama vang bahan hukumnya dapat bersumber dard
Hukum barat vaitu HIR/EBg maupun dari Hukum [slam
vang mengatur tentang bagaimana beracara di muka
Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara tertentu
bagi yvang beragama Islam, untuk menegakan hukum material
Islam yang merupakan kompetensi Peradilan Agama.

Menegakkan hukum  materiil Islam di  Peradilan
Agama akan lebih sesual dan harmonis jika hukum formil
vang menegakkannya diambil dari Hukom formil Islam
sepanjang vang sudah diatur dalam hukom lslam.

C. Hukum Pembuktian Dalam Perspektif Hukum Islam.

1. Pengertian pembuktian

Secara etimologis pembuktian dalam istilah arab
disebut  "Al-Bayyimali”, vang artinya suatu  yang
menjelaskan, Secara terminologis pembuoktian  berarti
memberikan keterangan dengan dalil yang
meyakinkan Menurul  Yahva Harahap  pembuktian
mempunvai arti luas dan arti sempit. Dalam pengertian
yang luas, pembuktian adalah kemampuan penggugat
atau tergugal memanfaatkan hukum pembukBan untuk
mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan
peristiwa-peristiwa vang didalilkan atau dibantah dalam
hubungan hukum yang diperkarakan. Sedangkan dalam
arti sempit, pembuktian hanya diperlukan sepanjang
mengenai hal-hal vang dibantah atau hal yvang masth

“Yahya  Hamhap, Kempulan  Maokaloh  Hukum  Acara
Perdata, Pendidikan Hakim Senwor Angkatan ke | Tugu (Bogor, 1991), him. |
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disengkelakan alau  hanya sepanjang vang menjadi
perselisihan di antara pihak-pihak vang berperkara.®

Menurut Roihan A. Rosvid yang dimaksud dengan
‘membuktikan”  adalah  meyakinkan  hakim  tentang
kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan di
muka sidang dalam suatu sengketa. Jadi, pembuktian itu
hanyalah dilakukan ketika terjadi perselisihan saja.
Sehingga dalam perkara perdata di muka pengadilan tidak
memerlukan  pembuktian terhadap hal-hal yang tidak
dibantah oleh pihak lawan

Abdul Manan mengartikan pembuktian adalah
upaya para pihak vang berperkara untuk meyakinkan
hakim akan kebenaran peristiwa atau  kejfadian yang
diajukan oleh para pihak vang bersengkela dengan alat-
alat bukt vang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam
sengketa vang berlangsung dan sedang diperiksa di muka
Majelis Hakim itu, masing-masing pthak mengajukan
dalil-dalil vang bertentangan. Kemudian halim haros
memeriksa dan menetapkan  dalil-dalil yang manakah
vang benar dan dalil manakah yang tidak benar.
Berdasarkan pemeriksaan yang teliti dan saksama itulah
hakim menetapkan hukom atas suatu  peristiwa  atau
kejadian vang dianggap benar setelah melalui pembukiian
sesuai dengan peraturan yang telah  ditetapkan  oleh
peraturan perundang-undangan vang berlaku.*Jadi dapat
disimpulkan bahwa pembuktian adalah upaya para pihak

“Culaikhan Lubis, Mukum Acare Perdate  Peraditon Agama ¥
Twdoresia, (Jakamo @ Kencana Prenads Media Group, 2005, ilme 135,

* Rothan A Rasyid. Hukow Acara Peradilan Agawa._ (Jakarta
Ropawalt Pers, 20005 him. 144

“ Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Pevdata i Lingkangar
Peraditam Agama, Uakarta ‘Kencana, 2005) him. 227
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yang berperkara  untuk menyakinkan hakim akan
kebenaran peristiwa atau kejadian yang diajukan oleh para
pihak vang bersengketadengan alat-alat bukti vang telah
ditetapkan oleh undang-undang.

Hukum FPembuktian dalam Hukum Islam yang
termuat dalam Al-Qur'an sebagai salah satu sumber dalam
penvusunan hukum acara peradilan agama menyvebutkan
bahwa pembuktian tidak hanya semata-mata dalam arti
dua vrang saksi. Akan tetapi, juga dalam artiketerangan,
dalil, dan alasan, baik secara sendiri-sendiri maupun
komulasi. Hal ini  sebagaimana Rasulullah  SAW
memelaskan berkenaan dengan pembebanan pembuktian
bahwa Pembuktian dibebankan kepada Penggugat
(affirmanti  meoumbil  probato). Adagium tersebul
dimaksudkan, bahwa untuk mendapatkan hukum vang
sesuai dengan petitum gugatannva, secrang penggugat
harus mengemukakan bukti-bukti vang membenarkan
dalil-dalil gugatannya, Dan dua orang saksi adalah
termasuk alat bukti. Memang, kadang bukti-bukti lain
selain dua orang saksi lebih memiliki nilai kekuatan
pembukban daripada saksi. Hal itu karena adanva
petunjuk keadaan yang seolah-nlah berbicara atas dirinya
sendiri vang membuktikan kebenaran Penggugat. Bukt res
upsa  foguiter  adalah  lebih  memiliki  nilai  kekuatan
pembuktan danpada keterangan saksi. Dalil, keterangan,
alasan, gejala, indikasi, dan cdri-cin, semuanya mempunyal
makna yang berdekatan, ™

Selain itu terdapat pula dalam Hadits Rasulullah
SAW yang berasal dari Ibnu Majah dan vang lainnya telah
meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah katanva. “ketika
aku hendak pergi ke Khaibar, lebih dahulu aku singgah ke

“Thou Qavyim Al-Tauziah, Hukum Acara Peradtian Fiam, |
Yopyakarta: Pestakn Pelajar. 200486 him. 243
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kediaman  Rasulullah SAW  dengan maksud  untuk
memberitahukan kepadanya akan keberangkatanku ke
Khaibar. Ketika itu beliau berpesan kepadaku, "Tika kamu
pergi, mampirlah ke agenku dan ambillah 15 wasag (1
wasaq = 60 gantang) gandum, dan jika dia memintan bukti
dari dirimu, maka letakkan telapak tanganmu di atas
tulang selangka tangannya” Perbuatan meletakkan tangan
di atas tulang selangka merupakan bukti bagi agent Mabi
saw untuk bersedia menyerahkan barang kepada orang
vang memintanva vang tidak memiliki identitas  diri.
Perbuatan meletakkan tangan di atas tulang selangka itu
oleh agent Nabi SAW ditempatkannva pada kedudukan
saksi®

Alat-alat bukti

Dari  uraian  tersecbut  dapat  dipahami  selain
memberikan  pengertian pembuktian  sekaligus
menjelaskan mengenai alat bukti, bahwa Rasulullah saw
sebagal  pembual  hukum  tidak  menafikan  bukti
persangkaan sebagai alat bukti. Dengan demikian dalam
Hukumlslam, alat bukti bukan saja saksi tetapi juga bukti
persangkaan dalam memutus suatu perkara. Akan tetapi
ada yang menolak pembuktian dengan saksi satu orang
laki-laki dan sumpah karena beranggapan bahwa sumpah
itu dibebankan kepada Tergugat, bukan kepada
Penggugat. Hal ini berdasarkan pada Hadist Rasulullah
saw: “Pembuktian i dibebankan  kepada  Pemggugat  due
sumppaly ity dibebarkan kepada orang yang mengingkan.”

Kemudian,  jika Penggugat meneguhkan
gugatannya dengan bukt sakst satu orang laki-laki, lalu
dimenangkan terhadap Tergugat yang tidak memiliki alat
bukti, selain sebagai pihak vang menempabi sebagai

hid,,
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pemilik asal hak, maka yang demikian itu merupakan
pertimbangan hukum vang lemah vang bisa dinvatakan
batal demi hukum. Dalam hal ind gugatan Penggugat baru
bisa dipandang kuat; oleh sebab Tergugat menoclak
mengangkat sumpah dan mengembalikan sumpah  itu
kepada Pengyugat, adanya bukti-buktl permulaan, dan
dari indikatornva yang tampak. Maka, gugatan Penggugal
dapat dimenangkan berdasarkan bukti kesaksian satu
orang laki-laki dengan dikuatkan oleh sumpah Penggugat.

Alat bukti persangkaan dalam Hukum Acara
Peradilan  Islam  disebut  al-Qarinah. Qarinah - menurut
bahasa artinva ‘isteri’ atau "hubungan’, atau “pertalian’,
sedangkan menurut istilah hukom falah hal-hal vang
mempunyai  hubungan  atau  pertalian  vang erat
sedemikian rupa terhadap sesuatu sehingga memberikan
petunjuk. Namun tidak semua garinah vang dapat
dijadikan sebagai alat bukti melainkan hanva garinah-
garinah yang jelas saja, yang diistilahkan dengan al-gara’in
al-wadihah. Dasar-dasar gara’in wadihah dipergunakan
vleh Peradilan Islam, dapal dipabami dari contoh konkret
berikut ini:

a. Khalitah Umar bin Khattab pernabh menghukum
had seorang perempuan hamil padahal ia lidak
bersuami dan bukan pula hamba sahava (vang
baleh dicampuri oleh Tuannya).

b, Amr bin Mas'ud menjatuhkan hukum had kepada
searang yang dari mulutnya keluar bau bekas

minum khamar,

Dari contoh konkrel diatas tergambarlah betapa
banyaknya perkara vyang dapat diselesaikan dengan
mempergunakan garinah, padahal semua itu  tanpa
mendasarkan pada alat bukt lain. Karena begitu besar
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peranannya dalam membantu menegakkan keadilan maka
di Mesir misalnya, dalam UU Nomor 147 Tahun 1949,
tentang acara perdata, qarinah diterima sebagai alat bukt.
Menurut  Hukum  Acara  DPerdata, persangkaan-
persangkaan atau vermpedien dibagi atas dua macam, yaitu
persangkaan hakim dan persangkaan Undang-Undang,

Persangkaan hakim adalah kesimpulan hakim yang
ditarik atau sebagai hasil dari pemeriksaan sidang dan
persangkaan Undang-undang adalah kesimpulan yang
ditarik oleh hakim vang berdasarkan undang-Undang,
Persangkaan hakim harus dan hanva memperhatikan hal-
hal vang penting, teliti, tertentu dan sesual hubungan satu
sama lainnya. Persangkaan Undang-Undang ada yang
bersifat memperbolehkan pembuktian lawan. Kriteria al-
gara’in al-wadihah sebaga alat bukt, yatu:

a. Qarinah vang karena demikian jelas dan
meyakinkan tidak akan patut lagi dibantah oleh
manusia normal atau berakal, dapat dikategorikan
sebagai garinah wadihah dan dapat dijadikan dasar
pemutus  walaupun hanya atas satu  garinah
wadihah tanpa didukung oleh bukti lainnya.

b, Semua persangkaan menurut undang-Undang di
lingkungan peradilan umum, sepanjang lidak jelas-
jelas bertentangan dengan hukum lsam, dapat
dianggap gainah wadihah.

c. Qarinah  lain-lannya  tdak  termasuk  garinah
wadihah dan lidak termasuk alat bukti.

Selanjutnya alal bukti pengakuan dalam hukuom
Acara Peradilan Agama Islam disebul al-igrar dalam
bahasa Acara Peradilan Umum disebul  bekenients
{Belanda), confenssion (Inggris), vang artinya ialah salah-
satu pihak atau kuasa sahnya vang mengaku secara tegas
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lanpa syarat ‘dimuka sidang’ bahwa apa vang dituntul
oleh pihak lawannya adalah benar, Dasar pengakuan
sebagai alat bukt menurut Acara Peradilan Agama Islam
antara lain:

*  Al-Qur'an surat An-Nisa ayvat 135
* Hadis riwavat Bukhary-Muslim, dari abi Hurairah

Dasar pengakwan sebagai alat bukbi  untuk
Peradilan Perdata, ditemukan dalam HIR, pasal 174-176,
RBg, TPasal 311-313 dan BW, Tasal 1923-19%28 Terkait
dengan Pengakuan sebagai Alat Bukti yang Mengikat,
menurut Acara Peradilan Islam, kalau pengakuan dulunya
diluar sidang itu diberikan kepada orang vang kini
mienyidangkan perkaranva, prinsipnya tidaklah berbeda
dengan pengakuan di luar sidang asal saja tidak diingkari
didepan sidang,

a, Pengakuan Berlaku untuk Ahli Waris tetapi Tidak
Berlaku untuk Pihak Ketiga

Pengakuan di depan sidang bukan hanya berlako
bagi pihak yvang bersangkutan tetapi juga berlaku
bagi ahli warisnya. Sebab ahli waris menurut Islam,
bukan hanya berhak mendapat harta (mal) dan hak
kebendaan (hagh dari =i mayit tetapi juga wajib
menunaikan atau membavar segala kewajiban atau
utang si mayit yang belum dibayarmnva. Menurut
hukum umum pun demikian.

b. Pengakuan dengan Tulisan atau Bahasa lsyarat

Pengakuan juga boleh dilakukan dengan tulisan
atau dengan isvarat (bagi yang bisu), asal jelas
diketahui maksudnya, pengakuan tertulis  yang
dibuat diluar sidang sama kekuatannya dengan
pengakuan lisan didepan sidang dan tidak bisa di
cabut kembali kecuali dapat dibuktikan dan
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beralasan hukum seperti karena adanya pemaksaan
atan kehilafan peristiwa alau ancaman.

Pengakuan yang di Pecah-pecah

Acara Perdata Peradilan Umum  mensyaratkan
bahwa pengakuan tidak boleh dipecah-pecah lalu
scbagian diterima dan sebaglan lannva ditolak.
Jadi pengakuvan harus bersifat mumi  tdak
berklausala dan berkualifikasi. Pengakuan yang
berklausala artinva pengakuan  vang  disertad
tambahan vang bersifat membebaskan. Sedangkan,
pengakuan berkualifikasi artinya pengakuan yang
disertal penyangkalan sebagian dar apa yang
dituntut. Pengakuan berklausala dan pengakuan
berkualifikasi termasuk kalegori pengakuan yang
dipecah-pecah dan itw Hdak dinilai sebagai
pengakuan,

. Pengakuan didepan sidang tdak boleh dicabut
kecuali kalau pencabutan ity betul-betul dapat
dibuktikan karema terjadi kekhilafan mengenai
peristiwa yvang terjadi (salah kira) bukan mengenad
soal yang diakui itu sendiri, Kalau didalam HIR
dan RBg tidak disebutkan boleh atau Hdaknya
dicabut,

. Pengakuan dalam Perkara Hudud atau Qisas

Menurut Acara Peradilan lslam, pengakuan dalam
perkara zina atau tuduhan zina, berlaku mengikat
bagi pihak yang mengaku dan tidak berlaku bagi
pihak wvang tidak mengaku, sepanjang tentang
hukum rajam atau hukum deranya tetapi berlake
baik bagi pihak yang mengaku maupun pihak yang
tidak mengaku disegi akibat-akibat perzinahan.
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h. Pengakuan Zima Camouflage di Indonesia

Pengakuan telah melakukan zina atan tlelah
melakukan  perkara-perkara hudud  lainnya
termasuk qgisas, khusus di Indonesia, perlu
diperhatikan tersendiri, karena di Indonesia tidak
berlaku hukum rajam dan atau dera 100 kali
pukulan cemeti, tidak berlaku hukum had atau
gisas, sehingga orang vang telah melakukan itu
tidak perlu merasa takut akan terkena rajam, dera,
gisas, Pengakuan disini mungkin  saja begilu
mudah dilakukan orang sebab “telah berzina’ dapat
dijadikan alasan untuk bercerai (alasan berpura-
pura atau  camouflage, untuk mencapai  lujuan
bercerai), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1%
PP Momor 9@ Tahun 1975,

f. Pengakuan secara Diam-diam.

Kebalikan dari pengakuan adalah penyangkalan.
Jadi terhadap hal-hal yang dituntut oleh pithak
lawan tetapi Hdak tegas-tegas  disangkal,
pengertiannya sama dengan mengaku secara diam-
diam, walaupun tdak secara mutlak begitu saja
hakim memutus secara igrar b asbsukul tersebut,

Berdasarkan Hadist Rasulullah SAW di atas, bahwa
sumpah itu dibebankan kepada Tergugat. Teori beban
pembukban ini dari beberapa segi memiliki kelemahan-
kelemahan yaitu:

1. Bahwa hadist-hadist vyang menerangkan

kebolehan memutus  berdasarkan  pembuktian

dengan saksi satu orang laki-laki dan sumpah,
itu lebih shahih, lebih tegas, dan lebilv terkenal,
namun Hdak seorang pun dar  keenam

84 | HUKUM PEMBUKTIAN D PERADILAN AGAMA



penyusun  kitab hadist yang mu'lamad yang
meriwayatkan hadisl tersebut.

. Bahwa sekiranya hadist di atas bernilai shahih
dan masyhur, tentulah ia harus diprioritaskan
dari yang lainnya. Karena, ia memiliki sifat
sebagai  aturan  khusus  vang  mengalahkan
peraturan lainnya vang bersifat umum. Lex
Spectaliz Derogat Legi Garerall.

Bahwa sumpah desisoar memang lebih utama
dibebankan kepada Tergugat, jika kousa pelernd
gugatan Penggugat dipandang kurang kuat.
Karena, pihaknya sangat kuat didudukkan pada
asas praduga tak bersalah, dengan asumst dasar
sebagal pemilik asal hak. Jadi, pthak mana yang
lebih kuat dari pihak-pihak yang berperkara,
sumpah dibebankan kepadanya. Sebab, dia
sangat kuat untuk didudukkan sebagai pemilik
asal hak, Dan apabila penggugal meneguhkan
gugatannya dengan bukti-bukti yang tidak kuat,
atau pihak lawan menolak mengangkat sumpah,
atau penggugal hanya mengajukan bukti saksi
salu  orang laki-laki, sedangkan gugatan
penggugat sama sekali tidak beralasan, maka
lebih wutama kalau [Penggugat dibebani
mengangkat sumpah supletoar. Karena, dengan
begitu dia berada di pihak yang kuat. Dan oleh
karena sumpah dibebankan kepada pihak mana
vang lebih kuat di amtara pihak-pihak yang
berperkara, maka sumpah menjadi hak pihak
vang kuat. Dengan demikian, apabila salah sato
pihak diketahui menempati posisi yvang kuat,
tetapi bukti-bukti vang diajukannya kurang
kuat, maka sumpah menjadi haknya. Dan jika
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diketahui penggugal berada di pihak yang kual,
karena penolakan Tergugal untuk mengangkat
sumpah, maka sumpah dikembalikan kepada
Menggugat. Demikian ini merupakan ketentuan
hukum acara beban pembukfian vang
diterapkan oleh para shabat.

Imam Ahmad juga membenarkan ketentuan beban
pembuktian tersebut. Dia berkata, “Bahwa sumpah
dibebankan kepada pihak mana vang tidak jauh dan
kebenaran, dan dengan sumpahnyva ity maka pihaknya
dipandang sebagai in oomfrsso. Kemudian, jika pihak
Tergugat diketahui berada di pihak vang kuat, maka
dengan asas praduga tak bersalah sumpah ditempatkan
sebagai haknya, Ketentuan ini juga berlaku terhadap para
Tergugat sebagai pithak penerima amanat, seperti
penerima titipan barang, penyewa, orang yang diberi
kuasa sebagai wakil dan penerima wasiat. Maka, mereka
diberi hak wuntuk mengangkat sumpah, kemudian
keterangannya di bawah sumpah dipandang in confesso.
Demikian, itu ketentuan hukum acara pembuktian yang
berlaku,

Alat bukti  sumpah bermacam-macam  tetapi
bagaimanapun, selain daripada sumpah i'an dan sumpah
pemutus, ia tidak bisa berdiri sendiri, artinya hakim tidak
bisa memuotus hanva semata-mata berdasarkan sumpah
tanpa disertai oleh alat bukt lainnva.

a. Sumpah Tambahan

Sumpah Tambahan di sebut wimn al-tskizhar ataw
menurul istilah Peradilan Umum discbut suppletoire
eed. Sumpah tambahan ini adalah sumpah vang
diperintabkan oleh hakim kepada salah satu pihak
untuk melengkapi alat buktl vang masih kurang
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atau untuk menambah keyakinan hakim. Ada
perbedaan vang pokok antara istilah  sumpah
tambahan menurut Peradilan Umum (HIR/ RBg/
BW) dengan sumpah tambahan menurut Acara
Peradilan  Islam. Menowrut Peradilan  Umum,
sumpah tambahan itu adalah sumpah yang
divcapkan oleh salah satu pihak atas perintah
hakim karena alat bukti minimal untuk dapatnya
hakim memutus belum mencukupi, misalnya barw
ada satu orang saksi saja.

Menurnut Acara Peradilan Islam, sumpah tambahan
vang disebut yamin al-isltizhar, bukan berart alat
bukti minimal untuk dapatnya hakim dalam
memutus melainkan untuk menguatkan alat bukt
minimal yang telah cukup. Karenanva walaupun
dapat dibuktikan dikemudian hari bahwa sumpah
tambahan tersebut palsu, ia sama sekali tidak dapat
m-empengan;.]ﬂ apa-apa terhadap putusan yang
telah  diambil. Sumpah  tambahan  menurut
Peradilan  Islam dapat juga diartikan sebagai
sumpah vang divcapkan aleh pihak vang dituntut
dalam hal pihak yang menuntut sudah  tidak
mampu  membuktikan, yvaitu  sebagal  penguat
ketidakmampuan bukt dari pihak vang menuntut,
ini pun kalau terbukt dikemudian hari bahwa
sumpah tambahan tersebut palsu, tidakmempunya
pengaruh apa-apa terhadap putusan yang diambil.
Menurut Peradilan Umum kalau alat bukt
minimal, untuk dapatiyva hakim memutus telah
cukup. Hakim tidak boleh lagi memerintahkan
pihak untuk mengocapkan sumpah tambahan
tersebut.
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¢. Sumpah Pemutus

Sumpah  Pemutus  menurut Peradilan  Islam
diistilahkan dengan yvamin ala al bat dan menurut
Peradilan Umum diistilahkan dengan decissoire evd,
vaitu sumpah yang diucapkan oleh salah satu
pihak atas permintaan pihak lainnya di sini, karena
tidak ada alat bukti sama sekali yang mendukung
tuntutannva. Sumpah pemutus harus bersifat Iitis
dectssoire.  (peradilan umum)  atau  magsurah
mu'ayyanah (peradilan lslam), artinya hanya
terbatas (limitatif) tentang, persengketaan terteniu
secara pelas. Misalnva kalau persengketaan tentang
sudah atau belum dibayarnya maskawin maka
vang dimintakan dalam sumpah pemutus disitu
hanvalah terbatas dalam soal ‘sudah ataw
belumnya maskawin dibavar’ saja, walaupun
perkara tersebut misalnya terdiri dari gugatan
gabungan macam-macam,

. Sumpah Penaksiran

Sumpah Penaksiran ini tidak atau belum didapat
literaturnya di acara Peradilan Islam. Namun bila
diperhatikan, sebenarnya apa yvang disebut sumpah
penaksiran ini tidaklah dapat dikatakan sebagai
alat bukti sumpah. Sumpah ini diperintahkan cleh
hakim wuntuk menetapkan harga barang atao
kerugian yang dituntul lantaran hakim terbentur
karena tidak ada jalan lain untuk menaksir
kerugian atau harga barang tersebut.

d. Sumpah Li'an

Sumpah Li'an ini lidak dapal di Peradilan Umum
tetapi  terdapat di Peradilan Islam karena
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sumbernya dari Al-qur'an surat 24 Al-Nur, ayal 6-
3. Penjelasannya adalah:

= Ayat 6 dan orang-orang vang menuduh
isterinya (berzina), Padahal mercka tidak ada
mempunyai saksi-saksi selain diri  mereka
sendird, maka persaksian orang itu falah empat
kali bersumpah dengan nama  Allah,
sesungguhnya dia adalah termasuk orang-

orang vamg benar.

= Ayat 7 dan (sumpah) yang kelima: bahwa
la'nat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-
orang vang berdusta.

*  Avyal 8 Istrinva itu dihindarkan dari hukuman
oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah,
sesungguhnya  suaminya  itlu benar-benar
termasuk orang-orang vang dusta.

* Ayal 2 dan (sumpah) yang kelima: bahwa
laknat Allah atasnya jika suaminva ito
termasuk orang-orang vang benar,

Maksud ayat & dan 7: orang yvang menuduh Istrinya
berbuat zina dengan hdak mengapukan empat
orang saksi, haruslah bersumpah dengan nama
Allah empat kali, bahwa dia adalah benar dalam
tucduhannya itu. kemudian dia bersumpah sekali
lagi bahwa dia akan kena laknat Allah jika dia
berdusta. Masalah ini dalam figih dikenal dengan
Li'an. Sedangkan dalam UU No, 7 Tahun 1989
Pasal 87 dan Masal 88 diatur tentang sumpah li'an
ini, yaitu dimasukkan pada judul pasal ‘cerad
dengan alasan zina'.
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e, Sumpah Qasamah

AlQasamah artinva sumpah yvang dimintakan, tapi
bisa digunakan dalam perkara pidana Islam.
Qasamah arlinya sumpah yang dimintakan kepada
para wali dari tertuduh pelaku pembunuhan
tersebut, misalnva: ada ditemukan orang yvang
wafat terbunuh  disuatu  tempat  tetapi  tidak
diketahui siapa pembunuhnva maka ahli wans dari
terbunuh meminta agar 50 orang terkemuka lagi
taat agama di sekitar tempat kejadan  untuk
mengucapkan sumpah (gasamah) bahwa mereka
bdak membunuhnya. Setelah sumpah gasamah
divcapkan maka dihukumkan pada penduduk
setempat wajib membavar diyat, yaitu hukuman
denda pengganti hukuman qisas.,
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BAB S5
PROSPEK HUKUM ACARA FERADILAN AGAMA

Draalisme Hukum Acara

Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang
yang beragama Islam (FPasal 1 angka 1 UU No, 7 Tahun 1989),
maka dengan demikian vang dimaksud dengan "Orang-
orang” adalah Orang atan Badan Hokum yvang menundukan
diri pada Hukum kslam. Peradilan Agama adalah salah satu
pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyal pencari keadilan
vang beragama lslam mengenai perkara tertentu sebagaimana
dimaksud dalam undang-undang ini (FPasal 2 UL No, 3 Tahun
2006)

Anak kalimat “perkara tertentu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang UU No. 3 Tahun
2006 ini” dapat ditemukan petunjuknya dalam Pasal 49 vang
menyatakan : Pengadilan Agama bertugas dan berwenang
memeriksa, memutus dan menvelesaikan perkara di tingkat
pertama antara orang-orang vang beragama Islam di bidang :

perkawinan ;
Waris ;

wasial ;

hibah ;

wakaf ;

zakat ;

infag ;

shadagah ; dan
ekonomi syari‘ah

Bidang-bidang tersebut adalah perkara perdata. Maka
hukum acara yang dimaksud adalah Hukum Acara Perdata
Peradilan Agama.

e et S i -
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Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Hukum
Acara Peradilan Agama adalah rangkaian peraturan-peraturan
vang memuat cara bagaimana orang harus bertindak di muka
pengadilan yang terdiri dari cara mengajukan tuntutan dan
mempertahankan hak, cara bagaimana pengadilan harus
bertindak untuk memeriksa serta memutus perkara dan cara
bagaimana melaksanakan putusan tersebut di lingkungan
Peradilan Agama.

Memang perkara-perkara yang  ditangani  oleh
Peradilan Agama prosedurnya hampir sama persis dengan
hukum acara perdata, akan tetapi masih perlu di dalami lagi
apakah lalu secara substansial prosedur beracara di muka
peradilan perdata sama persis dengan di muka peradilan
agama, karena hukum materill kedua macam peradilan
tersebut berbeda. Peradilan Agama adalah hukum maternlnya
Hukum [slam vang bersumber dard Al Quran dan Sunnah
Rasul atau Hukum Islam Positif yvang merupakan subsistem
dari sistem hukum positift Indonesia, sedangkan Peradilan
Perdata sumber hukumnya adalah hukum vang berasal dari
Hukum Belanda secara konkordansi menjadi hukum positif di
Indonesia. Maka sudah dapat dipastikan dasar  filosofis
Hukum Acara Perdata tdak akan sama dengan dasar filosofis
Hukum Acara Peradilan Agama.

Sumber hukum vang menvebabkan Hukom Acara
Peradilan Agama menjadi dualisme adalah berawal dari
ketentuan Pasal 54 UL No. 7 Tahun 1982 tentang Peradilan
Agama menyatakan, Hukum Acara yang berlaku pada
Pengadilan dalam lingkungan TPeradilan Agama adalah
Hukum Acara Perdata vang berlaku dalam lingkungan
Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus
dalam Undang-undang ini.

Secara sepintas tidak terlihat adanva dualisme, karena
hukum acara yang termuat dalam UL No. 7 Tahun 1989 tidak
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bertentangan dengan hukum acara perdata. Kata "kecuali”
dalam Fasal 3 UU No. 7 Tahun 1989 ini artinva hukum acara
perdata yang diberlakukan sebagal hukum acara peradilan
agama adalah sepanjang tidak diatur dalam LU ini. Akan
tetapi pertanyaannya adalah apakah aturan yang mengatur
hukum acara peradilan agama hanya ada dalam UU No. 7
Tahun 1989 ini saja 7

Sebagaimana dimaksud oleh Pasal 54 UL MNo. 7 Tahun
1989 bahwa Peradilan Agama adalah Peradilan Perdata dan
Peradilan Islam di Indonesia, jadi ia harus mengindahkan
peraturan  perundang-undangan Negara dan svariat Islam
sekaligus, Oleh karena itu, rumusan Hukum Acara Peradilan
Agama adalah “Segala peraturan balk yvang bersumber dari
peraturan perundang-undangan negara maupun dari syariat
[slam yang mengatur tentang bagaimana cara orang berbindak
ke muka TPengadilan Agama tersebut menyelesaikan
perkaranya, untuk mewujudkan hukum material Islam vang
menjadi kekuasaan Peradilan Agama®,

Pengadilan Agama merupakan salah satu kekuasaan
kehakiman  vang  bertugas dan  berwenang  memeriksa,
memutus dan menvelesaikan perkara perdata tertentu bagi
orang vang beragama Islam sebagaimana vang diromuskan
dalam Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1989 tentang, Peradilan Agama
“Pengadilan Agama adalah salah sato pelaksana kekuasaan
kehakiman bagi rakvat pencari keadilan vang beragama [slam
mengenal  perkara  perdata  tertentu  yang  diatur  dalam
undang-undang ini “. Dengan demikian keberadaan
Pengadilan Agama dikhususkan kepada warga negara
Indonesia yang beragama [slam.

Setelah UL No. 7 Tahun 1989 diperbaharui dengan UU
No3 Tahun 2006, maka rumusan tersebut juga ikut berubah,
hal ini karena berkaitan dengan ruang lingkup kekuasaan dan
wewenang pengadilan agama bertambah. Dengan adanya
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perubahan tersebut maka rumusan yang terdapat dalam Pasal
2 UU No. 3 Tahun 2006 adalah * Pengadilan Agama adalah
salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencard
keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini ”.

Dalam pengertian Pengadilan Agama tersebut kata
“Perdata” dihapus. Adapun maksud dari dihapusnya kata
“perdata” adalah:

I. Memberi dasar hukum kepada Pengadilan Agama
dalam menvelesaikan pelanggaran  atas  undang-
undang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya.

2. Untuk memperkvat landasan hukum  Mahkamah
Syariah  dalam  melaksanakan  kewenangannva i
bidang jinayah berdasarkan Qonun.

Dalam Pasal 4% UU Mo, 7 Tahun 1989 disebutkan
bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,
memutus, dan menyelesaikan  perkara-perkara di tingkat
pertama antara orang-orang vang beragama [slam dalam
bidang :

a. Perkawinan

b. Kewarisan, wasiat, dan hibah vang dilakukan
berdasarkan hukum Islam, dan

¢ Wakaf dan shadagoh

Adapun ruang lingkup kekuasaan Peradilan Agama
dalam perkara perkawinan, sebagaimana bunyi penjelasan
Pasal 49 avat () Undang-undang tersebut, antara lain
meliputi: 1) lzin beristri lebih dari seorang; 2} lzin
melangsungkan perkawinan bagi yang belum berosia 21
tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam
garis lurus terdapal perbedaan pendapat; 3) Dispensasi kawin;
4) Pencagahan perkawinan; 5) Penolakan perkawinan olch
Pegawal Pencatal Nikah; 6) Pembatalan perkawinan; 7)
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Gugatan kelalaian atas  kewajiban  suami  alau  istri; H)
Perceratan  karena talak dan gugatan perceraian; 9)
Penyvelesaian harta bersama; 10) Perkara penguasaan anak; 11)
Putusan mengenai sah atau tidaknya seorang anak; 12)
Pencabutan kekuasaan orang tua atau wali; 13) Penunjukkan
orang lain sebagai wali dalam hal kekuasaan seorang wali
dicabut; 14) Penetapan asal-usul seorang anak; 15) Penolakan
pemberian  keterangan  untuk  melakokan  perkawinan
campuran; dan 16) Pernvataan tentang sahnya perkawinan
yvang terjadi sebelum divndangkannya UL Nomor 1 Tahun
1974 tentang, Perkawinan,

Kemudian kekuasaan PA dalam mengadili perkara-
perkara warisan, wasiat, dan hibah didasarkan pada asas
“personalitas keislaman”, Artinya, kewenangan PA dalam
mengadili perkara-perkara tersebut meliputi seluruh golongan
rakyat vang beragama Islam.

Adapun kekuasaan PA  dalam mengadili perkara
kewarisan mencakup: 1) Penentuan siapa-siapa vang menjadi
ahli waris; 2) Penentuan mengenai harta peninggalan (Hrkelt);
3) Penentuan bagian masing-masing ahli waris dari harta
peninggalan; dan 4) Melakukan pembagian harta peninggalan,

Sedangkan kekuasaan PA  dalam  bidang wakaf
berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977
tentang, Perwakatan Tamah Milik, Dalam pasal 22 PP tersebut
dikatakan bahwa: “Penyvelesaian perselisihan sepanjang yang
menyvangkut persoalan perwakalan tanah, disalurkan melalui
Pengadilan  Agama setempat sesual  dengan  ketentuan
undang-undang vang berlaku”. Penjelasan pasal tersebut
mengatakan bahwa penvelesalan perselisthan vang menjadi
yurisdiksi Pengadilan Agama adalah masalah keabsahan
mewakafkan seperti vang dimaksud 'P dan masalah-masalah
lain yang menvangkut masalabh wakaf berdasarkan syari'at
Islam. Sedangkan masalah-masalah lainnya yang secara nyvata
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menyangkul hukum perdata dan hukum pidana diselesaikan
melalui Pengadilan Negeri.

Ruang lingkup kewenangan Peradilan Agama di atas,
schagaimana vang diatur dalam Bab I UUPA, pada
prinsipnya memiliki kesamaan makna dan perumusannya
dengan kekuasaan vang ditentukan bagi lingkungan Meradilan
Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara. Termasuk jenis
kekuasaan, fungsi dan  kewenangannya. Perbedaannya
terletak pada bidang kekuasaan mengadili vang disesuaikan
dengan ciri yang dilekatkan pada masing-masing lingkungan
peradilan tersebut (Imam Anis; 1985),

B. Perintah Satu Hukum Acara Peradilan Agama

Dalam UUD 18945 dan UL No. 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman ada mengatur yang terkait dengan
Meradilan Agama yaitu :

Pasal 24 avat (2) UUD 1945
Kekuasaan  kehakiman  dilakukan oleh  sebuah

Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada
di bawahnya dalam lingkungan peradilan wmum,

lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan
militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan
oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. *™®)

Pasal 24A ayat (5) UUD 1945

Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara
Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya
diatur dengan undang-undang. ***)

Pasal 25 avat (1) UU No. 48 Tahun 2009

Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah
Agung meliputi badan peradilan dalam  lingkungan
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peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer,
dan peradilan tata usaha negara.

Pasal 25 ayat (3) UU No. 48 Tahun 2009

Feradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berwenang memenksa, mengadili, memutus, dan
menyvelesaikan  perkara  antara orang-orang  vang
beragama Islam sesuai demgan ketentuan peraturan
perundang-undangan,

Pasal 28 UL Mo, 4B Tahun 2000

Susunan, kekuasaan, dan hukum acara Mahkamah
Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diatur dalam
undang-undang

Berdasarkan baik ULUD 1945 maupun UL No, 48 Tahun
2002 menentukan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu
kekuasaan  Kehakiman  memiliki - susunan,  kedudukan,
keanggotaan dan hukum acaranya sendiri-sendiri yvang diatur
dengan ULl Dengan demikian jelaslah bahwa secara
konstitusional dan yuridis Peradilan Agama harus memiliki
Hukum acaranva sendiri vang diatur dengan UU dalam
pengertian adanya Hukom Acara Peradilan Agama Nasional
yvang komprehensif dalam suatu UL

. Menuju Hukum Acara Peradilan Agama Unifikasi

Dalam rangka memenohi perintah konstitusional dan
vuridis di atas bahwa bagl Peradilan Agama harus memiliki
hukum acara sendiri vang dituangkan dalam suatu undang-
undang, maka perintah itu harus dikaji sesecara mendalam
dengan memperhatikan aspek filosofis, vuridis dan sosiologis.
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a. Aspek Filosofis

Secara filosofis pembentukan hukum perdata
dan hukum acara perdata Barat pada abad ke XIX,
didasarkan pada nilai-nilai vang berlaku dalam tradisi
negara hukum Eropa Kontinental. Nilai-nilai dan asas-
asas hukoum Barat sangal menjunjung tinggi nilai-nilai
hak individual dan hak asasi manusia vang bersifat
sekuler. Artinya ketika pembentuk  undang-undang
lersebul merencanakan, menyusun dan pemberlakuan
aturan  tersebut  hanva memperhatikan  lingkup
kepentingan  hukum masyarakat Eropah, khususnya
MNederland belaka, tidak peduli dan memperhatikan
hal-hal lain yang terjadi dan akan terjadi di luar
komunitas masyarakat Eropa. Ketika unifikasi hukum
dan kodifikasi hukum berlaku di Hindia Belanda
sebagai daerah jajahan, maka melalui politik hukum
konmkordansi, aturan hukum acara dan hukum perdata
miteriil Baral hanya berlaku untuk orang Nederland
{Belanda) yang ada di Hindia Belanda serla orang yang
persamakan.

Ketika orang Indonesia (dahulu Bumi Putera)
diberi kesempatan untuk menyelesaikan
perkara/sengketa hukum berdasarkan kevakinannya,
maka hukum materiill dan hukum acara vang
digunakan adalah aturan berdasarkan tradisi dan
paham vang berlakuo di Iirlﬂkl,u'l.gan setempat. Artinya
prosedur/ mekanisme  penvelesaian  sengketa  tidak
didasarkan pada satu kitab hukum, melainkan sangat
bervariasi dan sangat bergantung pada kemampuan
ahli  agama menterjemahkannya, ketika  vang
bersangkutan ditunjuk dalam menyelesalkan perkara

2 E. Usrech., Pengantar Dalam Hukum indonesta {Jakarta: Prodnys Paramits,
140}, hilm 5H-67.
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tersebul. Dengan demikian lidak ada panduan hukum
acara vang terstruktur dan sistematis, maupun aturan
hukum materiil vang tertulis sebagai panduan,™
Bahkan untuk hukum materiil vang dijadikan rujukan,
banyvak tersebar dalam beberapa kitab-kitab fkih
berdasarkan aliran atau mazhab hukum fikih yang
berkembang di Indonesia,

Kemudian ketika negara menghendaki dan
mengarahkan pembentukan dan pembangunan hukum
harus mengikuti garisan dalam prosedur legislasi dan
tertulis dalam bentuk undang-undang, maka hukum
materiil yang mengatur kepentingan omat Islam di
Indonesia diarahkan untuk mengikuti kebijakan yang
diterapkan oleh negara. Dengan kata lain. ketika
dimulainya membentuk aturan yang berangkat dan
nilai-nilai hukum [slam vang menjadi kewenangan
Mengadilan Agama, maka aturan hukum vang digagas
dan di arahkan berbentuk aturan tertulis, dengan
bentuk  undang-undang  sebagai  acuannva.  Dalam
perkembangan global, pola pemilihan aturan dalam
bentuk undang-undang sama dengan beberapa negara
Islam, terutama negara Mesir. Antara Indonesia dan
Mesir terdapal beberapa kemiripan dalam  sejarah
hukum.

Pertama, sebelum datangnva penjajah Barat,
dalam bidang peradilan, Pengadilan Agama atau
Mahkamah Syar'ivyvah adalah lembaga peradilan yang
dominan di kedua negara.

Kedua, Indonesta dan Mesir sama-sama
merasakan  dualisme  pendidikan  hukum  dan
peradilan. i satu pihak terdapat pendidikan hukum

H Lilat dalam Republika, Selasa & Desember 2001,
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untuk hukum warisan kolonial vang bermuarn ke
Pengadilan Umum dan di lain pihak terdapat
pendidikan syari’ah untuk hukum Islam yang
bermuara ke Pengadilan Agama.

Ketiga® kedua negara sama-sama berbasis
tradisi civil law di mana asal usul hukum materiil dan
acara berasal dari Prancis. Mesir mengambilnya
melalui Code Napoleon dan perundang-undangan
Perancis modern, sedangkan Indonesia mengambilnya
melalui  Belanda karena Belanda pernah dijajah
Perancis.

Keempat, kedua negara  berusaha  untuk
menyatukan kedoa sistem hukum dan peradilan dalam
kerangka hukum nasional masing-masing. i Mesir,
hukum privat Islam suodah menvatu dengan hukum
private umum dan Peradilan Agama (Mahkamah
Svar'iyyah) sudah menyatu dengan Peradilan Umum,
sementara itu, Indonesia sudah mempunyai Undang-
Undang No, 35 tahun 1999 yang digantikan dengan
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman sebagai wpaya menvatukan
peradilan satu atap di bawah Mahkamah Agung,

Pada kenyataannya wusaha memperjuangkan
dan mengangkat norma hukum lslam sebagai panduan
umat Islam ke dalam hukum nasional, ternyvata
menghadapl berbagai masalah dan tantangan, dari
internal umat Islam maupun di luar wmat 1slam. Di
kalangan internal umat Islam, ketika mempenuangkan

= Rifyal Ba'bah, Mebwn [slgme of fedoncsio; Perspebnils Mahouraraadivah dan
WL {Inkorto: Universins Yorsi, 19599, hlm 63, Lihot jugn. Moh, Do AR
Hikum Felom: Pesraniar e Hdar dan Taig Hakuar Ivfam o Tedlomssion,
{Jaknrta: Rojowali Pross 19937, him 13,
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positivisasi hukum materiil Islam ke dalam hukum
nasional, ternyata mendapal hambatan dan tantangan
dari kelempok penentang. Belum lagi menghadapi
kelompok di luar umat Islam yang lebih menghendaki
aturan hukum tidak ada prioritas pada kelompok
tertentu berdasarkan golongan, ras maupun agama,®
Kemudian ketika memperjuangkan hukum  materiil
masuk ke dalam proses legislasi, lernvata menghadapi
peruangan  vang bdak ringan, terutama  tentang
tatacara dan prosedur yvang harus dilalui menghadapi
kekuatan yang berada di lembaga legislatif, maupun di
luar lembaga legislatif. Ketika memperjuangkan
hukum di bidang hukum pribadi dan hukum keluarga
dan peradilan agama dijadikan hukum positif, ternyata
perjuangan legislasi sangat mengedepankan posisi
tawar kekuatan politik terhadap pihak penguasa dan
kekuatan politik di DPR untuk menjadikan aturan
tersebut sebagai bagian dari tata hukum dan berlako
mengikat bagi masyarakat lslam di Indonesia.

Aturan hukum i bidang perkawinan vakni
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai hukum
negara  dan  berlako  untuk  semwpa  masvarakat,
menuntut agar hal-hal vang menvangkul di bidang
perkawinan mempedomani  ketentuan yang diatur
dalam undang-undang tersebut. Bagi orang Islam
ranah bidang perkawinan dan hal segala akibatnva
vang dilembaga perkawinan, sangat berkaitan dengan
aspek sakralitas atau keyakinan, ternyata di dalam
prakteknva  memunculkan  masalah  di  dalam
penerapannya. Dalam perkembangannya sejak tahun

- Polink fukom pemisahan ras sudoh dilaksanpken pads mosa Pemeriniahan

Hindw Belandas sebagaimana tercantom & dolam Pasal 163 L5, Lihat B, Utrecht,
Pengantar. Chpcit. him 66-59,
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2003 Kementerian  {Departemen)  Agama  lelah
membuat Rancangan  Undang-Undang  Hukum
Terapan Peradilan Agama (RUU HTFA), terakhir
dirubah menjadi Rancangan Undang-Undang Hukum
Materiil Peradilan Agama (RULU HMPA) bidang
perkawinan. (Muhammad Isna Wahyudi, 20010: 3).
Tujuan utamanya untuk menjadikan hukum keluarga
[slam di Indonesia sebagai hukum vang progresif dan
tidak bertentangan dengan UL Mool Tahun 1974 dan
P Mo Tahun 1975, Begitu juga peradilan agama yang
dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun
1989, adalah upava untuk menjadikan Pengadilan
Agama lebih mandiri setara dengan lembaga peradilan
lainnya sesuai dengan amanat dari Pasal 10 Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan
Pokok Kekuasaan Kehakiman, Namun di dalam
praktek penyelenggaraan dan pemeriksaan perkara
tidak mempunyai hukum acara tersendir, sehingga
mielalul ketentuan Pasal 54 ditegaskan bahwa hukum
acara vang digunakan di lingkungan peradilan agama
adalah hukum acara yang berlaku di lingkungan
peradilan agama sepanjang tidak diatur secara khusus
dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama.

Pemberlakuan hukum acara secara mutatis
mutandis Hukum Acara Terdata Barat vang
orientasinya bersifal mekanistik sebagai hukum acara
peradilan agama, termyata memunculkan berbagai
persoalan, baik dar sisi aturan hukumnya maupun
praktik di bidang hukum perkawinan di tengah
masyarakat, khususnya bagi orang yang beragama
[slam. Aspek sakralitas  vang  berlandaskan  pada
kevakinan agama dalam penyelenggaraan maupun

162 | HUKUM PEMBUKTIAN D1 PERADILAN AGAMA



pembinaan hubungan perkawinan, mulai bergeser
pada sisi mekanistik berdasarkan hukum acara vang
berlaku kewarisan. Begitu juga halnya di bidang zakat,
wakaf serta ekonomi syariah  sesuai  dengan

kewenangan peradilan agama.

Persoalan hukum acara perceraian di peradilan
agama vang dilakukan secara mutatis mutandis
sebagai hukum nasional, ternvata telah mengalami
pangguan  (disturbanee)  di dalam praktek  dan
pergeseran i dalam  proses  penegakannya.
Penvebabnya tidak lain prosedur perceraian, baik yang,
datang dan suwami yvang disebut permohonan ikrar
talak, maupun perceraian yang datang dari isten vang
disebul gugatan cerai. di dalam proses beracara di
Pengadilan  Agama lebih  bersifat mekanishk
prosedural  mengikuti tatacara pembuktian
berdasarkan hukum acara perdata Barat.

Aspek sakralitas sebagai pedoman utama
dalam menvelesaikan perkara umat [slam  di
Pengadilan Agama menghadapi dilema aturan yang
sangat mekanistik, ditambah pergeseran  sosial
masvarakat, seolah-olah  perceraian hanya  semata
proses  peradilan, terdepas  darl  aspek  sakralitas
berdasarkan keyvakinan agama.

Menurut  Busthanul  Arifin Hukum  Acara
Peraditan Agama ini telah sesuai dengan kelentuan-
ketentuan Hukum Islam, namun dengan penckanan
dari seg1 moral dan penveragaman istilah-istilah.™ Jadi
hanva bersifat formalitas belaka saja.

* hid
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b. Aspek Yuridis
Sumber hukum acara peradilan agama adalah

1.

2,

i

1.

1.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama.
Lindang-undang Nomor 20 Tahun 1%7 tentang
Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura.
Uindang-undang MNomor 5 Tahun 2004 tentang
Perubahan atas Undang-undang MNomor 14
tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor
9 tahun 1975 tentang DPelaksanaan Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974.

LUndang-undang Momor 41 Tahun 2004 tentang
Wakal.

Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)
untuk Jawa dan Madura.

Rechisreglement Buitengewesten (RBg.) untuk
luar Jawa dan Madura.

Reglement op de Burgerlijke Rechisvordering
(Rv).

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun
1991 tentang penggunaan Kompilasi Hukum
Islam sebagai pedoman dalam penyelesaian
masalah-masalah  di  bidang  Perkawinan,
Perwakatan dan Kewarisan

Yurisprudensi, yaitu kumpulan vang sistematis
dari Putusan Mahkamah Agung vang diikuti
oleh Hakim lain dalam putusan vang sama.
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12. Surat  Edaran Mahkamah Agung sepanjang

menyangkut Hukum Acara Perdata.
Sebagai landasan Hukum Acara Peradilan

Agama, perlu dipedomani Asas-asas Hukum Acara
Peradilan Agama sebagai berikut :

1.

Peradilan Agama adalah Peradilan Negara
ipasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun
2004, pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 jo Undang-undang Nomor 3 tahun 2006,
Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-
orang, vang beragama Islam (pasal 1 angka 1
Undang-undang Momor 7 Tahun 1989),
Peradilan Agami menetapkan dan
menmegakkan hukum berdasarkan keadilan
berdasarkan Pancasila (pasal 3 ayat (2) Undang-
undang Nomor 4 tahun 2004).

Peradilan Agama memeriksa, memutus dan
menyelesaikan perkara  berdasarkan  hukum
Islam (pasal 2, 49 dan Penjelasan Umum
Undang-undang Nomor 3 tahun 2006),
Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan
Ke Tuhanan Yang Maha Esa (pasal 4 Uindang-
undang Momor 4 tahun 204, pasal 57 avat (1)
Undang-undang Momor 3 tahun 2006).
Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat
dan biava ringan (pasal 2 avat (I) Undang-
undang Nomaor 4 tahun 2004, pasal 57 ayat (3)
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989).
Peradilan dilakukan menurut hukum dan tidak
membeda-bedakan orang (pasal 5 ayat (1)
Undang-undang Momor 4 tahun 2(04, pasal 58
ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 19589).
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8 Peradilan dilakukan bebas dari pengaruh dan
campur tangan dart luar (pasal 4 ayat (3
Undang-undang Nomor 4 tahun 2004).

9, Peradilan dilakukan dalam persidangan Majelis
dengan sekurang-kurangnva tiga orang Hakim
dan salah satunyva sebagal Ketua, sedang yang
lain sebagai anggota, dibantu oleh Panitera
Sidang (pasal 17 ayat (1}, (2) dan (3) Undang-
undang Momaor 4 tahun 2004).

10, Pihak vang diadili mempunyai hak ingkar
terhadap Hakim yang mengadili {pasal 29 ayal
{1) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004).

11. Beracara dikenakan biava (pasal 121 avat (1)
HIR, pasal 145 ayat (4) RBg.).

12, Hakim bersifat menunggu (pasal 49 Undang-
undang Nomor 3 tahun 2006).

13, Hakim pasif (pasal 118 ayat (1) HIR, pasal 142
avat (1) RBg.)

14. Persidangan  bersifat  terbuka untuk  umum
{pasal 19 aval (1) Undang-undang Nomor 4
tahun 2(XM).

15. Hakim mendengar kedua belah pihak (pasal
121 HiR.pasal 145 RBg., pasal 5 ayat (1)
Undang-undang Nomor 4 tahun 2004, pasal 58
ayat (3) Undang-undang Momaor 7 Tahun 1989).

16. Tidak harus diwakilkan (pasal 123 HIR, pasal
147 RBg.).

17, Hakim wajib mendamaikan para pihak (pasal
130 HIR, 154 RBg, pasal 39 avat (2) Undang-
undang Momor 1 Tahun 1974),

18, Hakimm membantu para pihak (pasal 5 ayal (2)
Undang-undang Nomor 4 tahun 2004, pasal 58
avat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989),
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19.

21.

23

24,

Hakim wajib menghadili setiap perkara yang
diajukan kepadanya (pasal 16 ayat {1) Undang-
undang Nomor 4 talwn 2004).

. Putusan harus disertai alasan (pasal 25 ayat (1)

Undang-undang Nomor 4 tahun 2004, pasal 62
avat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989,
pasal 184 avat (1jdan pasal 195 RBg.).

Tiap putusan dimulai  dengan  kalimat
"Bismillahir rahmaanir rahiim” ditkuti dengan
"Demi Keadilan Berdasarkan Ke Tuhanan Yang
Maha Esa” (pasal 57 Undang-undang, Nomor 7
Tahun T989).

.Semua putusan Pengadilan hanya sah dan

mempunyai  kekvatan  hukum  apabila
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
(pasal 20 Undang-undang Nomor 4 tahun
20044),

Tiap-tiap pemeriksaan dan perbuatan hakim
dalam penyelesaian perkara harus dibuat berita
acara (pasal 186 HIR, pasa %6 Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989).

Terhadap setap putusan diberikan jalan upaya
hukum berupa banding, kasasi dan peninjauan
kembali (pasal 21. 22 dan 23 Undang-undang
MNomor 4 tahun 2004).

. Pelaksanaan putusan Pengadilan wajib menjaga

terpeliharanya  peri  kemanusiaan dan peri
keadilan (pasal 36 ayat (4) Undang-undang
Momaor 4 tahun 2004),

Peradilan Apama adalah Peradilan MNepara

vang sah, disamping sebagai Peradilan Khusus, vakni
peradilan Islam di Indonesia, vang diberi wewenang
oleh peraturan perundang- undangan negara, untuk
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mewujudkan hukum malerial Islam dalam batas-batas
kekuasaannya.

lika demikian maka Peradilan Agama dalam
Hukum Acaranya minimal harus memperhatikan LU
No. 7 Tahun 1989 dan telah diamandemen menjadi UU
No. 3 Tahun 2006, ditambah dengan 8 macam
peraturan perundang-undangan vyang tadi telah
disebutkan selain dari itu, pada suatu ketika Peradilan
Agama masih harus memperhatikan hukum proses
menuarut Islam, Kesemuanya inilah vang dinamakan
sumber Hukum Acara Peradilan Agama

¢. Aspek Sosiologis

Hukum acara peradilan agama vang ada
sekarang ini sudah tidak relevan lagi dengan kondisi
sosial masyarakat dan keluar darn asas sederhana,
cepat dan blaya rmgan.

Penulis berpendapat sumber-sumber hukum
acara diatas sudah tidak layak untuk sekedar di
tafsirkan, karena untuk menafsirkan tetap harus ada
teks (pasal-pasal) yang ditafsirkan. Dan “hukum tafsir”
menyatakan bahwa “tafsir” tidak boleh bertentangan
dengan yang “ditafsir”.

Khusus wentang HIR/RBG vang telah berusia
“jompo”, tentunva sudah sangat sulit menjawab
tuntutan zaman, apalagi jika kita sandingkan dengan
kehidupan masyarakat moderen  vang  mempunyai
tingkat mobilitas tinggi, jadi penafsiran saja tidak
cukup.

Menurut Abdul Manan produk-produk hukum
kolonial merupakan salah satu penghambal pencgakan
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keadilan  dan  kebenaran, yang  selengkapnya
menyatakan

“Untuk mewujudkan ketentuan tersebut diatas,
banyak kendala vang harus dihadapi, antara lain,
pertama: masih digunakannyva produk hukum kolonial
dan produk-produk hukum nasional yang sudah tidak
sesuai  lagi dengan keadaan sekarang, sehingga
menyebabkan dukungan hukum diberbagai bidang
belum optimal. Selama prodouk hukum yang demikian
maka pembangunan hukum di Indonesia sulit untuk
memenuhi dinamika masyarakat,.™

Pemikiran Abdul Manan, ini tentunya
mempertegas analisa yang penulis kemukakan bahwa
hukum acara vang berlaku di pengadilan agama telah
keluar dar jalur asas sederhana, cepat dan biaya
ringan, bahkan lebih dari itu Hukom Acara di
Peradilan Agama telah menghambat hak masyarakat
pencari keadilan untuk mendapatkan keadilan dengan
cara sederhana, cepat dan biaya ringan.

Disamping Undang-undang dan Peraturan
Pemerintah, betul ada beberapa upaya yang dilakukan
oleh Mahkamah Agung untuk mengelimir kelemahan
HIR/RBG sebagaimana vang dimaksud diatas, seperti
Peraturan Mahkamah Apung (FERMA), Surat Edaran
Mahkamah Agung (SEMA), Revisi buku Il dan Hasil
Rakernas, upaya-upaya tersebul cukup membantu
Hakim ketika beracara di Pengadilan, tetapi belum bisa
mengakomodir proses persidangan Sederhana, Cepat
dan Biava ringan.

* H, Abdul Manan, Aspek-Aspek Penguboh Hukum, lakarta, Kencana,
2005, h.66
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“Hukum acara perdata adalah rangkaian
peraturan-peraturan  yang memual cara bagaimana
orang harus bertindak terhadap dan dimuka
pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus
bertindak satu sama lain untuk melaksanakan
beralannya peraturan-peraturan hukum perdata.” ®

Defenisi Hukum acara sebagaimana vang
dimaksud oleh Wirjono diatas memberikan gambaran
bahwa hukum acara adalah alat untuk menuju tujuan
utama yaitu keadilan. Jadi secara singkat dapat penulis
katakan bahwa karena hukum acara adalah “alat”
maka sangat tidak wajar jika “alat” justru menghambat
“tujuan”,

Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama
scharusnya memudahkan -sederhana, cepat dan biava
ringan- proses persidangan dalam rangka memutus
perkara dengan seadil-adilnya

Untuk melengkapi argumen penulis maka ada
baiknya penulis kobf pendapat Mantan Ketua
Mahkamah Agung Republik Indonesia: "Hukum acara
itu  mengabdi  kepade  Hukum Muterdl,  mcka deregan
sendirinya settap perkembangan dalam Jeckwm maberd] it
sehmikmya  selalu  ditkuli  dengan penyesuoian fakum
acrmeny, ™ 12 Sekdan puluh tahun yvang lalu R
Soebekti  telah  mengingatkan  kila  arti  penling
pembaruan Hukum Acara Perdata, Walaupun disisi
lain hukum materil berubah sangat lambat tetapi
perubahan  sosial  (ekonomi, politik) masvarakat
menuntut  pelavanan  lembaga peradilan  yang

* Wirjono Proadischkoro, Mukum Soary Pendate of Indamesia,
Bandung. Sumur, 1982, b, 12
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sederhana, cepal dan biaya ringan tanpa mengurangi -
keadilan-,

Penulis menvadari bahwa pembaruan hukum
acara tidak bisa terwujud dalam waktu singkat, karena
“sistem hukum Indonesia bukan hukum ciptaan
Hakim (judge made law) , tetapi terutama melalui
pembentukan undang-undang oq undang-undang (the
civil law system)."13 Ini artinya pembaruan hukum
acara perdata akan melibatkan banyvak fihak dan
banyak kepentingan bukan saja Yudikatif tetapi juga
eksekutil dan legislatif, Terhadap hambatan ini penulis
berharap, kepada Badilag agar terus mendorong dan
menfasilitasi  gerakan  pembatuan Hukum  Acara
Perdata Peradilan Agama, disisi lain Badilag bersama
Mahkamah Agung segera merumuskan Payung
Hukum sementara agar Hakim-Hakim Peradilan
Agama berani mengesampingkan (pasal-pasal) Hukum
Acara yang bertentangan dengan asas sederhana, cepat
dan bifaya ringan. Salah satu contoh vaitui Surat
Edaran Mahkamah Agung (SEMA)] Noamor 3 Tahun
24 tentang Tata cara Pelayanan dan Pemeriksaan
Perakar Voluntair lisbat Nikah Dalam Pelayanan
Terpadu.

DR, RAHMIDA ERLIYANI, 5.H., MLH, 2019 | 111



BAB &
FERKEMBANGAN HUKUM PEMBUKTIAN DI
INDONESIA

A. Perkembangan Hukum Acara Perdata

Hukum Acara Perdata adalah hukum perdata formal
vang bertujuan menegakakn hukum perdata materiil. Dengan
Hukum Acara Perdata ini maka hukum perdata ditegakkan di
proses hukum oleh lembaga pengadilan. Sehingea ekesivtens
hukum acara perdata sangat penting bagi hukum perdata
materiil, karena dengan hukum perdata formal ini maka
hukum perdata materiil dapat ditegakkan.

Hukum Acara Perdata mengalami  perkembangan
dalam beberapa hal, baik dalam aspek teknis prosedural
administrast  perdata mauspun  dalam  hal  pembuktian
berkenaan  dengan  alat bukti  sejalan dengan kemajuan
teknologi dalam era globalisasi kini.

Hukum Acara Perdata selama ini vang berlako di
Peradilan Umum  berlaku pula di lingkungan Peradilan
Agama, sesuai dengan pasal 54 Undang Undang Peradilan
Agama, sepanjang vang tidak diatur khusus di lingkungan
Peradilan Agama. Jika terjadi perkembangan dalam hukum
acara perdata peradilan umum maka juga berlaku untuk
perkara perdata pada lingkungan Peradilan Agama.

Perkembangan hukum acara perdata vang terjadi
sekarang Jdi antaranva dalam proses penvelesaian perkar,
semula proses mediasi adalah proses penvelesaian perkara
perdata melalui jalur non litigasi, dan kini masuk dalam
proses Litigasi di pengadilan dengan adanva 5EMA No 1
Tahun 202 lentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkal
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Pertama  Menerapkan Lembaga Damai (eks pasal 130
HIR/pasal 154 RBg).vang memformalkan mediasi dalam
hukum acara perdata. Eksistensi mediasi sebagai bagilan
hukum acara perdata yang di formalkan masuk dalam awal
proses beracara perdata di pengadilan didasari adanva
kewajiban hakim untuk mendamaikan sebagaimana amanat
pasal 130 avat (1) HR/ pasal 154 avat (1) RBg,

Kemudian SEMA Mo 1 Tahun 2002 ini diganti dengan
PERMA NO 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan. Dan PERMA ini mewajibkan semua perkara
tingkat pertama di pengadilan perdata baik di Lingkungan
Peradilan Umum maupun di lingkungan Peradilan Agama
menerapkan proses mediasi ind, dengan kensekuensi jika tidak
diawali dengan mediasi terlebih dahulu untuk pemeriksaan
sehiap perkara perdata maka akan berimplikasi pada batalnya
putusan hakim pada perkara tersebut.Menurut PERMA ini
para pihak wajib menempuh mediasi in terlebih dulu sebelum
pemeriksaan perkara. Dan para pihak dapat memilih mediator
vang mercka inginkan atau jika tidak dapat memilih mediator
dari luar pengadilan, maka dapat memilih dari Hakim
Pengadilan yvang sudah bersertifikat sebagai Mediator yang
tersedia dalam daftar Hakim Mediator Pengadilan. Proses
mediasi akan di tempuh selama maksimal 22 harl sejak
dikeluarkannya Pemetapan Ketua Pengadilan untuk Hakim
Mediator untuk perkara tersebut.Kemudian PEEMA No 2
Tahun 2003 direvisi dengan PERMA No 1 Tahun 2008 yang
kemudian sekarang direvisi lagi dengan PERMA No 1 Tahun
2016,

Keberadaan DProses Mediasi dalam Litigasi  ind
merupakan suatu terobosan hukum untuk lebih menggiatkan
agar perkara perdata di pengadilan adapat diselesaikan
dengan perdamaian.Ini adalah perkembangan hukum acara,
sebab sebelumnnya dalam tahapan beracara perdata di
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pengadilan (litigasi) tidak meneganl proses mediasi dengan
tahapan tahapan mediasinya tersebut. Mediasi adalah bentuk
penyelesaian perkara non litigasi pada awalnya, dengan
tujuan untuk mengupayakan perdamaian antara para pihak
vang berperkara perdata, maka lembaga ini diformalkan
dalam hukum acara perdata.

Perkembangan selanjutnya  dalam  hukum acara
perdata adalah berkenaan dengan alat bukti. Dalam hukum
pembuktian pada perkara perdata sebagaimana HIR dan RBg
menentukan ada beberapa macam alat bukti yakni sural atau
tulizan, Kesaksian dar saksi. Persangkaan, Pengakuan dan
Sumpah, ditambah adanva dikenal Pemeriksaan Setempat dan
keterangan ahli atau saksi ahli.

Dengan adanva kemajuan teknologi dan dikenalnya
system digital maka kita mengenal tanda tangan elekiromik |
digital ) surat elektronik, dan bukti bukti clektronik lainnya,
misalnya data dalam computer, dan lain lain surat yang
sifatnya digital Kemudian kita mengenal vedio,gambar yang
sifatnya elektonik, rekaman suara, gambar dan lain lain yvang
dilakukan secara visual, Sehingga manjadi perkembangan bagi
perluasan alat bukti. Misalnya surat ada dikenal surat secara
konvensional adapula secara digital atan surat elektronik, bisa
email, caht chat dalam dunia maya pada media sosial secara
eletronik misalnya Facebook Whatshap, Instagram, dan lain

lain.

Perkembangan alat bukti digital atau alat bukd
elektronik tidak terlepas dan kemajuan teknologi. Dan secara
normative  perkembangan  masayrakat dalam  duma
komunikast, juga sduah diakomodir hukum kita denngan
lahimya UL Ne 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik ( ITE) vang di perbaharui dengan
Undang Undang No 19 Tahun 2016, Dalam UU ITE ini tegadi
penambahan jenis alat bukti pada perkara perdata yakni alat
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bukti berupa bukii elekironik, dapal berupa tulizan, lolo,suara,
gambar merupakan informasi elektronik, sedangkan tulisan,
foto,suara atau gambar yang tersimpan dalam flasdisk atau
perangkat  computer dinamakan dokumen elektronik,
biasanya dalam bentuk file atau data. Menurut UU ITE maka
baik informasi elektronik ataupun  dokumen elektronik
merupakan perluasan alat bukti, dan diakui sah sebagai afat
bukei.

Ketentuan UU ITE ini tentang alat bukt elektronik di
akui oleh Mahkamah Agung Deegan SEMA No 14 Tahun 2010
tentang,  dokumen  elektronik  sebagai  kelengkapan
permohonan kasasi dan Peninjauan Kembali, Selain itu juga
dengan PERMA No 3 Tahun 2018 tentang administrasi
perkara dengan cara elektronik atau E Court. Kemudian lahir
lag TERMA No 1 Tahun 2019 tentang I Litigasi.

Perluasaan Alat Bukti Tulisan

Alat bukti menurut hukum acara perdata selama ini
sebelum lahimya UL ITE meliputi alat bukbi surat ataw
tulisan,Kesaksian oleh saksi, persangkaan, pengakuan dan alat
bukti sumpah, sebagaimana di atur dalam paszal 164 Rbg.

Adat bukti tulisan Alat bukti tertulis vang  berisi
keterangan tentang suatu peristiwa, keadaan, atau hal-hal
tertentu, adalah alat bukti berupa tlisan atau sural vang
ditulis dalam bahasa tertentu vang berisi pikiran tertentu yang
dapat dimengerti. Biasanya menuangkan sesuatu perbuatan
hukum atau hubungan hukum tertentu atau menuliskan
peristiwa hukum tertentu.

Pembuktan dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-
tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan  dibawah
tangan, Baik akta otentik maupun akta dibawah tangan dibuat
dengan tujuan sebagai alat boukti, Perbedaan yang penting
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antara kedua jenis bukti tulisan tersebul, vaitu dalam nilai
pembuktian, akta otentik mempunyai pembukban  vang
sempurna. Dengan kesempurnaan akta Notaris scbagal alat
bukti, maka akta tersebut harus dilihat apa adanya, tidak perlu
dinilai atau ditafsirkan lain, selain yang tertulis dalam akta
tersebut. Akta dibawah tangan mempunyal kekuatan
pembuktian sepanjang para pihak mengakuinya atau tidak
ada penyvangkalan dari salah satu pihak. Jika ada salah satu
pihak bdak mengakoinya, beban pembuktian diserabikan
kepada pihak yvang menvangkal tersebul dan penilajan atas
penvangkalan bukti tersebut diserahkan kepada hakim. Baik
alat bukli akta dibawah tangan maupun akia otentik harus
memenuhi  rumusan mengenai sahnva  ssatu  perjanjian
berdasarkan  Kitab Undang-Undang Hukum  Perdata
(selamjuinya disebut KUHPerdata) yakni [asal 1320
KUHPerdata dan secara materil mengikat para pihak vang
membuatnya (Pasal 1338 KUHPerdata) sebagai suatu
perjanjian yang harus ditepati oleh para pihak.

Akta vang dibuat oleh notaris dalam  praktiknya
disebut Akta Relaas atau Akta Berita Acara vang, berisi berupa
uraian Notaris vang dilihat dan disaksikan Motaris sendini atas
permintaan para pihak, agar tindakan atau perbuatan para
pikak yang dilakukan dituangkan ke dalam bentuk akla
MNotaris. Akta yang dibual di hadapan (len overslazn) Nataris,
dalam praktik Notaris disebut Akta Pihak, yang berisi uraian
atau keterangan, pernyataan para pithak yang diberikan atau
vang diceritakan di hadapan Notaris, Para pihak berkeinginan
agar uraian atau keterangannya dituangkan ke dalam bentuk
akta Notaris, Berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdata, kekuatan
pembuktian suatu bukli tulisan adalah pada akta aslinya,
apahila akta vang asli itu ada, maka salinan-salinan serta
ikhtisar-ikhtisar hanvalah dapat dipercava sekadar salinan-
salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinva, vang
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mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukannya.
Kekuatan pembukban akta otentik akan ada selama minuta
akka aslinya masih menjadi bagian prokol Notaris. Apabila
Notaris tersebut pensiun maka protokol Notaris pensiun
tersebut diteruskan oleh Notaris lain sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Akta dibawah tangan adalah akta vang dibuat sendiri
oleh pihak-pihak yang berkepentingan tanpa bantuan pejabat
umum. Akta otentik diatur dalam Herzien Intamdsclt Reglement
(selanjutnya disebut HIR) dan KUHPerdata, namun akta
dibawah tangan ini tidak diatur dalam HIE untuk Jawa dan
Madura. Akta dibawah tangan ini diatur dalam ordonans
Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 karena pada waktu HIR dibuat
(sebelum tabun 1848) akta dibawah tangan tersebut diatur
khusus dalam Staatsblad 1867 Nomor 29 tentang kekuatan
pembuktan tulisan-tulisan dibawah tangan. Untuk daerah
luar Jawa dan Madura diatur dalam Rechisreglement voor de
Buttengewesten {ﬁelanjutn}'a. ﬂi:iingkat Rﬂg} Pasal 286 sampai
diengan Pasal 305, Selain itu, akta dibawah tangan dapat juga
dilihat dalam Pasal TH74 sampai Pasal 1880 KUHPerdata,
Perbedaan antara HIR dan KBg adalah didalam HIR hanya
mengatur mengrnai akta otentik saja, maka RBg selain
mengatur mengenai akla olentik juga mengatur mengenal akta
dibawah tangan.

Sclain  dari  ketentuan  Pasal 1869 KUHPerdata
mengenal  kekuatan pembuktian akta, didalam Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Peraturan Jabatan Notaris
(vang selanjutnya disebut UUJN) juga mengatur ketentuan
pembuktian akta tersebut, vaitu pada Pasal 41, Pasal 44, Pasal
48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51. Beberapa Pasal tersebut
mengatur berperincinya terhadap bentuk akia, dengan tidak
terpenuhinya ketenluan yang ada pasal-pasal tersebut maka
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menyebabkan turunnya (degradasi) kekuatan pembuktian
akta otenbk, Dalam pengertian vang berhubungan dengan
kekuatan bukt, akta notaris sebagai akta otentik memiliki
kekuatan bukti yvang lengkap atau sempurna dan memiliki
kekuatan mengikat, serta telah mencukupi batas minimal alat
bukti vang sah tanpa lagi diperlukan alat bukti lain dalam
suatu sengketa hukum perdata, namun demikian akta tersebut
dapat mengalami penurunan mutu atau kemunduran atau
kemerosotan status, dalam arti posisinya lebih rendah dalam
kekuatan sebagai alat bukti, darit kekuatan bukli lengkap dan
sempurna menjadi  permulaan pembukiian  seperli  akta
dibawah tangan dan dapat memiliki cacat hukum vyang
menyvebabkan  kebatalan  atau  ketidakabsahannva  akta
tersebut, Adapun pelanggaran-pelanggaran yang
menyebabkan akta notaris terdegradasi yaitu sebagai berikut :

1. Formalitas bentuk akta notaris { Pasal 38 UUIN)

2. Syarat-syarat penghadap notaris ( Pasal 39 UUTN)

3. Syarat-syarat saksi notaris (Pasal 40 UUTN)

4. Syarat-syarat pembacaan akta notaris | Pasal 44 UUIN)

L

Syaral-syaral perubahan/pembetulan isi akita (Pasal
48,49,50 UUN)

Alat bukti tulisan atau sural dapat dibedakan, yvaitu
alat bukti surat/tulisan biasa bukan akta dan alat bukti
surat,/tulisan yang berupa akta.

Tulisan biasa bukan akta adalah tulisan biasa yang
semula ditulis atau dibuat tidak ada tujuan untuk pembuktian
dan tidak bsasanyva Hdak ditandatangani oleh pembuatnya,
artinva dari semula pembuatannya tidak ditujukan untuk
pembuktian. Tetapi pada suatu ketika ternyata dapat
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digunakan untuk membuklikan sesuatu hal atau suatu
keadaan atau suatu peristiwa.

Kekuatan pembukban alat bukli surat/tulisan biasa
bukan akta adalah memiliki kekuatan pembuktian bebas,
Artinya tergantung hakim menilainva apakah dapat
membuktikan sesuatu atau tidak.

Adapun alat bukti tulisan berupa akta adalah alat bukti
vang pada pembuatannya disengajakan untuk fujuan
pembukbian, tujuan pembukban untuk  suvatu  perbuatan
hukum, hubungan hukum atau peristiwa hukum tertentu,

Alat bukti berupa akta dapat dibedakan manjadi
akta autentik dan akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan
adalah akta yang dibuat para pihak atau dibuat seseorang
dengan tidak melibatkna pejabal umum yang berwenang

wmtuk membuat akta.

Adapun akta autentik falah surat sebagai alat bukti
vang diberi tanda langan, yang memual peristiwa yang
menjadi dasar suvatu hak atau perikatan, vang dibuat sejak
semula dengan sengaja untuk pembuktian®Jadi untuk dapat
dibuktikan menjadi akta sebuah surat  haruslah
ditandatangani. Akta otentik ialah ‘akta yang dibuat dalam
bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan
pejabat yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat’
(Pasal 1868 KUH Perdata), Akta dibawah tangan ialah akta
yvang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa
bartuan dari seorang pejabal, Jadi semata-mata dibual antara
para pihak yang berkepentingan.®

ble ik bertokusumo, Hukum Acore Perdote indonesio,
{Yogyakarta: Liberty, 2006), him. 149

“Ibid, him, 158
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Alat  bukti  bukti Tulisan atau Surat  dalam
perkembangannya mengalami  perluasan, dengan adanya
perkembangan beknologi dewasa inl, Kemajuan teknologi
digital membuat perubahan pada system hubungan antar
person dalam aktifitas kehidupan, pergeseran dari system
hubungan konvensional face to facesekarang dapat di
lakukan dengan melalui media telekomunikasi via elektronik,
demikian pula bentuk dokoumentidak harus secara fisik
diserahkan tulisan atau surat, tetapi sudah dapat dengan sural
clektronik atau tulisan elektronik, bahkan tanda tangan jupga
bisa secara elektronik. Hubungan di dunia bisnis dapat
berlangsung dengan praktis dan Hdak memerukan waktu
vang cukup lama untuk saling bertukar surat atau memeriksa
dokumen tertentu. Dahulu hubungan hukum keperdataan
dituangkan secara surat dalam bentuk fisik diatas kertas, kini
sudah dapat di lakukan secara elektronik dengan dokumen
elektronik. Negosiasipun juga lebih mudah dan cepat dengan
media elektronik.

Dalam Undang Undang Momor 8 Tahun 1997 tentang
Dokumen Perusahaanpada Pasal 15 Ayat (1) menvebutkan
bahwa ;" Dokumen perusahaan vang telah dimuat dalam
microfilm atau media lainnya sebagaimana dimaksud dalam
pasal 12 Avat (1) dan atau hasil cetaknya meripakan alat bukt
yang sah.”

Adapun UL ITE juga mengakui Alat Bukti Elektronik,
Pasal 5 Ayat (1) UU No 11 Tahun 2008 tentang
ITE.menyebutkan bahwa * Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Eletronik dan / atau hasil cetaknya merupakan alat
bukt hukum vang sah” Ayat (2) menvatakan “ Informasi
Elekronik dan /atau Dokumen Elektronik dan fatau hasil
cetaknya sebagaimana dimaksud Ayat (1) merupakan
perluasan dari alat bukb yang sah sesuai dengan Hukum
Acara vang berlaku di Indonesia,”
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Menelaah ketentuan pada pasal 5 Aval (1) dan (2) UL
ITE dan PMasal 15 Avat (1) UU No& Tahun 1997 tentang
Dokumen Perusahaan, maka kita melihat adanya perluasaan
Alat Bukti Surat atau Tulisan.

C. Kedudukan Alat Bukti Tulisan berupa Akta Notaris dalam
Perkembangan Cyber Notary

Perkembangan  teknologi  dewasa  ini membawa
konsekuensi pada pergeseran hubungan hukum antar person
dalam lapangan hukum, termasuk dalam bidang hukum
keperdataan. Kehadiran UU No 8 Tahun 1997 tentang Wajib
Daftar Perusahaan (WDF) dan lahimya ULl Mo 11 Tahun 2008
yang divhah lagi dengan UL No. 19 Tahun 2016. Tentang ITE.

Kehadiran UU ITE dan WDP itu membuat adanya
perluasaan alat bukti tulisan atau akta, yang mengakui secara
hukum bahwa alat bukti tersebut baik informasi elekironik
maupun dokumen elekironik adalah sah sebagai alat bukti®
Dalam hal ini dapat kita simpulkan sebagai perluasan dari alat
bukti tulilsan.

Alat Bukt Tulisan dalam hukum keperdataan dapat
dibedakan menjadi alat bukti berupa Tulisan Biasa Bukan
Akta dan Alat Bukti Tulisan Berupa Akta. Kemudian Akta
juga dibedakan menjadi Akta Autentik dan Akta Dibawah
Tangan,

Akta Autentik melipub pula akta yang buat oleh
Notaris, vang sering juag diistilahkan sebagai akta notarial.

* sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 Ayat (1) dan (2] UU No 11 Tahun 2008
Je U No 19 Tahun 3016 tentang ITE, juga Pasal 15 Ayat (1) UU No & Tahun
1997,
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Notaris memang diberi kewenangan untuk membuat kata
vang oleh hukum dikategorekan sebagai akia autentik.

Melihat pada kedudukan dan kekuatan akta autentik
inimaka akta notaris sebagai akta aotentik dalam hukum
pembuktian diakui memiliki kedudukan sebagai alat bukti
yang sah dan kekuatannva sangat kuat, karena memiliki
kekuatan pembuktian lahir, kekuatan pembuktian mengikat

dan sempurna.*

Kewenangan Notaris membuat akta autentik sudah
ditegaskan dalam Undang Undang Jaabatan Notaris. Dan
dalam UU tersebut ditegaskan pula syarat formal dan syarat
materiill untuk pembuatan akta tersebut oleh notaris agar
memiliki keduodukan dan kekuatan sebagai akta autentik,
Tetapi apabila syarat syaral lersebul tidak dipenuhi maka
akan tenadi degradasi akta notars menjadi kekeuatannya
hanya sebagai akta dibawah tangan, vang hanyva mempunya
kekuatan pembuktian bebas menurut hukum pembuktian.
Dalam perkembangan sekarang mengenai eksistensi akia
notaris sebagai akta autentk vang digariskan oleh ULUIN
dalam syarat tertentu  untuk membuatnya sebagaimana
disebutkan dalam UUJN Formalitas bentuk akta notaris | Pasal
A UUIN)Svarat-syarat  penghadap notaris | Pasal 39
UUJN)Syarat-syaral saksl nolaris (Pasal 40 UUIN)Syarat-
syaral pembacaan akta notaris ( Pasal 44 UL/IN)Svarat-syaral
perubahan/ pembetulan isi akta (Pasal 48,4950 UL IN).

Mamun dalam  perkembangan  sckarang  lerjadi
perluasan alat bukti bukti tulisan, menjadi persoalan apakah
alat bukbi akta autentik dapat juga dibuat dengan mengikuhb
kemajuan teknologi digital selama ind. Dalam perkembangan
dunia hukum kenotariatan mengenal istilah cyber notary,

™ wekuatan Pembuktian sempurna artinga jika dijadikan sebagal slat bukti di
Pengadilan maka tidak perlu dibuktikan lagi dengamn alat bukt lainnys sepanjang
mengenai apa yang tertuang dalam akta tersebut,
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Peenggunaan istilah cyber nolary di Indonesia tercantum dalam
penjelasan Pasal 15 avat (3) Undang-undang Nomior 3 tahun
2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah  diubah
dengan Undang-undang Nomor, Tahun 2014 (selanjuinya
disingkat menjadi Undang-undang Jabatan Notaris) vaitu.
“Yang dimaksud dengan “ kewenangan lain yvang diatur dalam
peraturan  perundang-undangan”, antara lain, kewenangan
mensertifikasi transaksi vang dilakukan secara elektronik
(cyber mpfery), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek
pesawal  terbang”. Kehadiran istilah  cyber nolery dalam
penjelasan tersebut telah memberikan ruang kepada cuber
notery untuk bisa berkembang di Indonesia. Bahkan hal im
sempat dipandang schagai angin segar dalam  dunia
kenotariatan. Hal ini juga turut disampaikan oleh Fardian
sebagai Pengurus Musat INI (Ikatan Notaris Indonesia) yang
menyambut baik kelahiran cyber nofary dalam Undang-
uncdang.® Adapun Konsep eyber nefary  sudah  mulai
diterapkan di Indonesia® Contohnya Ditjen AHU melalus
sistermnya vang bernama SABH (Sistem Administrasi Badan
Hukum) telah membuat notaris menggunakan sistem cyber
nolary, karena dalam SABH telah menyediakan beberapa
fasilitas seperti dibawah ini¥ Selain itu ada juga vang
memandang bahwa pasal 77 avat dalam Undang-undang

“ Hukum Online. NI gembira cyber notory masuk ke UU Jabatan
Motaris Diakses dari

https:/ fwww hukumeonline. com/beritahaca TS 2FE0103 704 79/ inl-gembéra-
cyber-notary-masuk-ke-uu-jabatan-notaris/, Pada tanpgal 30 September 2019,

" Benny, 2014, “Penerapan Kansep Cyber Notary di Indonesia ditinjau
dart Undong-undang Nomor 2 Tohun 2014°, Tesks Universitas Sumatera Utara
hiedan: Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara. him 7

¥ Diakses dari Direktorst Jenderal Administrasi  Hukum

Umum hitos./fid karinov co.ldfp/ahu-onling html, Pada tanggal 1 Oktobber
2019
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Nomor 41 tahun 2007 tenlang Perseroan Terbatas sebagai
bentuk kewenangan cyfver nofary vang diberikan pemerintah.

Namun perlanyaannya sckarang bagaimana dengan
ketentuan syarat formal dalam pebuatan akta oleh notaris agar
memenuhi kriteria sebagai akta autentik, apabila dibuat secara
digital atau dengan konsep cvber notary, apakah keabsahan
dan kekuatannya sebagai alat bukti sebagaiman yang selama
ini diakui dalam konsep hukum kita masih bias dipertahankan
ataukah akan terdegradasi ? Sehingga menjadi  suatu
problematika yang perlu pendalaman lebih jauh mengenai
kedudukan akta notaris sebagai akata autenti dalam
perkembangan evber noatary dewasa ini.
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